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BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 Kondisi Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Kementerian PPN/Bappenas menyusun
Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan dokumen yang bersifat
indikatif. Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang RPJMN 2O2O-2O24, maka Kementerian PPN/Bappenas
menyusun Renstra Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal tercapainya perencanaan dan
pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan melalui pendekatan
proses perencanaan atas-bawah ltop-doutnl dan bawah-atas (bofiom-Lp) secara
teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik,
Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkal Renstra sebagai bagian
dad sistem perencanaan pembangunan nasional yang utuh, maka Renstra
Kementerian PPN/Bappenas disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara
pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode
2020-2024.

Pada bagian awal Renstra Kementerian PPN/Bappenas ini diuraikan kondisi umum
yang merepresentasikan pencapaian sasaran makro pembangunan nasional dan
kinerja Kementerian PPN/Bappenas selama tahun 2015-2019 serta tantangan
pembangunan global dan nasional daiam 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai
Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Kementerian
PPN/Bappenas bertanggungiawab atas perencanaan dan pembangunan nasional
jangka panjang, menengah dan tahunan.

Selain capaian utama tersebut, pencapaian visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas
dalam hal pelayanan publik tidak terlepas dari dukungar, aspirasi dan harapan dari
stakeholders yang semakin dinamis. Aspek aspirasi stakeholderskepada Kementerian
PPN/Bappenas dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renstra ini. Aspirasi
ini merupakan aspek penting dalam dimensi pelayanan publik yang harus terus
ditingkatkan oleh Kementerian PPN/Bappenas di masa yang akan datang. Aspirasi
stakeholders tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders
atas pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam lima
tahun terakhir.

1. 1. 1 Capaian Pembangunan Nasional 2015-2019

Pelaksanaan pembangunan pada periode RPJMN 2015-2019 menghadapi berbagai
peristiwa ekonomi global, seperti Brexit, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat
terkait proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses
rebalancing ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era commodity boom. Hal tersebut
menyebabkan pemulihan pertumbuhalr ekonomi dan perdagangan dunia pascakrisis
keuangan global tahun 2008 be{alan lamban.

Namun demikian, perekonomian domestik tetap tumbuh rata-rata 5,o persen per
tahun sepanjang pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi tersebut
lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara
berkembang di dunia sebesar 4,4 persen per tahun (data World Economic Outlook
Database lMF Oktober 2019). Pencapaian tersebut tedadi utamanya karena berbagai
kebljakan reformasi struktural dapat berjalan baik, antara lain pembangunan
infrastruktur, perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan
efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan penguatan daya beli
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut didorong oleh
pertumbuhan di berbagai sektor, antara lain: (1) Industri pengolahan tumbuh rata-
rata 4,2 persen per tahun; (2) Industri pertanian tumbuh rata-rata 3,7 persen per
tahun, yang salah satunya didukung oleh perbaikan infrastruktur pertanian untuk
memacu produktivitas; (3) Industri jasa yang mampu menjadi motor pertumbuhan
ekonomi, di antaranya jasa informasi dan komunikasi; dan (4) Industri transportasi
dan pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 8,9 dan 7,1 persen per tahun.
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Dari sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun dan
merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap
pertumbuhan investasi utamanya bersumber dari perbaikan iklim investasi,
pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan investasi. Selanjutnya,
konsumsi rumah tangga mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun. Di sarnping
itu, konsumsi pemerintah mampu tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun. Ekspor
dan impor barang dan jasa riil masing-masing tumbuh sebesar 2,1 dan 0,6 persen
per tahun.

Sementara itu, stabilitas makro ekonomi diupayakan tetap te{aga, yang tercermin
dari terkendalinya laju inflasi dal nilai tukar, cadangan devisa yang meningkat, dan
delisit transaksi berjalan yang berada dalam batas aman. Menurut Laporan Inflasi
Bank Indonesia Tahun 2019, sepanjang tahun 2015-2019 inflasi mencapai rata-rata
3,2 persen per tahun, berada dalam rentang target yang telah ditetapkan. Sementara
itu, di tengah upaya pengendalian nilai tukar dan defisit transaksi berjalan, kondisi
neraca pembayaran Indonesia masih relatif kuat yang tercermin dari peningkatan
cadangan devisa Indonesia dari USD 11i,9 miliar pada tahun 2014 menjadi USD 129,2
miliar pada tahun 2019.

Di sisi fiskal, kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan
menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal
jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang yang hanya 30,2 persen
Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dan defisit anggaran yang terjaga lebih rendah
dari 3,0 persen PDB (data dari Kementerian Keuangan, 2020).

Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat
meningkat. Ekspansi perekonomian domestik mampu menciptakan tambahan lebih
dari 11juta lapangan kerja pada tahun 2015-2019, melebihi target 10 juta lapangan
ke4a. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,28 persen pada tahun 2019
dari 6,18 persen pada tahun 2015. PDB per kapita terus meningkat dari USD3.531
pada tahun 2014 menjadi USD3.927 pada tahun 2018, setara dengan GNI per kapita
(Atlas Methodl USD3.840 mendekati ambang batas negara berpendapatan menengah-
tinggi. Perlu diketahui bahlva batas GNI per kapita (,4rlas Methodl negara
berpendapatan menengah tinggi menurut World Bank per Juli 2019 sebesar
usD3.996.

Dari aspek kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan turun hingga satu digit
(9,41 persen pada Maret 2019), yang menunjukkan bahwa program penanggulangan
kemiskinan telah dilaksanakan secara efektif. Rasio gini mengalami penurunan dari
0,414 (2074) menjadi 0,382 (2019\ yang menunjukkan berkurangnya ketimpangan
antar golongan pendapatan. Indeks Pembangunan Marusia (IPM) juga mengalami
peningkatan dari 68,90 (2014) menjadi 71,39 (2018). Pencapaian hasil sasaran makro
pembangunan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kementerian
PPN/Bappenas dari sisi perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan
kredibel disertai langkah pemantauan dan evaluasi dalam mengawal pelaksanaan
pembangunan nasional. Pencapaian Sasaran Makro secara keseluruhan dapat dilihat
pada Gambar 1.

Gambar 1. Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 20 15-2019
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Penilaian hasil pembangunan periode 2015-2019 berdasarkan sasaran Pokok pada
Dimensi Pembangunan menunjukkan pencapaian sasaran pokok pembangunan
RPJMN 2015-2019 yang cukup baik. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 yang
mencapai target secara optimal sebesar 58,15 persen, sedaagkan 41,85 persen
sisanya tidak dapat sepenuhnya tercapai. Pencapaian sasaran pokok yang ditetapkan
dalam RPJMN periode 2015-2019 berdasarkan dimensi pembantunan dapat teriihat
pada gambar berikut.

Gambar 2. Rekapitulasi Capaian Sasaran Pokok pada Dimensi Pembangunan
RPJMN 2015-2019

Dimensi
Perkembangan

Ekonomi

Dimensi
Pembangunan
Manusia dan
Masyarakat

Dimensi Sektor
Unggulan

Dimensi Dimensi
Pemerataandan Pembangunan

Kewilayahan Politik,Hukum,
Pertahanan, dan

Keamanan

,Prognosa capaian tercapai rPrognosa capaian sulit tercapai

Sumber: Evaluasi Akhit RPJMN 2015-2019 (Bappenas, 2019)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa prognosa capaian sasaran pokok
tertinggi terdapat pada Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan
Keamanan (sebesar 70 persen). Sedangkan prognosa tercapai dengan capaian paling
rendah dialami pada Dimensi Perkembangan Ekonomi yaitu sebesar 42,86 persen.
Sasaran pada dimensi pokok pembangunan lainya memiliki capaian Prognosa
Tercapai yang lebih besar, yang artinya mayoritas target yang ditetapkan dalam
perencanaan pembangunan pada periode 2015-2O19 telah tercapai.

Jika dilihat dari dukungan output K/L, maka menunjukkan bahwa KIL lelah
berperan aktif dalam tercapainya target pembangunan nasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Ha] ini dapat dilihat dari capaian dukungan K/L
terhadap RKP 2019 seperti dalam Tabel 1.

Tabel 1. Dukungan Output K/L terhadap Pencapaian Prioritas Nasional RKP Tahun
2019
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Sumber: Hasil Evaluasi RKP Taiun 20I9 (Bappenas diolah, 2020)

Evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2019 menunjukkan bahwa
dukungan output K/L terhadap pencapaian sasaran PN belum sepenuhnya
dijalankan oleh K/L. Pencapaian PN RKP hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa
masih banyak tantangal yang dihadapi dalam upaya pencapaian target
pembangunan.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam pelaksanaan PN RKP 2019 di antaranya
permasalahan regulasi, sarana dan prasarana, dal sumber daya manusia (SDM).
Masalah regulasi tercermin dalam pelaksanaan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah
Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dal
Jasa Produktif Lainnya yang terkendala oleh tidak adanya sinkronisasi kebijakan
antar instansi terkait serta pada PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan
Sumber Daya Air yang terkendala oleh masih adanya peraturan pemerintah level
teknis yang kurang memberikan suasana kondusif bagr pelaku usaha sehingga perlu
percepatan perumusan regulasi yang mendukung pelaksanaan PN.

Selanjutnya, kurangnya peningkatan sarana dan prasarana menjadi faktor
penghambat peningkatan produksi barang dan jasa terutama dalam pelaksanaan PN
4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air- Adapun
permasalahan SDM yaitu masih rendahnya kualitas SDM dan ketidakselarasan
antara tingkat kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang
dibutuhkan oleh dunia usahajuga menjadi permasalahan dalam pencapaian PN RKP
2019. Pencapaian RPJMN 2015-2019 dan dukungan K/L terhadap RKP di atas
menjadikan tantangan bagi Kementerian PPN/Bappenas, terutama dalam
meningkatkan kualitas penyusunan RKP khususnya upaya menjaga sinergi antar
K/L untuk mencapai sasaran prioritas nasional dan sektor, dan upaya pengendalian
atas pelaksanaan rencana yang lebih akuntabel untuk memastikan dicapinya
sasaran/ target.

1. 1.2 Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN
dan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan
pembangunan nasional dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di K/L dan
Daerah, Bappenas memiliki peran sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional
Perencana (JFP) melalui penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan JFP dan
pengelolaan beasiswa dan pendidikan dan pelatihan perencanaan.

Untuk menjalalkan tugas tersebut, Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019
memuat 2 (dua) tuluan yaitu:
1. Mewujudkan perencanaan pembangunal nasional yalg berkualitas, sinergis,

dan kredibel.
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di

Kementerian PPN/Bappenas.

Kedua tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 4 (empat) Indikator Kine{a Utama (lKU)
di tingkat kementerian yaitu:
1. Persentase (o/o) keselarasan rencana pembangunan nasional dengal rencana

kerja kementerian/ lembaga/ daerah;
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (Perpres RKP);

3. 7o rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional
yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga;

4. Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Pada Tabel 2 berikut terlihat bahwa capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas
menunjukkan hasil yang baik dalam mencapai kedua tujuan tersebut.
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Tabel 2. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 da,]:t Laporan Ktreda UKE I

Capaian kinerja pertama yang diukur dari keselarasan muatan sasaran RKP terhadap
RPJMN, Renja K/L, dan RKA K/L terlihat dari tren peningkatan kualitas keselarasan
perencanaan pembangunan dengan Rencana Kerja (Renja) K/L setiap tahun. Capaian
kinerja ini menunjukkan adanya upaya yang optimal untuk menyelaraskan antara
RKP terhadap Renja K/L dan RKA K/L oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai
pelaksana perencanaan.

Terkait dengal pencapaian kinerja kedua, Kementerian PPN/Bappenas telah
menghasilkan dokumen RKP Tahun 2016, 201,7 , 2018, 2019, dan 2020 yang disusun
sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat
dan Daerah. Setain itu, Kementerian PPN/Bappenas dalam kurun waktu 2O15-2019
telah menghasilkan beberapa produk perencanaan seperti: (i) dokumen Visi Indonesia
2045 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RPJP 2O25-2Oa5; $i)
Rancangan RPJMN 2020-2024; (iii) pengembangan sistem Kolaborasi Perencanaan
dan Informasi Kinerja Anggaran (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja
Anggaran (KRISNA)); serta (iv) penerapan prinsip money follous program serta
pendekatan Tematik, Holistik, lntegratif, dan Spasial (THIS) dalam perencanaan dan
penganggaran yang te ntegrasi. Pendekatan perencanaan tersebut berimplikasi
kepada dimulainya proses perencanaan dalam koridor Prioritas Nasional (PN),

Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN).

Pendekatan PN ini mengharuskan pencapaian sasaran/ target/ indikator PN secara
bersama-sama oleh K/L terkait dan didukung oleh daerah sesuai sasaran PN yang
tersebut pada tingkat kewilayahan.

Capaian kineia yang kelrga "yo Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L" dilakukan
dengan cara mengukur capaian pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
p.-b..grt ut RKP 2019 terlihat telah mencapai 9O,35'k. Pencapaian kinerja ini
menghadapi kendala terjadinya ketidaksesuaian beberapa komponen/ sub komponen
kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L dengan sasaran yang ditetapkan dalam
Prioritas Nasional RKP 2019. Kementerian PPN/Bappenas mendapat amanat untuk
menyusun perencanaa-n pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan
tahunan serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan nasional. Peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas di masa
mendatang diharapkan lebih kuat dalam hal: (1) peningkatan koordinasi dan
sinergitas program pembangunan KILID; (2]rpeningkatan koordinasi dan kerja sama
dengan Kementerian Keuangan dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKP;

99,97
%

100%Persentase (%J keselarasan
rencana pembangunan
nasional dengan rencana
kerj a
Kementerian / Lembaga/ Daera

7o keselarasan muatan RKP
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o/o keselarasan muatan
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%
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dan (3) pengintegrasian sistem informasi dan data perencanaan dan penganggaran
untuk mengendalikan prioritas nasional RKP.

Capaian kinerja ke empat terkait peran Kementerian PPN/Bappenas dalam
mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih
menunjukkan bahwa tingkat kualitas tata kelola pemerintahan telah tercapai dengan
"Baik". Hal ini dicapai dari perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) serta Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN dan RB yang
terlihat pada Gambar 3. Selama periode tahun 2Ol5-2O19 secara konsisten dicapai
Opini WTP yang secara berturut-turut sejak tahun 2008. Selain itu, Nilai
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) selalu meningkat dan hasil penilaian
tahun 2019 berhasil mencapai predikat 'A", sedangkan Indeks RB juga konsisten
meningkat dan hingga 2019 juga mencapai predikat "A'.

Gambar 3. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2Ol5-2O19

oao@@
@@M@@

Nilai Xasilgvaluasi
AKIP

75.13
(BB}

76,23

{88}

77,49
(BB)

Opini BPl( atat
Laporan l(euangan

80,08
(A)

81,19

tA)

lndeks neformasi
Birokrasi r E E Er

Sumber: Laporan Kinerja XementeriaJt PPN/Bappenas Tatrun 2015-2019 dan Laporan Klnerja UKE I

Dalam ralgka menyusun dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan
pendekatan THIS (Tematik-Holistik-lntegratif-Spasial) yang lebih baik, Kementerian
PPN/Bappenas terus berupaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan
kualitas proses perencanaan. Survei kepuasan stakeholder atas pelaksanaan
penyusunan RKP 2020 telah dilakukan kepada Bappeda dan Kementerian/ Lembaga
serta unit kerja di Bappenas, terutama terhadap aspek administrasi seperti waktu
dan proses pelaksanaan kegiatan, serta aspek substansi seperti penyampaian
indikasi Proyek Prioritas dan pembahasan rancangan dalam pertemuan koordinasi.
Berdasarkan hasil survei kepuasan stakeholder, diperoleh tingkat kepuasan dengan
metode perhitungan uteighted auerage sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Capaian Kepuasan Stakeholder dd.am Penyusunan RKP 2020

Sumber: Kemeoterian PPN/Bappenas (diolahl, 2019

Keterangan: Kategori Tingkat Kepuasa-n 25,00-43,75 (tidak baik); 43,76-62,50 (kurang baik), 62,51-81,25
(baik); 81,26-100 (baik sekali)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Kepuasan yang diperoleh
berkategori "Baik". Begitu juga halnya dengan capaian tingkat kepuasan pelayanan
internal dan pelayanan publik tahun 2O 15-2019 berkategori "Baik". Dinamika tingkat
kepuasan tersebut menjadikan tantangan bagi Kementerian PPN/ Bappenas untuk
semakin memperbaiki pelayanan publik di bidang perencanaan. Hasil survei tingkat
kepuasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas,
ditemukan beberapa masukan terkait teknis maupun substansi pelaksanaan
perencanaan pembangunan. Secara teknis, publik dari Kementerian PPN/Bappenas
menyatakan sudah cukup puas terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan
yang telah dilakukan, sedangkan terkait dengan substansi pelaksanaannya ada
beberapa masukan yang disampaikan yaitu kualitas materi pembahasan pada saat
Musrenbangnas, dan usulan yang disepakati merupakan keputusan final dan tidak
perlu ada pembahasan lanjutan. Selain itu, terdapat banyak masukan dari
Kabupaten dan Kota pada saat Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan
(Rakortekrenbang) tidak terakomodir pada saat Musrenbangprov

BaikBappeda 77 ,O7
Baik78,35KIL

80,s3 BaikInternal Bappenas
BaikTotal rata-rata 78,58

Responden KategoriTingkat Kepuasan
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Upaya Kementerial PPN/Bappenas dalam meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan nasional di antaranya adalah dengan menciptakan proses
perencanaan dan penganggaran yang lebih terpadu. Upaya ini sekaligus
mengejawantahkan amanat Peraturan Pernerintah Nornor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya
pasal 34 yant berbunyi: "Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas :

1. berbagi pakai data (data shaing) perencanaan dan penganggaran serta realisasi
belanja;

2. menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang
terintegrasi;

3. menyusun format, klasifikasi, dan sistem basis data Renja-K/L dan RKA-K/L".

Menindaklanjuti hal terebut, pada tahun 2017 Kementerian PPN/Bappenas
meluncurkan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang
berfungsi mengintegrasikan platformperencanaan dan penganggaran untuk
mendukung efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan nasional. Aplikasi
elektronik itu juga terkoneksi langsung ke RKA K/L. Beberapa keunggulan KRISNA
adalah mampu melakukan pemantauan perencanaan dan penganggaran secara real-
lime, transparan, dan tanpa kertas Qtaperless). KRISNA turut berperan dalam
kerangka besar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan
menciptakan ekosistem pemerintahan digital di Indonesia.

Pada awalnya KRISNA hanya mempunyai satu sub-sistem yang berfungsi dalam
penyusunan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L), kemudian pada
tahun 2018 menjadi KRISNA 2.0 yang memiliki beberapa sub sistem: (4 KRISNA-
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk menyusun prioritas nasional dalam RKP, (ii)
KRISNA-Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menyusun pengusulan, penilaian,
sinkronisasi dan pengalokasian DAK Fisik, dan (iiil KRISNA-SELARAS untuk Rapat
Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortek Renbang) dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). KRISNA 3.0 sebagai generasi
ketiga telah menyempurnakan KRISNA versi sebelumnya dan memiliki sub-sistem
untuk RPJMN dan Renstra KIL yar,g terkoneksi dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan. Dengan kondisi ini KRISNA menjadi instrumen untuk
menyelaraskan antara RPJMN, Renstra K/L, RKP, dan Renja K/L, serta menjadi
acuan dalam menyusun RKA K/L. Harapan selanjutnya bagaimana setiap perubahan
RKA K/L dapat secara otomatis mengubah Renja K/L dalam KRISNA, dal sekaligus
menjadi bahan pemutakhiran sasaran-sasaran RKP.

Saat ini, KRISNA telah digunakan oleh 87 kementerian dan lembaga l:regara, 34
pemerintah provinsi, 514 pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unit perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri. KRISNA juga telah terintegrasi dengan sistem
informasi pemerintahan lainnya, yakni Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), e-Moneu (Kementerian
PPN/Bappenas), SatuDJA, Online Monitoing Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara dan RKA-K/L (Kementerian Keuangan), Data Pokok Pendidikan (Kementerian
Pendidikan dal Kebudayaan), serta Sistem Pengelolaan Database Jalar, Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Selain menjadi penentu kebijakan dalam perencanaan pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas juga telah melaksanakan koordinasi dan penugasan khusus yang
bersifat strategis dan lintas bidang, terutama yaitu:

1. Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable
D eu elopment Goals l'SGDs/.

Sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

8&

a.

Berkelanjutan, Kementerian PPN/Bappenas berperan
sebagai Koordinator Pelaksana Dewan Pengarah dan
Ketua Tim Pelaksana dengan tugas:

Dalam rangka pencapaian sasaran na
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Perencanaan Pembangunan Nasional
menetapkan Peta Jalan Nasional TPB
Nasional (RAN) TPB.

&

*

b. Dalam rangka pencapaian TPB/ SDGs, Menteri PPN/Kepala Bappenas

mengoordinasikan:
1) fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 5
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(lima) tahunan;
2) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan

daerah;
3) penerbitan Panduan Kemitraan Multi-Pihak untuk Pelaksanaan TPB/ SDGs di

Indonesia.
4) sumber pendanaan yang berasal dan pemerintah serta sumber lainnya yang

sah dan tidak mengikat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian TPB/ SGDS, adalah
sebagai berikut:
a. Pengarusutamaan SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024.
b. Locali.zing SDGs di tingkat daerah.
c. Fasi[tasi pendirian SDGs Center di 13 universitas.
d. Kemitraan strategis dengan institusi non-pemerintah.

2. Satu Data Indonesia

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(SDI) maka Kementerian PPN/Bappenas berperan
sebagai Ketua Dewan Pengarah, Koordinator Forum
Satu Data Indonesia dan sekaligus pengelola
Sekretariat Satu Data [ndonesia. Secara khusus,
Kementerian PPN/Bappenas bertugas menetapkan
Data Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia.

Satu Data adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia
untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Sementara Satu Data
Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data
yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah
diakses dan dibagi pakaikan antar lnstansi Pusat dan Instansi Daerah melalui
pemenuhan Standar Data, Metadata, lnteroperabilitas Data, dan menggunakan Kode
Referensi dan Data Induk.

Output yang dihasilkan dari pelaksanaan SDI adalah:

a. Peraturan Presiden/ Menteri tentang pelaksanaan SDI tingkat Pusat dan Daerah.
b. Penetapan data Prioritas tahun 2020
c. Penetapan RAN SDI,
d. Petunjuk Teknis SDI Tingkat Pusat dan Daerah.
e. Sistem Informasi PORTAL SDI.
f. Bimbingan Teknis di tingkat Pusat dan Daerah tentang PORTAL SDI.
g. Interoperabilitas terhadap Data Induk/ Kode Referensi pada beberapa K/L tertentu

ke dalam Portal SDI.
h. Interoperabilitas terhadap Data Prioritas ke dalam Portal SDI.

i. Pusat dalam mengambil keputusan terkait pembangunan

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elekbonik (SPBE)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
Kementerian PPN/Bappenas turut berperan dalam
pengembangan Arsitektur SPBE Nasional yang bertujuan
untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi
Proses Bisnis, data dan informasi, lnfrastruktur SPBE, Aplikasi
SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan
SPBE yang terpadu secara nasional.

o

SATU DATA
INDONESIA

:l

Selain itu, Rencana Strategis SPBE juga mengamanatkan Kementerian
PPN/Bappenas melaksanakan lntegrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan
Barang Jasa (PBJ) Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi,
Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data Nasional. SPBE memberi peluang untuk
mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka,
partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi
pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai
iujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada
masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk

ffi
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kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem
pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

4. Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon {PRK)

Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai Ketua Majelis
Wali Amanat lndonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang
merupakan instrumen utama pemerintah Indonesia dalam
mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pembangunan
rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim. Konsep
Pembangunan Rendah Karbon (PRK) menekankan pada
mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi
(ekonomi hijau) melalui sinergi kebijakan lintas sektor yang
dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhar
ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya
penurunan emisi; serta mendorong tumbuhnya green
inuestment .unt.uk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

pengawasan dan

Output kegiatan yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam PRK,
adalah:

Update Kebijakan PRK.
Sistem informasi terintegrasi untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan PRK.

Pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen PPRKD dan penyusunan
Peraturan Gubernur PPRKD pada 34 Provinsi.
Fasilitasi dan pendampingan pada lima provinsi percontohan.
Fasilitasi Kegiatan Adaptasi dan Ketatranan Iklim.
Komunikasi Strategis.
Dukungan Operasional Kesekretariatan.

Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (lKN) di Kalimantan

Kementerian PPN/Bappenas selain melaksanakan tugas pokoknya
juga mendapat amanat dari Presiden untuk menyiapkan pemindahan
IKN berupa kegiatan penetapan alternatif lokasi dan persiapan
pemindahan IKN. Kementerian PPN/Bappenas bertugas melakukan
analisis awa-l mengenai potensi lokasi yalg memenuhi kriteria IKN
baru dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan
kebencanaan dengan kementerian/lembaga, para ahli di bidang
masing-masing, dan pemerintah daerah. Dalam proses persiapan
pemindahan IKN, Kementerian PPN/Bappenas juga beftugas
mengawal agar pemindahan IKN berjalan dengan baik dan memberi
dampak positif bagi masyarakat sekitar IKN dan Indonesia, termasuk
menyiapkan berdirinya Badan Otorita yang akan menjadi pengelola
IKN. Keseluruhan penugasan ini didukung dengan dibentuknya Tim

a
b
c

d
e

f.

5

Koordinasi Strategis Persiapan Pemindahal Ibu Kota Negara yang terdiri dari 9
kelompok ke{a beranggotakan seluruh Kementerian/Lembaga terkait dengan
koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. Seluruh hasil analisis kemudian
dikonsolidasikan dan diintegrasikan dengan masukan dari Kementerian lLembaga,
akademisi, pakar dan tenaga ahli, serta masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui
berbagai forum diskusi.

Output kegiatan yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam
perencanaan pembangunan IKN, adalah:

a. Analisis dan poticy paper awal Pemindahan IKN.
b. Pre-feasibilitg analysis dan Pre-MosterpLan.
c. Rencana Induk dan Strategi Pengembangan IKN \Masterplan IKN) termasuk

analisis Lingkungan Hidup Strategis.
d, Dokumen naskah akademik tentang pemindahan Ibu Kota Negara.

e. Materi Komunikasi dan Publikasi Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan
Timur.

I Analisis dan policg paper terkarl dengan ASN dalam rangka perpindahan ke Ibu
Kota Negara.

g. Dokumen Naskah Akademik RUU IKN dan Rancangan Peraturan Presiden

mengenai badan otorita ibu kota negara.
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6. Insiatif Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu arah
kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah
meningkatkan peran lndonesia dalam KSST dan
untuk mendukung pertumbuhan yang berkualitas
melalui peningkatan perdagangan dan investasi.
Peningkatan kualitas KSST yang telah dilakukar
Kementerian PPN/ Bappenas melalui:

a. Penyusunan Rencana lnduk dan Cetak Biru
KSST; Grand Design Peran BUMN/Swasta.

b. Penetapan 22 Resource Centers penyedia
keahlian dan pengalaman pembangunan.

c. Knowledge shaing lentang perencanaan pembangunan nasional untuk
negara di kawasan ASEAN.

d. Koordinator (focat point) kerja sama pembangunan kerangka Reuerse Linkage,
berdasarkan MoU antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden Islamic
Development Bank pada Desember 2017. Melalui skema Reuerse Linkage.
Pemerintah Indonesia telah melaksanakan model kerja sama yang mendukung
manfaat ekonomi dengan Kirgizstan, Maroko, Tunisia, Nigeria dan Senegal.

e. Partisipasi aktif dalam forum internasional sebagai kontribusi dalam arsitektur
pembangunan global: Buenos Aires Plan of Action (BAPA +40), Country Led
Knouledge Shanng (CLKSI Dalogue Meeting if lsDB member counties 13 2-C
meeting).

Z Masterplan Pengembangan Terpadu Pesisir lbukota Nasional (National Capitat
Integrated Coastal Deuelopment/ NCICD)

Fenomena penurunan muka tanah lland
subsidencel di permukaan daratan Jakarta yang
diperkirakan dapat mencapai lebih dari tiga meter
dalam waktu lima puluh tahun telah menjadi isu
strategis pembangunan nasional. Untuk itu,
Kementerian PPN/Bappenas berinisiatif
mengupayakan penanganannya melalui
penyusunan Masterplan Pengembangan Terpadu
Pesisir Ibukota Nasional (NCICD). NCICD
mencakup konsep pembangunan tanggul lepas
pantai di utara teluk di Jakarta sebagai langkah
untuk melindungi ibu kota dari bencana lingkungan

Laguna besar pada sisi dalam tanggul akan dikelola untuk menampung air tawar dari
13 sungai di Jakarta lcoastal reseruoitJ. Rencana NCICD tersebut terintegrasi dengan
upaya pengembangan Kawasan pesisir serta perlindungan terhadap bencana
Iingkungan dan bencana alam. Berbagai peran yang diemban Kementerian
PPN/Bappenas tersebut mengacu pada karakter lembaga yang bersifat lintas sektor
dan kemampuannya sebagai think tankfenabler, yang harus terus dijaga dan
ditingkatkan di masa mendatang.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Kementerian PPN/Bappenas mempunyai beragam potensi yang dapat menjadi faktor
penguat dalam menjalankan fungsinya antara lain:

1. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 telah mempertegas posisi Kementeriar
PPN/ Bappenas sebagai koordinator seluruh Kementerian/ Lembaga dan daerah
dalam perencanaan dan pembangunan nasional serta memberikan pemikiran
strategis pembangunan kepada Presiden.

2. Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga pemerintah dengan tugas dan
fungsi perumusan perencanaan pembangunan, mempunyai sumber daya
malusia yang mampu dengal cepat menanggapi perubahan lingkungan strategis
pembangunan yang semakin kompleks dan tidak terprediksi termasuk dampak
bencana alam dal non-alam (seperti pandemi penyakit menular Covid-19) di
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antaranya dengani (i) bertindak sebagai pemberi informasi dan rekomendasi hasil
pembangunan kepada Presiden dan pihak terkait dalam pemerintahan; dan (ii)
memberikan sistem peringatan dini atas isu-isu strategis nasional yang
membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat.

3. Kementerian PPN/Bappenas memiliki jaringan koordinasi luas baik dengan mitra
kerja dalam negeri (pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, masyarakat sipil,
media, dan perguruan tinggi) maupun dengan mitra pembangunan internasional
sehingga berpotensi menjadi lembaga think tank pemerintah yang menghasilkan
analisis dan policg paper yar.g dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan
berbasis fakta (euidence-based planning) serta menghasilkan kebijakan inovatif
dan terobosan dalam tahap pembangunan selanjutnya.

4. Kementerian PPN/Bappenas sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan
pembangunan nasional. Hal ini dimungkinkan dengan adanya fungsi
pengendalian pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaal Rencana Pembangunan. Sehingga pemantauan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilakukan
secara berkala yang hasilnya dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan
sasaran dan pelaksalaan pembangunan agar perencanaan pembangunan dapat
diwujudkan secara efektif dan efisien.

5. Kementerian PPN/Bappenas merupakah salah satu Kementerian/ Lembaga yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden
sehingga memiliki akses komunikasi dan koordinasi secara langsung kepada
Presiden.

6. Kementerian PPN/Bappenas telah diamanatkan oleh Presiden pada Pidato
Pelantikan Presiden menjadi cleaing house perencanaan yaitu untuk
memastikan seluruh usulan kementerian/ lembaga dalam rangka pembangunan
nasional termasuk prioritas nasional untuk menjamin ketepatan sasaran
pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional.

7. Kebijakan penyederhanaan struktur birokrasi berpotensi menjadikan
Kementerian PPN/Bappenas lebih efisien dan efektif dalam menjalankan
fungsinya. Sejalan dengan itu, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana
berpotensi memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai think-tank
melalui penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan penelitian
(r esear ch b ased p olicg).

8. Kompetensi dan kemampuan pegawai Kementerlan PPN/Bappenas dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan
nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel telah cukup memadai.

9. Pengalaman dan kompetensi Bappenas dalam mengelola program pengembangan
SDM Pembangunan Nasional sejak pembentukan Ouerseas Training Offces (OTO)

melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan beasiswa
di dalam dan luar negeri.

I 0. Kemampuan Kementerian PPN/ Bappenas dalam mengoordinasikan peningkatan
kualitas pengelolaan Data dan Informasi pembangunal melalui inisiatif Satu
Data Indonesia, yang membuka akses data dan informasi pembangunan bagi
seluruh K/L dan Daerah serta menjadi referensi bagi dunia usaha, akademik,
dan masyarakat luas.

1.2.2 Permasalahan

Berdasarkan kondisi umum di atas, terdapat beberapa permasalahan utama yang
dihadapi Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
antara lain:

1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil. Penyebab

dari permasalahan tersebut adalah:
a. Rencana pembangunan jangka menengah belum optimal dijadikan sebagai

acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan.
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b. Rencana pembangunan belurn optimal mempertimbangkan kesiapsiagaan
terhadap bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan, industri
4.0 dan ekonomi digital, termasuk penanganan dampak pandemi penyakit
menular (Covid- 19).

c. Beberapa bagian tata kelola/tahapan penyusunan RKP berdasarkan
peraturan yang berlaku sudah tidak relevan lagi, sehingga diperlukan
pemutakhiran atas tata kelola/tahapan penyusunan RKP.

d. Belum optimalnya dukungan K/L/D terhadap pencapaian sasaran Prioritas
Nasional (PN); Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek
Prioritas {ProPN);

e. Terdapat indikasi tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan antar K/L
di pusat dan kurang optimalnya kontribusi kinerja daerah dalam
mendukung sasaran pembangunan nasional;

f. Sumber-sumber pendanaan Non APBN belum dimanfaatkan secara optimal
untuk pembangunan seperti investasi BUMN dan Swasta maupun skema
pendanaan lainnya;

g. Belum dibakukannya Readlness Criteia unluk pelaksanaan Prioritas
Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP); Proyek Prioritas
(ProPN) dan Maior Project IMP);

h. Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan pembangunan dalam
melaksanakannya secara efektif dan efisien;

i. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah
satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas
nasional;

j. Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh data dan
informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir berbasiskan Satu
Data;

k. Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran dalam perencanaan namun
perlu dioptimalkan lagi dalam mengarahkan anggaran untuk melaksanakan
perencanaan, khususnya mengarahkan K/L untuk menjalankan PN, PP, KP,

dan Proyek Prioritas serta Major Project.
1. Koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan

penganggaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Peraturan
Pemerintah No. 17 tahun 2017 belum berjalan optimal.

m. Kualifikasi dan kompetensi SDM perencana Pembangunan belum memadai
dalam mendukung tercapainya sasaran Prioritas Nasiona-1.

2. Permasalahan Pengelolaan Dukungan Malajemen Kementerian PPN/Bappenas
meliputi:
a. Masih kuatnya budaya yaitu masing-masing unit kerja berdiri sendiri

dibanding bekerja secara terintegrasi antar unit
b. Minimnya Standard Operasional dan Prosedur (SOP) tata kelola koordinasi,

sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan
Iintas K/L/D, termasuk hubungan perencanaan pusat dan daerah.

c. Unit-unit Kementerian PPN/ Bappenas belum mengimplementasikan proses

evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana secara tersistem untuk
mengimbangi tugas perencanaan.

d. Kurang optimalnya kualitas laJ.anan umum, penyusunan kegiatan dan
anggaran unit, instrumen penilaian kinerja pegawai, pengelolaan anggaran,
data dan informasi internal, peningkatan kapasitas perencanaan para
pegawai, layanan regulasi kepada pemangku kepentingan.

e. Belum adanya SOP yang mengatur hubungan dan peran yang jelas antara
Pejabat Struktural dan JFP yang menyebabkan lemahnya pelaksanaal
mekanisme hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat

fungsional perencana tingkat madya dan pejabat perencana ahli utama.
f. Belum adalya mekanisme layanan yang baku untuk mendukung proses

penyusunan perencanaan pembangunan terutama Rapat Koordinasi Teknik
(Rakortek), pertemuan antar pihak (multilateral), Rapat Koordinasi Pusat
(Rakorpus), dan musrenbangnas.
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g. lndikator Kinerja Utama (IKU) organisasi belum SMART (Specific, Measurable,
Achieuable, ReaListic, and Time-Bound)dan terstruktur lter-cascading) secara
individu.

h. Masih lemahnya manajemen pengelolaan SDM yang ditunjukkan oleh (i)

belum tersedia analisis beban kerja sehingga perencanaan kebutuhan
sumber daya manusia belum didukung oieh data yang memadai; (ii) belum
diterapkannya hasil analisis potensi SDM sehingga penempatan sumber
daya manusia masih belum sepenuhnya sesuai latar belakang pendidikan
dan keahlian; (iii) belum tercukupinya jumlah PNS yang dibutuhkan untuk
mendukung kinerja Kementerian PPN/Bappenas, dan/atau belum
dioptimalkannya ASN yang ada.

1.2.3 Tantangan Pembangunan Nasional 2020-2024

Ketidakpastian GIobal
Ketidakpastian globat tahun 2019 masih akan terus berlanjut hingga 5 (lima) tahun
mendatang. Sampai tahun 2024 diproyeksikan kondisi perekonomian Indonesia
masih al<an dihadapkan oleh ketidakpastian global. Ketidakpastian tersebut datang
dari berbagai masalah gIoba1, termasuk ketegangan Amerika Serikat dan Cina yarrg
masih berlanjut. Selain itu, ancamal bencana alam, ketegangan politik global, peralg
dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah, hingga
wabah virus Corona (Covid-19) masih berpotensi mengganggu perekonomian global.
Pertumbuhan ekonomi dan perdagangal dunia diperkirakan akan cenderung
stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7
persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024 (World Economic Outlook Database lMF
Oktober 2019). Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, altara lain
batu bara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah.

Revolusi lndustri 4.0 dan Ekonomi Digital
Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0, yang memberikan tantangan
dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi,
otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan
meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan
kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu
proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui
pembelajaran jarak jauh ldistance learning), pemerintahan melalui e-gouernment,
inklusi keuangan melalui financial technologA (fin'tech), dan pengembangan UMKM
seiring berkembangnAa e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi
industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60
persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia,
diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu,
tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi
oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas
transaksi tersebut.

Defisit Tralsaksi Berjalan yang Meningkat
Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan
internasional lndonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh
ekspor komoditas, tidak berbeda dengan kondisi 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor
terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen (2000) menjadi 21,0 persen (2018).
Akibatnya, Indonesia masih mengalami delisit transaksi berjalan hingga mendekati
3,0 persen PDB. Sementara beberapa peer counties sudah mencatatkan surplus
Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi
pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Relatif Stagnan
Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3
persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi
Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan
tinggi. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat
produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan
baik- Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi lcrouth Diagnostics)
menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most
bind.ing constrainl) pertumbuhan ekonomi lndonesia adalah regulasi. yang tidak
mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi,
serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala
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mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak
segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi lndonesia untuk
bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi
yang semakin meningkat. Kendala lain yang perlu diatasi adalah rendahnya
penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang perlu
ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

Pandemi Covid- 19
Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yaitu tahun 2020, ekonomi
Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid- 19 yang memberikan dampak besar
terhadap pencapaian sasaran RPJMN tersebut. Pandemi Covid-19 menyebabkan
tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan
penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19,
identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah
dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah
dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahal,
perdagangan, dan transportasi. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan
SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai
penerbangan. Tekanan besar juga pada sistem kesehatan terutama pencegahan,
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health seanrity), dan
sumber daya manusia {SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji
laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi
dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target
pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan
pengendalian penyakit terhambat.

Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan
tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan
beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu.
Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi
produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali
keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan
menjaga keseimbangan harga.

Mitigasi Bencana Alam dan Non-Alam
Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian
bencana cukup tinggi baik bencaaa alam maupun non alam. Hal demikian tentunya
pantas untuk dipedulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian
bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis, ekonomi, bahkan
politik. Hampir semua jenis bencana alam da:n non aLam telah menimbulkan korban
jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak sarana dan prasarana
publik yang ada, pengungsian, ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan
masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Sains dan teknologi mempunyai
kemampuan untuk memberitahukan bahwa bencala yang terjadi di masa lalu bisa
terjadi kembali di masa datang. Pandemi, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api
dan berbagai bencana berulang terjadi. Namun, sering terkejut dan tidak siap ketika
mengalami bencana yang berulang itu. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan dan
kebijakan tepat dan cepat untuk mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut.



BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHVN 2020-2024

2. I Visi

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan
Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun
2020-2024 adalah,:

"Terwujudnya lndonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda
Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembalgan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim; dan

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam darr Transformasi Pelayanalr Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2O2O-2O24, Kementerian
PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang
disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap
perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunal nasional berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersarnaar, berkeadilan, berkelaljutan,
berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai
lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi
instansi yang berperan dalam menyusun perencaraan pembangunan nasional yang
selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang
berkualitas. Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas
kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil
pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya
strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat
mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi
pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas
kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian
PPN/Bappenas 2020-2024 adalall:

uPerencanaar Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel
untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berla.ndaskan Gotong Royong'

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan
pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi
Kementerian/ Lembaga/ Daerah dalam menyusun perencanaan
pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya
masing-masing;

Berkualitas
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2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat
diimple mentasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan
daerah, dan antardaerahl dan

3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean
gouernance.

Kredibel perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan,
informasi, dan data yang terkini leuidence based) dengan
mekanisme pelaksanaan (deliuery mechanisml secara partisipatif
dan berorientasi ke depan.

2.2 Misi

Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2O2O-2O24 adalah sebagai berikut:

Misi- 1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan
pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2 : Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang
efektif dan efisien.

2.3 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian
PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun
ke depan, sebagai berikut:

Misi- I :

. Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil
dan mempercepat kemajuan Indonesia.

. Tujuan-2 : Mewujudkan daya talggap dan inovasi pembangunan yang
inklusif dan berkelanjutan.

Misi-2 :

. Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang
berkualitas, akuntabel, efektif dan elisien.

2.4 Indikator Tujuan

Dalam mengukur pencapaian atas tujuan-tujuan yang telah ditargetkan oieh
Kementerian PPN/Bappenas untuk periode tahun 2020-2024, berikut ini
dirumuskan indikator tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas:

Tujuan - 1 ; Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil da
mempercepat kemajuan Indonesia

. Indikator Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi
Hasil

Untuk mengukur pencapaian Tujuan -1 dilakukan dengan mengukur kesiapan
proyek-proyek prioritas yang mendukung Major Project pada tahun 2024. Kesiapan
perencanaurn sebuah proyek dalam hal ini diartikan sebagai tersusunnya rencana
proyek prioritas yang terintegrasi antara kerangka investasi, kerangka penda;raan,
kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan sasaran Major Project.

Secara lebih lanjut, pengukuran terhadap indikator tujuan tersebut dilakukan
melalui penilaian terhadap:

a. tersusunnya dokumen executiue summary dan inJo memo secara terintegrasi
- Kesiapan pembiayaan: Pembiayaan Pemerintah dan Pembiayaan Non-

Pemerintah (KPBU, Badan Usaha, CSR, Filantropi, dan Dana Keagamaan)
- Kesiapan regulasi untuk menjamin berfungsinya Major Project
- Kesiapan lembaga yang mengoperasikan Major Project

b. proyek-proyek telah sesuai dengan kriteria kesiapan pelaksanaan lreadiness
criteia)
- Analisis kelayakan proyek dan/atau rancangan teknis proyek (detail

engineering design);
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- Analisisbiaya-manfaat;
- Analisis hukum;
- Kesesuaian dengan rencana tata ruang;
- Kesesuaian dengan kelestarian lingkungan hidup; dan
- Rencana pengadaan Iahan dan/atau kesiapan lahan.

c. proyek sudah groundbreaking
- Penyerapan tenaga kerja

d. tersedianya kerangka pengendalia;r untuk memastikan
prioritas selesai sesuai dengan rencana.

semua proyek

Tujuan - 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan

. Indikator Tujttan: Tentujudnya Daga Tanggap dan Inouasi Pembangunan gang
Inklusif dan B erkelanjutan

Untuk mengukur pencapaian Tujuan-2, adalah dengan melakukan survei kepada
Kementerian/ kmbaga (K/L) atas kebijakan yang telah disusun oleh Kementerian
PPN/Bappenas dan dilaksanakan oleh KIL terkait. Sehingga untuk
pengukurannya, setiap tahun perlu dilakukan inventarisasi atas kebijakan
percepatan serta inovasi pembangunan yang sudah disusun dan dibandingkan
dengan jumlah kebijakan yang diterapkan oleh K/L melalui perencanaan di dalam
Renja dan RKA K/ L.

Tujuan - 3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas,
akuntabel, efektif dan elisien

. Indikator Tujuan: ?ingkat Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berlotalitas,
Ahntabel, EJektif dan Efisten

Untuk mengukur pencapaian Tujuan-3, adaJah dengan menggunakan indikator
berupa tingkatan atas tata kelola pelayanan yang diberikan oleh Kementerian
PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dari segi kualitas,
akuntabilitas, efektivitas dan efisiensinya. Pengukuran nilai dari tingkatan tata
kelola pelayanan perencanaan tersebut dilakukan dengan mencari nilai rata-rata
dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

(1) Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PPN/Bappenas;
(2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)di Bidang Perencanaan

Pembangunan Nasional; dan
(3) Tolntegrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasiona-l

Untuk dapat ditemukan nilai rata-rata dari ketiga aspek tersebut, maka untuk
aspek indeks RB dan indeks kepuasan pemangku kepentingan akan dikonversikan
ke dalam bentuk 7o dalam proses perhitungannya.

2.5 Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di
lahun 2O2O-2O24, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan
yaitu:

Tujuan - 1 :

. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
perencanaan pembangunan nasional.

. Sasaran Strategis 2: Terrlrrjudnya efektivitas pengendalian pembangunan
nasional.

Tujuan - 2 :

. Sasaran Strategis 3: Terw,r:judnya keb!1'akan pembangunan nasional yang
visioner.

Tujuan - 3 :

. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kineda Kementerian PPN/Bappenas yang
bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

2.6 Indikator Sasaran Strategis

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di
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lahlun 2O2O-2O24, dirumuskan Sasaran Stmtegis disertai dengan Indikator Sasaran
yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kernenterian
PPN/Bappenas, untuk lima tahun ke depan yaitu:

2. Sasaran Strategis untuk Tujuan - 1:

a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan
nasional.
. Indikator Sasaran: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional selain digunakan untuk
mengukur kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh Kementerian
PPN/Bappenas, dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja
penyusunan perencanaan K/L. Indeks Perencanaan Pembangunan
Nasional ini diukur dengal mencari nilai rata-rata dari 3 (tiga) aspek,
y dr r-u.
. Tingkat Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat

Definisi: Bauran program lkegialanlproyek K/L untuk mencapai
sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang
dalam RKP baik antar waktu, antarruang, antar fungsi.
Diukur dengan melihat:
o 7o Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN.
o 7o Keselarasan sasaran program Renja K/ L dengan sasaran PN, PP,

KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP (di
samping untuk mengukur indeks kinerja Perencalaal
Kementerian PPN/ Bappenas, juga untuk mengukur Indeks
Kinerja Perencanaan K/L).

o 7o Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengal sasaran
RPJMN (untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L)

o 7o Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran
Renstra K/, (untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/ L).

. Tingkat Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Pusat
Definisi: Keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai
sasaran PN,PP, KP, proyek priodtas dalam RKP baik antar waktu,
antarruanS. an rar fu ngsi.
Diukur dengan melihat:
o 7o kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk

dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP,
proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP.

. Tingkat Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah
Definisi: Keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian
sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP, serta Keselarasan
KEM Daerah dengan KEM Nasional.
Diukur dengan melihat:
o 7o kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk

mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas
dalam RKP.

o 7o jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya
(pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio
gini) selaras dengan KEM nasional.

b. Terwrrjudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
. Indikator So.saran : Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Kine{a pengendalian pembangunan nasional ini diukur berdasarkan dua
aspek yaitu:

. Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat
Definisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dal sasaran sektor/
bidang yang telah ditetapkan dalam RKP.

Diukur dengan melihat:
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o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang diialankan oleh K/L
dalam rangka pencapaian sasaran/tar:get PN, PP, KP, proyek
prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP.

Kinerja Pengendalian Pembangunan Da€rah
Defrnisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian
sasaran/ target pembangunan daerah dalam mendukung capaian
sasaran prioritas nasional.
Diukur dengan melihat:
o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh

Daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target
Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran,
kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah-

o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh
Daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target
kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung
capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam
RKP.

3. Sasaran Strategis untuk Tujuan - 2:
Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
. Indikator Sasaran:

1) % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan
Nasional yang dijalankan K/L
Definisi: Rekomendasi penyelesaian isu strategis pembangunan nasional
yang dijalankan K/L adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh
Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden yang menjadi perhatian
nasional yang sifatnya lintas sektor/bidang, lintas wilayah, antardaerah,
antarruang, dan antar waktu dan ditetapkan menjadi kebijakan/ program
untuk dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga terkait.
Diukur dengan melihat:
o %o Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan

Nasional yang dijalankan K/L
2) %o Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasiona-l yang dijalankan

KIL
Definisi: Inovasi pembangunan nasional yang ditetapkan sebagai
kebijakan/ program yang dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga terkait.
Diukur dengan melihat:
o 7o Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang

dijalankan K/L

4. Sasaran Strategis untuk Tujuan - 3:

Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan
profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
. Indikator Sasaran :

1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi akan mengukur kineqa tata kelola dan
perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan
kualitas pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas khususnya di
bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui penerapan
kaidah-kaidah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional
Diukur dengan melihat:
o Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas

2) Indeks Kepuasar Pemangku Kepentingan (Stakeholdet) di Bidang
Perencanaan Pembangunan Nasional
Definisi: Ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan
Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya
pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan
Diukur dengan melihat:
o Rata-rata hasil pengukuran kinerja pelayanan unit kerja khususnya di

bidang perencanaan pembangunan
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3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional
Diukur dengan melihat:
o 7o integrasi berbagai sistem data dan informasi perencanaan

pembangunan

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kementerian PPN/Bappenas Tahu,n 2O2O-2024 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:
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3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan
bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka
menengah. RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dari tahapan RPJPN
2OO5-2O25 yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangurran 2020-2024
dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Kementerian PPN/Bappenas
merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional berkewajiban untuk mengawal tercapainya
sasaran dan target kedua hal tersebut.

Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dapal tercapai melalui
pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Setiap Agenda Pembangunan memiliki
sasaran, indikator dan target pembangunan sampai dengan akhir tahun 2024. Dalatr,
melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024
ditetapkan pula 41 Proyek Prioritas Strategis lMajor Project). Major Project merupakan
proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran
prioritas pembangunal nasional.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, maka
Kementerian PPN/Bappenas penetapan dukungan pengarustamaan (mainstreaming)
di dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri atas 4 (empat) pengarustamaan sebagai
bentuk pendekatan inovatif yang akall menjadi katalis pembangunan nasional yang
berkeadilan dan adaptif, yang sekaligus menjiwai seluruh pembangunan sektor dan
wilayah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Keempat
pengarustamaan tersebut adalah:

Pembangunal Berkelanjutan, yang menjaga keberlanjutal kehidupan ekonomi dan
sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan
pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga
peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gender,
yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam
pembalgunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam
pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan. Modal Sosial dan Budaya, yang
dimaksudkan sebagai strategi internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan
budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Transformasi
Digital, yang terus mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu penyelarasannya dengan
pembangunan nasional.

Di sisi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang
tanggap akan perubahan terhadap pelaksanaan RPJMN 2020-2024, rnaka
disusunlah perencanaan pembangunan tahunan atau biasa disebut dengan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi
atas prioritas-prioritas setiap tahunnya, termasuk pelaksanaan Major Project. Major
Project dar, indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan
mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber
pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat
terlaksana secara Iebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan
pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas memposisikan diri sebagai
regulator dan koordinator guna tercapainya pembangunan nasional baik jangka
panjang, menengah, maupun tahunan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona-I. Di samping itu, peran Kementerian
PPN/Bappenas terhadap Visi-Misi Presiden dan Wakit Presiden RI dijalankan melalui
peran Clearing House untuk menyelaraskan perencanaan, implementasi (Renja K/L,
RKA K/L, rencana sektor swasta/BUMN), dan mobilisasi berbagai sumber dan skema
pembiayaan, serta pemantauan dal evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan
nasional.

Peran aktif dan dukungal program seluruh unit kerja kedeputian sesuai lingkup
bidangnya, termasuk kolaborasi sinergi antar unit kedeputial sangat diperlukan
sebagii koordinator untuk mengawal tercapainya pembangunan nasional RPJMN

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN
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2O2O-2O24, Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dengan
target rata- rata pertumbuhan ekonomi 6 (enam) persen setiap tahunnya. Pencapaian
transformasi ekonomi harus menyesuaikan kondisi potensi dan kekhasan rvilayah
sebagai basis pembangunan dan didukung oleh SDM berkuaiitas dan berdaya saing,
reformasi mental dan pembangunan kebudayaan, serta pembangunan infrastruktur.
Selain itu juga me mpertimbangkan kondisi lingkungan hidup serta kerentanan
bencana alam dan non-alam di setiap wilayah. Namun, terdapat prasyarat dalam
pencapaian transformasi ekonomi yaitu kondisi politik, hukum, pertahanan, dan
keamanan harus kondusif yang dilakukan melalui stabilitas politik dan pertahanan
keamanan, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Di samping itu, terdapat
beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan
yaitu lingkungan hidup dan kerentanan bencana.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas

3.2. 1 Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas serta
mendukung pembalgunan nasional bedalan dengan baik maka dirumuskan arah
kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Renstra Kementerian
PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yarrg dikategorikan
berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/ Bappenas
dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan
tersebut adalah:

1. Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House
Presiden menginstruksikan dalam sidang Kabinet Paripurna RPJMN 2020-2024,
bahwa Kementerian PPN/Bappenas menjadi Clearing House untuk melihat
konsistensi antara rencana strategis di setiap K/L dengan yang tertuang di RPJMN
dan Visi dan Misi Presiden.

Kementerian PPN/Bappenas dapat mencapai tujuannya dalam hal menjaga
konsistensi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan secara lebih optimal
dengan menjadi Clearing House pembangunan nasional sebagaimana dimandatkan
oleh Presiden Republik Indonesia. Daiam pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas
sebagai Clearing House maka pendekatan yang digunakan adalah THIS.

Fungsi sebagai Clearing House menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai
koordinator perencanaan pembangunan yang memberikan persetujuan atas rencana
pembangunan K/L dan bertugas untuk menjaga visi dan misi Presiden, Dengan
demikian Kementerian PPN/Bappenas mengambil peran: (1) perencanaan; (2) alokasi
anggaran; (3) pengendalian; dan (4) enabler pembangunan nasional, Kementerian
PPN/Bappenas mendorong untuk terlaksananya agenda pembangunan tersebut.
Dukungan Kementerian PPN/Bappenas melalui perannya diarahkan agar bisa
terlaksananya 7 (tujuh) agenda pembangunan.

2. Menyusun perencanaan yang inovatif darr inklusif berbasiskan bukti (evidence

based planning).
Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada
pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta
menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat
tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan
pembangunan yang dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan
memberikan akses partisipasi kepada publik.

Perencanaan berbasis bukti (evidence based planning) merupakan pendekatan proses
perencanaan dengan memrioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data
dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan
membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan
kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak. Perencanaan berbasis bukti
diharapkan dapat memberi hasil maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

3. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan
efisien melalui pengendalian proses pembangunan

Salah satu permasalahan utama dalam proses pembangunan pada periode
sebelumnya (2015-20i9) adalah tidak berjalannya proses pengendalian
pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama.
Oleh karena itu, pada tahun 2020-2024 dan seterusnya, Kementerian PPN/Bappenas
akan memaksimalkan fungsi pengendaliannya untuk memastikan bahwa rencana
yang sudah disusun dan disepakati, minimal terlaksana sesuai dengan rencana yang



tersusun. Upaya pengendalian ini telah terwadahi Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan.

4. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan
pembangunan nasional.

Untuk memastikan agar pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan
dengan situasi perubahal yang begitu cepat, maka Kementerian PPN/Bappenas
diharapkal ke depannya mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan
nasional bersama-sama dengan K/L/D terkait dalam kapasitasnya sebagai enabler
pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang lebih inovatif.
Tujualnya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna
mendukung proses perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam
meningkatkan kapasitas KILID yang terlibat secara langsung dalam pembangunan
agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebrjakan inovasi dan
percepatan pembangunan.

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan
Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat untuk melaksanakan Prioritas
Nasional dalam Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan 16
Destinasi Pariwisata Geopark; dan dalam Agenda 7: Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya pada: (1) Kegiatan
Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama
Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dan (2) Proyek Prioritas Penguatan
Perencanaan dan Penganggaran.

6. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan kredibel.

Peningkatan kualitas kinerja dukungan manajemen yang dilakukan pada periode ini
diprioritaskan untuk menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan K/L/D
dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Untuk
dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti
(evidence based planning), maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik
di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan,
pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan
dengan mengoptimalkan teknologi daring dan platform online.

3.2.2 Strategi Kementerian PPN/Bappenas

1. Strategi untuk Perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti, meliputi:
a. Proses penyusunan rencana pembangunan (RKP, RPJMN, dal RPJP) harus

didasarkan pada hasil evaluasi atau hasil analisis ilmiah yang terbukti dan
mempertimbangkan Visi Indonesia 2045.

b. Menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan terhadap
pencapaian Visi Misi Presiden dan Prioritas Nasional melalui peran sebagai
Cleaing House.

c. Menjaga keselarasan perencanaan jangka menengah dan tahunan baik terhadap
prioritas nasional, sektoral (K/L), maupun kewilayahan.

d. Melaksanakan perumusan perencanaan teknokratik untuk sektor strategis
seperli Major Project atalu untuk inovasi pembangunan yang didasarkan pada
bukti dan ilmu pengetahuan,

e. Mengembangkan model investasi publik dan portofolio pembiayaan
pembangunan melalui skema creatiue financing dan deLiuery mechanism.

f. Optimalisasi sistem informasi yang kredibel dalam mendukung diSitalisasi
perencanaan pembangunan.

g. Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial
(THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi
pembangunan.

h. Memastikan keselarasan antara sasaran dan target Renja K/L dan RI(A K/L
terhadap sasaran dan target Priodtas Nasional melalui penelaahan yang
didukung oleh kelengkapan dokumen kesiapan pelaksanaan proyek, dan
terhadap sasaran/target pembangunan sektor nasional.
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i. Mempertimbangkan tantangaltaltangan terutama kesiapsiagaan terhadap
bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan hidup, revolusi industri
4.0, dan ekonomi digital.

j. Melaksanakan koordinasi perencanaan pemindahan ibu kota negara
k. Memprioritaskan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi penyakit

menular, termasuk COVID- 19, melalui revitalisasi sistem kesehatan,
perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan menghadapi
bencana.

l. Meningkatkan koordinasi dan penggunaan Satu Data Indonesia dalam proses
perencanaan pembangunan nasional untuk keseragaman data sebagai dasar
pengambilan kebijakan.

m. Meningkatkan koordinasi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

n. Membuka ruang dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan
pembangunan dan penyusunan kebljakan dengan memaksimalkan pemanfaatan
media sosial.

o. Meningkatkal kompetensi perencana di Indonesia yang sesuai dengan
kebutuhan perencanaan pembangunan.

p. Melaksanakan koordinasi dengan stafteholder d.alarn rangka membangun
sinkronisasi perencanaan dan penganggaran,

q. Melaksanakan koordinasi strategis pembangunan dalam hal perencanaan dan
penganggaran serta dukungan fungsi dengan kementerian yang membidangi
aparatur negara dan kementerian yalg membidangi keuangan negara dalam
rangka akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.

r. Melaksanakan koordinasi strategis di bidang data dan hasil penelitian
pembangunan dengan kementerian/ Iembaga yang membidangi pusat data
statistik, penelitian pembangunan, dan pengawasan pembangunan.

s. Melaksanakan kaidah-kaidah ketatakelolaan pemerintah yang baik (good
gouemancel dalam penyusunan perencanaan pembangunan,

2. Strategi untuk memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara
efektif dan efisien melaiui pengendalian proses pembangunan, meliputi:

a. Peningkatan kualitas penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang bernilai
guna tinggi.

b. Optimalisasi sistem informasi yang ideal dalam menghasilkan pemantauan dan
evaluasi yang efektif dan efisien.

c. Pengendalian atas peiaksanaan Prioritas Nasional, Proyek Prioritas dan Kegiatan
Prioritas dalam RKP.

d. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan stakehoLder dalam
pengendalian proses pembangunan.

e. Mengawal pelaksanaan Major Projects, melalui fungsi Cleaing House akan
berperan memastikan terlaksananya Proyek Prioritas Strategis (Major Projectl
2020-2024 sesuai target.

f. Pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasiskan prinsip
" Moneg Follotu Program".

3. Strategi untuk mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan
pelaksanaan pembangunan nasional, meliputi:

a. Menyelenggarakan percepatan pembangunal dal revitalisasi kualitas
pembangunan berkelanjutan melalui ke{a sama pembangunan dengan K/L/D,
aktor non-pemerintah, dan mitra pembangunan.

b. Optimalisasi fun gsi think-tankKementerian PPN/Bappenas dalam menghasilkan
perencanaan yang inovatif dan visioner.

c. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana kelembagaal (regulasi, arggaran,
mekanisme koordinasi dal kapasitas SDM) untuk pelaksanaan kebijakan
pembangunan oleh K/L dan pemangku kepentingan.

d. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalarr: rangka
percepatan pelaksanaan pembangunan strategis.

e. Melaksanakan penugasan khusus diantaranya Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan lsustainable Deuelopment Goals/ SDG's), Sistem Pendidikan dan



-27-

Pelatihan Vokasional lTechnical qnd Vocationql Educcttion and Training f TWT),
dan Stunting.

f. Melaksanakan telaah isu isu tematik untuk bahan penyusunan kebijakan
strategis pemerintah.

g. Menjadi rnotor penggerak atau inisiator pembangunan yang adaptif terhadap
perubahan dinamis baik di tingkat nasional maupun g1obal.

h. Menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, dan Fasilitasi
Jabatan Fungsional Perencana untuk meningkatkan kompetensi dan daya
tanggap terhadap tantangan inovasi dan percepatan pembangunan.

4. Strategi untuk Pengelolaan Prioritas Nasional, meliputi:
Untuk pelaksanaan proyek koordinasi strategis pengembangan geopark berbasis
tujuan pembangunan berkelanjutan/ sustainable development goals (TPB/SDGs),
strategi yang dilaksanakan ada.lah:
a. Melakukan Koordinasi multipihak dengan melibatkan kolaborasi berbagai

stakeholders di tingkat pusat dan di daerah.
b. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD)dalam rangka mencari solusi dari isu-

isu dalam pengembangan Geopark yang ada di daerah hingga isu global.

c. Melakukan perumusan desain model kelembagaan dan pola pendanaan.

d. membentuk lembaga pendanaan pengembangan Geopark.

e. penyusunan pipeline pengembangan Geopark-Geopark di Indonesia.
f. Lokakarya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark dan penyusunan

dossier.

Untuk pelaksanaan proyek Knowledge Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan
Triangular (KSST), strategi yang dilaksanakan adalah:
a. Menjadi fasilitator bagi kementerian/ lembaga dan aktor non-pemerintah dalam

melakukan kerja sama pembangunan internasional dengan negara-negara
berkembang.

b. Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi
didorong untuk meningkatkan peran kementerian/ lembaga, pemerintah daerah,
BUMN, swasta, filantropi, CSOs, akademisi, dan mitra pembangunan.

c. Mewujudkan pelaksalaan kerja sama pembangunan yang inklusif melalui
instrumen Kemitraan MultiPihak (KMP) untuk percepatan pencapaian
TPB/SDGs.

d. Mengambil peran sebagai focal point program Reverse Linkage sesuai MoU yang
telah ditandatangani antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden
Islamic Development Bank (lsDB).

Untuk pelaksanaan proyek Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, strategi yang
dilaksanakan adalah:
a. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat.

o menyusun roadmap integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintah
pusat;

o menyepakati proses bisnis perencanaan dan penganggaran yang akal
dituangkan dalam peraturan perencanaan dan penganggaran;

o melakukan assessmerll terhadap sistem informasi perencanaal dan
penganggaran;

o menyusun dan melakukan standarisasi Bagan Akun Standar (BAS).
b. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

o menyusun roadmap integrasi perencanaan dan penganggaran
pemerintah pusat;

o menyusun standarisasi Bagan Akun Standar (BAS) Daerah;
o melakukan pemetaan dan assessment sistem informasi yang saat ini ada;
o menyepakati proses bisn is:
o integrasi internal pemerintah daerah;
o integrasi antar Kabupaten-Kota dan Provinsi;
o lntegrasi antara Desa dengan Kabupaten/Kota.

c. Meningkatkan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.
o menyepakati proses bisnis antara perencanaan dan penganggaran pusat dengan

perencanaan dan penganggaran daerah serta harmonisasi peraturan di tingkat
pusat dan daerah;

o sinkronisasi BAS Pusat dan BAS Daerah;
o menyepakati metadata di tingkat pusat dan daerah;
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o melakukan integrasi sistem perencanaan dan pengan88aran antara pusat
dengan daerah setelah proses integrasi di tingkat daerah selesai dilakukan.

5. Strategi untuk meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai
lembaga yang memiliki nilai budaya BeTAKHLAK dalam memberikan pelayanan
publik, dan sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang Berintegritas,
Visioner, dan Unggul, meliputi:

a. Mengacu terhadap nilai budaya BeTAKHLAK dalam menjalankan fungsi
pemerintah sebagai pelayanan publik yaitu BERorientasi hasil, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan sebagai dasar untuk
penilaian kinerja pegawai.

b. Menggunakan nilai budaya berintegritas, visioner dan unggul sebagai semangat
dalam menjalankan tugas perencanaan dan menjadi landasan bagi para pegawai
dalam membuat rencana yang berkualitas dengan pendekatan moneg foLLou-t
progrom dan dasar THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial), serta proses
dengan mekanislr.e Cleaing JJouse untuk memastikan proyek prioritasnya
deliuered.

c, Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.

d. Meningkatkan pelayanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan
dukungan manajemen lainya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

e. Meningkatkan pelayanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang
pelaksanaan tugas dan lungsi.

f. Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas
kinerja aparatur.

g. Meningkatkan produktivitas kerja dan pencapaian kinerja orgalisasi dan individu
yang didukung oleh sistem keqa Integrated Digital Workspace dar. Smart Office.

h. Meningkatkan qualitg ctssurance (QA) perencanaan pembangunan melalui ,rusted
aduisory inspektorat.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi berisikan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka
memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku Kementerial PPN/Bappenas dalam
penyelenggaraan negara. Kebutuhan kerangka regulasi Kementerian PPN/Bappenas
untuk tahun 2O2O-2O24 harus mampu mengakomodasi proses transformasi di
Kementerian PPN/Bappenas ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan
organisasi yang efektif dan efisien.

Sa-lah satu bentuk transformasi adalah penguatan lingkup peran dan fungsi yang
mencakup: (a) perencanaan pembangunan, (b) pengalokasian sumber daya
pembangunan, (c) pengendalian atas pelaksanaan pembangunan, serta (d) peran
sebagai enabler yaitu koordinasi inisiatif sebagai pemampu upaya strategis-taktis
dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil
pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan yang dihadapi. Setain hal-hal mendasar mengenai transformasi
Kementerian PPN/Bappenas pada tugas dan fungsi, implikasinya terhadap seluruh
aktivitas juga harus dipetakan ke dalam bentuk kerangka regulasi.

Tabei 4 mendeskripsikan kerangka regulasi Kementerian PPN/Bappenas tahut 2020-
2024, sedangkan rincian Kerangka Regulasi dapat dilihat pada lampiran.
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Tabel 4. Matriks Keraagka Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Tahuo 2O2o 2024

m
1 Pengaturan Susunan

Organisasi Tata Kerja
(SOTK) Bappenas

Berdasarkan hasil analisis atas evaluasi
kelembagaan, terdapat tugas dan fungsi
Bappenas yang masih belum terakomodasi

ada re lasi ada
2 Pengaturan tentang

pendampingan dan
penguatan terhadap K/L
dan pemerintah daerah
terkait pencapaian
prioritas nasional

Untuk memastikan pencapaian pdoritas
nasional yang didukung oleh Pemerintah
Daerah, perlu ada regulasi yang mengatur
terkait dengan pendampingan dari
Kementerian PPN/Bappenas terhadap daerah

Pengaturan tentang
pengembangan
pembangunan yang
bersifat lintas sektor
sesuai dengan prioritas
nasional

Perlu peraturan dan turunannya hingga
petunjuk teknis dan lapangan untuk
kebijakan yang bersifat lintas sektor seperti
isu penyandang disabilitas,
keberlanj utu siaan. dan isu lainnya

4 Pengaturan tentang
sinkronisasi kelembagaan
dan regulasi terkait
investasi publik yang
memadai

Regulasi yang ada belum menjelaskan secara
khusus terkait dengan investasi publik

Regulasi yang ada belum menyebutkan
langsung mengenai kegiatan lintas Kemenko

5 Pengaturan tentang
sinkronisasi dan sinergitas
kebijakan strategis
nasional, serta kegiatan
lintas Kemenko

Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2017 rentang Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional

6 Revisi PP 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara,
Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan

Belum adanya regulasi yang mengatur
negosiasi alokasi anggaran K/L mitra dengan
Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan.
Selain itu perlu juga penajaman dalam proses
koordinasi antara Kedeputian Bidang
Pendanaan Pembalgunan Kementerian
PPN/Bappenas dengan Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan
koordinasi antara Kedeputian Pendanaan
Kementerian PPN/Bappenas dengal
direktorat sektor.

7

Belum adanya SOP atau panduan mengenai
euidence base planning and policy

Pengaturan SOP atau
panduan perencanaan dan
kebijakan berdasarkan
euidence

Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas
lewat SOP yang diatur dalam Persesmen/
Kepsesmen untuk penguatan dan sinergi Biro
Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana,
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan, dan
Inspektorat Bidang Administrasi Umum
dalam pengendalian penyusunan
perencanaan dalam pengendalian
penyusunan perencanaan dan penganggaran
yang efektif dan efisien pada unit-unit kerja di
Kementerian PPN/Bappenas secara holistik
dan terintegratif

9 Pengaturan koordinasi
penyusunan anggaran di
Internal Bappenas

Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas
lewat SOP dalam pengendalian penyusunan

an an efektifencanaan dan

10 Pengaturan koordinasi
penyusunan anggaran

Urgensi pembeniukan berdasarkan evaluasi
regulasi

Pengaturan koordinasi
dalam melakukan exercise
alokasi anggaran K/L
mitra dengan Direktorat
Alokasi Pendanaan
Pembangunan

8
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dan elisien untuk K/L. Proses sinkronisasi
diperlukan untuk menjaga target-target
prioritas nasional yang sudah ditetapkan
dalam RPJMN 2020-2024. Perlu segera
disusun peraturan yang menjadi acuan bagi
para penelaah Kementerian PPN/Bappenas
dalam menjaga konsistensi target prioritas
nasional, utamanya pada saat pelaksanaan
anggaran. Pada saat ini, peraturan yang ada
masih terbatas pada tataran perencanaan,
namun demikian proses pelaksanaan
anggaran K/L, Kementerian PPN/ Bappenas
tetap bisa menjalankan perannya sebagai
pengendali pembangunan.

dengan Kementerian
Keuangan dan K/L lainnya

Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas
lewat SOP yang diatur dalam Peraturan
Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka
sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian
PPN/ Bappenas untuk pengendalian RPJMN
dan RKP terutama terkait dengan isu-isu
substantif seperti PN, PP, KP, Major Project
secara holistik dan terintegratil Selain itu,
diperlukan sinkronisasi data shaing
perencanaan dan penganggaran serta
realisasi belania K/L

11 Pengaturan pengendalian
RPJMN dan RKP

Pengaturan kelembagaan Belum adanya pengaturan kelembagaan
Kementerian PPN/Bappenas agar secara
fleksibel mampu beradaptasi dengan mudah
terhadap perubahan lingkungan strategis
nasiona-l.

Pengaturan juklak
penyusunan RKP sebagai
tindak lanjut Permen
PPN/Bappenas Nomor 5
Tahun 2018

Belum ada peraturan yang mengatur turunan
dari Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun
2018 mengenai juklak atau penanggung
jawab pembuatan RKP secarajelas. Termasuk
proses rangkaian musrenbangprov,
musrenbangnas, rakorbangpus, dan tindak
lanjut setelahnya.
Perlu dilakukan pemilahan, penyusunan, dan
pembentukan peraturan perundang-
undangan yang diperlukan, dan
mengutamakan pengawasan internal sejauh
mana implementasinya

14 Evaluasi terhadap UU
SPPN dan peraturan teknis
yang telah ada dan yang
perlu diterbitkan

Perlunya penyesuaian pedoman evaluasi
pembangunan nasional yang selaras dengan
perkembangan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkrorisasi
Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional

15 Penyesuaian Permen No.
1. 12017 ter.tang Pedoman
Evaluasi Pembangunan
Nasional dengan PP No. 17
Tahun 2017

UU ini untuk mengakomodasi penyusunan
RPJPN Tahun 2025-2045

16 Penyusunan UU tentang
RPJPN Tahun 2025-2015

Perlunya penyesuaian peraturan Jabatan
Fungsional Perencana dimaksudkan untuk
memenuhi tuntutan dinamika perubahan
yang ada serta menjamin kualifikasi dan
kompetensi Jabatal Fungsional Perencana
sesuai dengan standar.

17

Diperiukan dasar hukum yang jelas berupa
Undang-Undang terkait dengan pemindahan
lbu Kota Negara (IKN). Kementerian
PPN/Bappenas sebagai salah satu pengelola
proses pemindahan Ibu Kota Negara (lKN)
perlu mempersiapkan regulasi tersebut

18 Dasar Hukum Pemindahan
Ibu Kota Negara

t2

13

Penyusunan Penyesuaian
Peraturan tentang
Pembinaan Jabatan
Fungsional Perencana
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3.4 KerangkaKelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas diarahkan untuk dapat
mentransformasikan kelembagaan perencanaan dan pembangunan nasional, agar
secara efektif mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kerangka
kelembagaan adalah perangkat kementerian yang meliputi struktur organisasi
ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Rancangan Teknokratik
RPJMN 2020-2024 menekankan pentingnya penataan arsitektur kelembagaan
sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan nasional secara efektif dengan
berdasarkan prinsip "Structure Follow Stratery". Penataan arsitektur kelembagaan
ke depan mencakup pada 3 (tiga) aspek yang meliputi:
1. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
2. Mengarahkan perubahan tata kelola pemerintahan dalam mencapai tujuan

pembangunan; dan
3. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur orgaaisasi dan

ketepatan proses (tata laksana organisasi).

Sejalan dengan agenda penataan arsitektur kelembagaan tersebut serta
memperhatikan tantangan pembangunan ke depan, hasil evaluasi kelembagaan pada
tahun 2019 menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas perlu melakukan
transformasi untuk menjalankan peran strategis dalam perencanaan pembangunan
nasional sebagai penguat kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan ini akan
menjadi landasan untuk menjalankan arah kebjjakan dan strategi Kementerian
PPN/Bappenas. Terdapat rumusan peran baru yang ditujukan untuk mendorong
percepatan pembangunan nasional melalui pengembangan kebijakan inovasi
pembangunan, pengembangan kapasitas ASN perencana pembangunan, sinkronisasi
kelembagaan dan regulasi, sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional
dan mendorong kerja sama multipihak (termasuk non pemerintah). Rumusan peran
baru Kementerian PPN/Bappenas tersebut sebagaimana Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

. Pengembangan
kebijakan
inovasi
pembangunan
yang bersifat
lintas sektor
sesuai dengan
proyek
strategis
nasional

. Perumusan
policg paper di
bidang
perencanaan
pembangunan
dan kebijakan
lainnya.

. Penguatan
kapasitas
perencanaan di
pusat dan di
daerah da-1am
menciptakan
mekanisme
pendanaan
yang inovatif
dan kreatif

. Sinkronisasi
kelembagaan
dan regulasi
terkait
investasi publik
yang memadai

. Pengendalian
pembangunan
yang menjamin
tercapainya
hasil
pembangunan
loutcome)

. Pendampingal
dan penguatan
terhadap K/L
dan pemerintah
daerah terkait
dengan
pencapaian
proyek strategis
nasiona-1

. Koordinasi
intensif dengan
K/L terkait,
konsultasi
publik dan
penguatan
peran Kemenko

. Koordinasi
lintas pelaku
pembangunan
dengan K/L,
pemerintah
daerah,
akademlsi, dan
kunjungan
lapangan

r pelibatan peran
serta para

. Mengalokasikan
pembiayaan
berdasarkan
prioritas
nasional pada
sektor dan
proyek strategis
nasional yang
berkelanjutan

o Pengembangan
model investasi
publik dan
portofolio
pembiayaan
pembangunan

. Melakukan
perumusan
grand design
terkait
koordinasi
kelembagaan
yang terlibat
berikut sumber
daya
manusianya
dan
pembiayaannya

. Melakukan
evaluasi
capaian target
pembangunan
sebelumnya
dan perumusan
perencanaan

. Penyusunan
ekonomi makro

. Penyusunan
tema, sasaran,
arah kebijakan,
dan prioritas
pembangunan

o Melakukan
koordinasi,
sinkronisasi
pelaksanaan
kebijakan
perencanaan
dan
pengang8aran
penyiapan
rancang
bangun sarana
dan prasarana

. Penyusunan
rencana
pembangunan
nasional secara
tematik,
holistik,
integratif, dan
spasial (THIS)
dalam
penetapan
program dan
kegiatan
KILID

. Kesepakatan
global

I

I
I

Alokasi Enabler



untuk
p€nentuan
asumsi baseline
kondisi terkini

. Mengalokasikan
sumber daya
dan berperan
aktif dalam
menyelesaikan
isu global

pelaku
pembangunan
beserta menjadi
uocal point
untuk
koordinasi
penanganan isu
91obal tersebut

. Sinkronisasi
dan sinergitas
kebijakan
strategis
nasiona-l, serta
kegiatan lintas
Kemenko

. Meningkatkan
peran serta
kemitraan non
pemerintah
serta kegiatan
lintas Kemenko

. Penguatan
peran
Kementerian
PPN/ Bappenas
sebagai lhint-
,anlc untuk
menvusun
perencanaan
yang lebih
inovatif dan
visioner

Pelaksanaan dari
peran Enabler
dilakukan melalui
kapasitas
Kementerian
PPN/ Bappenas
sebagai Think-tank

Pelaksanaan dari
peran
Pengendalian
dilakukan melalui

Pelaksanaan dari peran Perencanaan
dan Alokasi ditakukan melalui kapasitas
Kementerian PPN/Bappenas sebagai
Pengambil Keputusan, Koordinator,
Think-taqk, dan Ad m inistrator

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas maka
telah dilakukan langkah penguatan dan penataan kelembagaan dengan
mempertimbangkan kebijakan kelembagaan nasional sebagaimana tercermin dari
peran-peran yang akan diambil selama 5 (lima) tahun ke depan ini. Penataan ini
meliputi penguatan fungsi, penataan struktur organisasi termasuk kebijakan
penyederhanaan birokrasi. Dengan adanya rumusan-rumusan peran tersebut,
kebijakan penyederhanaan birokrasi dan semakin berkembangnya penugasan-
penugasan strategis Kementerian PPN/Bappenas maka ke depannya struktur
organisasi akan mengarah kepada struktur organisasi yang semakin fungsional dan
berbasis keahlian. Peran ini akan dilakukan secara terkoordinir baik oleh para
Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta secara keahlian dilakukan oleh para Jabatan
Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya sesuai bidangnya.
Pembagian peran tersebut dalam rangka melakukal arah kebijakan dan strategi
Kementerialr PPN/ Bappenas adalah sebagai berikut:
. Pejabat Madya dan Pratama akan berperan sebagai pemberi arahan strategis

dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan serta peran
manajerial;

o Staf Ahli akan berperan sebagai quality assurance dan supervisi pelaksanaan
tugas-tugas strategis sesuai bidangnya dan penugasan khusus;

. Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya
akan menjadi think-tank berd'asarkan keahlian bidangnya.

Peraturan Presiden No.68 Tahun 2019 telah mempertegas posisi Kementerial
PPN/Bappenas sebagai lembaga yang memberikan pemikiran-pemikiran secara
Iangsung kepada Presiden. Hal ini akan memperkuat posisi Kementerian
PPN/Bappenas sebagai mesin perencana dalam melakukan perencanaan dan
pembangunan di Indonesia. Rincian dan penjelasan turunan dari kerangka
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kelembagaan akan diiabarkan da.lam tugas dan fungsi serta stmktur organisasi
Kementerian PPN/Bappenas selanjutnya.

3.4.1 Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Sebagaimana dalam Perpres No.68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara
dijelaskan bahwa Kementerian PPN/Bappenas masuk dalam Kementerian Kelompok
III yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian
Kelompok III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan agenda
pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran
penting dalam perencanaan pembangunan nasional, terutama: (i) berperan dalam
menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional yang
mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang
meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik
Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); dar (ii) berperan dalam
menyinergikan perencanaan untuk mengarahkan pelaksanaal pembangunan pusat
dan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas masih
mengacu pada Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2021 tentang Kementerian PPN dalr
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 202L tentang Bappenas. Berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian PPN,
fungsi Kementerian PPN adalah sebagai berikut:

J' perumusan dan penetapan kebijakan_ di bidang perencanaan pembangunan
nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor,
dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka
regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;

2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan
penganggaran pembangunan nasional;

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian PPN;

4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian PPN; dan

5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN.

Dalam rangka mengoperasionalkan fungsi kementerian tersebut, maka dituangkan
fungsi Bappenas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang
Bappenas. Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden tentang Bappenas tersebut
mengamanatkan fungsi Bappenas untuk melaksanakan:
1. pengoordinasian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan

nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal, sektoral, lintas
sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regionai,
rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan
pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan nasional;

2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana
dan prasarana;

3. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam
penetapan program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga/ Daerah;

4. pengoordinasian dan pengendalial rencana pembangunan nasional dalam rangka
sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancalgan Anggaran Pendapatan
dan Belania Negara;

5. penyusunan Rancangan Aaggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
6. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan

nasional;
7. pemaltauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana

pembangunan nasional;
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8. pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian su
pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian
pembangunan bersama-sama instansi terkait;

9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh
Kementerian PPN/Bappenas;

10. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di
PPN/Bappenas;

11. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
Kementerian PPN/Bappenas; dalr

12. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, Kementerian PPN/
menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan,
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungar Kementeriar.

mber-sumber
dana untuk

Kementerian

jawab

/Bappenas.
juga

pemberian

di
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3.4.2 Struktur Organisasi Kelembagaan

Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka memiliki struktur organisasi
seperti pada Gambar 5.

Gambar 5. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas 2O2O- 2024
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Hal strategis pada lingkup struktur organisasi dan sumber daya manusia
Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2O2O-2O24 berdasarkan arahan Presiden

adalah penyederhanaan struktur birokrasi. Penghapusan Eselon III dan eselon IV
berimplikasi pada pengalihan jabatan struktural tersebut menjadijabatan fungsional
Struktur yang berlaku sebelum penyederhanaan birokrasi masih menempatkan
adanya posisi Eselon Ill dan eselon IV seperti yang terlihat pada gambar 6.

Gambar 6. Struktur yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas sebelum
Penyederhanaan Birokrasi
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Sejalan dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi secara nasional dalam
struktur birokrasi pemedntahan, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan
mekanisme kerja Integrated Digital Workspace (IDW) dan Smart Office. Penerapan

mekanisme ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja
pegawai di Kementerian PPN/Bappenas. Inisiatif ini untuk mendukung mekanisme
kerja sesudah adanya penyederhanaan birokrasi. Gambar 7 berikut menjelaskan
bagaimana perubahan mekanisme dan alur kerja dalam struktur tersebut.

Gambar 7. Perubahan Alur Ker.ja Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024
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Perubahan terhadap struktur tersebut kemudian akan didukung dengan

mekanisme hubungan kerja antara JPT dengan JFP dalam kerangka think tank da

Kementerian PPN/Bappenas, sebagaimana terdapat pada Gambar 8 berikut'
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Gambar 8. Mekanisme Hubungan JIvf dan JFP dalam Kerangka Think'
Tank Kementerian PPN/Bappenas
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Sumber: Bappenas, diolah (2020)

Tugas Kementerian PPN/Bappenas terhadap 7 (tujuh) agenda adalah mengefektifkan
kolaborasi antar unit kedeputian untuk secara sinergi mewujudkan transformasi
ekonomi. Pencapaian transformasi ekonomi harus menyesuaikan kondisi potensi dan

kekhasan wilayah sebagai basis pembangunan dan didukung oleh SDM berkualitas
dan berdaya saing, reformasi mental dan pembangunan kebudayaan, serta
pembangunan infrastruktur. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi lingkungan
hidup dan kerentanan bencana di setiap wilayah. Namun, terdapat prasyarat dalam
pencapaian transformasi ekonomi yaitu kondisi politik, hukum, pertahanan, dan

keamanan harus kondusif yang dilakukan melalui stabilitas politik dan pertahanan
keamanan, penyederhanaan regulasi dan birokrasi Di samping itu, terdapat
pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan yaitu
lingkungan hidup dan kerentanan bencana.

Penguatan institusi Kementerian PPN/Bappenas juga dilakukan dengan penentuan
arah dan strategi Kedeputian dan Staf Ahli di Kementerian PPN/Bappenas dengan

penjabaran sebagai berikut. Arah dan strategi ini diorientasikan dalam ralgka
mengefektifkan kolaborasi antar unit kedeputian untuk mewujudkan transformasi
ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda pembangunan melalui pencapaian

sasaran/ target masing-masing agenda. Secara rinci, dilaksanakan melalui Program

Perencanaan Pembangunan Nasional di masing-masing unit kerja eselon I sebagai

berikut:
1. Kedeputian Bidang Ekonomi

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Ekonomi pada Program Perencanaan

Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KtrM) Deputi Bidang Ekonomi
menjadi penanggung jarvab tim KEM yang bertugas untuk memberikan

arahan strategis dalam penyelesaian penyusunan dan pemutakhiran KEM'

b. Penyusunan target pertumbuhan sektoral untuk digunakan acuan bagi

kebijakan sektoral sebagai dasar penentuan alokasi masing-masing K/L
c. Penyusunan Resource Enuelope (Ketersediaan Anggaran) berdasarkan hasil

penelaahan asumsi makro yang akan digunakan untuk menyusun rencana

belanj a K/ L.

d. Penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal dan moneter nasional'
e. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi

kementerian / lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/

target pembangunan sektor ekonomi.
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Selain fungsi strategis tersebut, Arah program Kedeputian Bidang Ekonomi
difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1

RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, serta mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan
Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan
menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; dan Agenda 5
RPJMN 2020-2024 yaifi Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya
saing.

b. Pemantauan, evaluasi dan pengendalial pencapaian sasaran dan target
ketahanan ekonomi.

c. Penyusunan rencana akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan
perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif
dan digital.

d. Pengembangan inovasi penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya
saing.

e. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.

2. Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Regional pada Program
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan kerangka ekonomi makro
regional.

b. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
di bidang pengembangan regional.

c. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/ lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor regional.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang

Pengembangan Regional difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan

sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk
Menguralgi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan

bagi penentuan agenda pembangunan lain, serta mendukung pencapaian

sasaran dan tujuan Agenda 1 RPJMN 2O2O-2O24, yaitu: Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yalg
Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 4 RPJMN 2O2O-2O24 yaitu Revolusi

Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaint:
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

Pelayanan Dasar; Agenda 6 RPJMN 2O2O-2O24 yaitu: Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan Agenda 7

RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin
pemerataan dengan pemenuhan pelayanan dasar.

b. Penyusunan rencana pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan

inklusif berdasarkan potensi sumber daya dan keunggulan daerah,
penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang,
penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah,
penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah serta peningkatan
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kapasitas keuangan daerah, peningkatan infrastluktur dan pelayanan dasar
secara merata dan peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahalan
bencana dan perubahan iklim.

c. Pengembangan inovasi pembangunan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin
pemerataan.

d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan wilayah.

e. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
pengurangan kesenjangan dan pemerataan wilayah.

Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
(PMMK)

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Pengembalgan Regional pada Program
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakar,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaaa.

b. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian / Iembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor pembangunan manusia, masyarakat dan
kebudayaan.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang PMMK
difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 3

RPJMN 2020-2O24 yartts Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Agenda 4 RPJMN 2O2O-2O24 yaitu
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, serta mendukung pencapaian
dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi
landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain, yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas dan berdaya saing yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif,
inovatif, terampil dan berkarakter untuk pembangunan yang inklusif dan
merata (Agenda 3).

b. Penyusunan kebijakan revolusi mental untuk mengubah cara pandang,
sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan (Agenda

4).

c. Penyusunan rencana peningkatan SDM yang berkua-litas dan berdaya saing
berdasarkan peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta, peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas, serta
peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (Agenda 3).

d. Penyusunan rencana tevolusi mental dan pembangunan kebudayaan
terpadu berdasarkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi
beragama, penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas (Agenda 4).

e. Penyusunan rencana pengembangan SDM dan iptek berbasis keunggulan
wilayah (Agenda 2).

f. Pengembangan inovasi pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya
saing, dan revolusi mental yang berorientasi pada kemajuan dan
kemodernan.

g. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk Peningkatan SDM yang berkualitas dan

berdaya saing yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif,
terampil dan berkarakter (Agenda 3).

h. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3)
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Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
revolusi mental dan pembangunal kebudayaan (Agenda 4).

Kedeputian Bidalg Kependudukan dan Ketenagakerjaan (KK)

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakeiaan pada
Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.

b. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian / lembaga) dalam ralgka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor kependudukan dan ketenagakerjaan.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang
Kependudukan dan Ketenagakerjaan diarahkan untuk membantu mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2O2O-2O24, yaitu:
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi
landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; Agenda 3 RPJMN 2020-
2024 yai]J)'. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing; Agenda 4 RPJMN 2O2O-2O24 yaitu Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan; dan Agenda 5 RPJMN 2O2O-2O24 ya:fi:
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar, yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan ketenagakerjaal, kependudukan, kemiskinan, dal
perlindungan sosial untuk peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya
saing (Agenda 3).

b. Penyusunan rencana pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola
kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; pengentasan
kemiskinan; dan peningkatan produktivitas dan daya saing (Agenda 3).

c. Penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia tenaga ke{a
berbasis keunggulan wilayah (Agenda 2).

d. Pengembangan inovasi pembangunan ketenagakerjaan, kependudukan,
kemiskinan, dan perlindungan sosial.

e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk (1) pengembangan sumber daya tenaga
kerja; (2) pengendalian kependudukan; (3) pengentasan kemiskinan; dan (4)

penguatan perlindungan sosial (Agenda 3).

i Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
pengembangan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan
perlindungan sosial untuk peningkatan sumber daya manusia yang

berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).

KeCeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana pada Program
Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakal,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
nasional di bidang sarana dan prasarana.

b. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam ralgka memastikan tercaPainya sasaran/
target pembangunan sektor sarana dan prasarana.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Sarana dan

Prasarana difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran

Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan Agenda 1 RPJMN 2O2Q-2O24, yail't:

5
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Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

Berkeadilani Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah

untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pernerataan dan rnenjadi

landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; dan Agenda 7 RPJX{N

2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasl
Pelayanan Publik, yang meliputi:

a. Penyusunan kebrjakan penguatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas
perekonomian serta pemerataan pembangunan (Agenda 4).

b. Penyusunan rencana penguatan infrastruktur berdasarkan pembangunan
infrastruktur pelayanan dasar; pembangunan konektivitas multimodal;
pembangunan infrastruktur perkotaan; Pembangunan energi dan
kelistrikan; dan pembangunan dan pemanfaatan teknologi, informasi, dan
komunikasi untuk transformasi digital (Agenda 4).

c. Penyusunan rencana peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara

merata untuk mendukung pengembangan wilayah (Agenda 2).

d. Pengembangan inovasi pembangunan penguatan infrastruktur untuk
mendukung aktivitas perekonomian serta pemerataan pembangunal.

e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk penguatan infrastruktur pendukung
aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan.

f. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
pembangunal untuk penguatan infrastruktur pendukung aktivitas
perekonomian dan pemerataan pembangunan.

Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA)

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam pada

Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan

nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam.

b. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor kemaritiman dan sumber daya alam

c. Sinkronisasi kegiatan sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional dalam
proses perencanaan dan penganggaran K/L terkait seperti: memfasilitasi
pemberian insentif tambahan, memprioritaskan anggaran untuk penelitian
dan pengembangan di bidang energi, pengembangan pilot penguasaan

teknologi energi tertentu dan pembangunan infrastruktur energi,

pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama bersumber dari
energi baru terbarukan (EBT), pembangunan infrastruktur EBT secara

berkelanjutan untuk desa-desa yarlg tidak akal mendapatkan jaringan
listrik dalam jalgka panjang, dan perluasan jaringan infrastruktur energi

untuk peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi minyak tanah ke LPG

(liqu efi e d p etro I eum g as).

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang KSDA

d.ifokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 6

RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkart

Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2O2O-2O24, yaitu: Memperkuat

Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

Agenda 2 RPJMN 202O-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan

bagi penentuan agenda pembangunan lain; Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaif.u:

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Agenda 5 RPJMN 202O-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk
Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Agenda 6 RPJMN

2O2O-2O24 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan

6.
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Bencana dan Perubahan Iklim; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu:
Memperkuat Stabilitas Polhukhalkam dan Transformasi Pelayanan Publik,
yang meliputi:

a. Penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung
percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing
(Agenda i).

b. Penyusunan kebijakan pembangunan lingkungan hidup; peningkatan
ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).

c. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup
pemenuhan pangan dan pertanian, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan
perikanan, juga dalam hal pengelolaan sumber daya air, sumber daya energi,
serta kehutanan (Agenda 1).

d. Penyusunan rencana peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan
ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan pembangunan rendah karbon
(Agenda 6).

e. Penyusunan rencana pengembangan komoditas unggulan daerah (Agenda
2).

f. Pengembangan inovasi pembangunan pengelolaan sumber daya alam untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengembangan komoditas unggulan
daerah, pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana;
dan perubahan iklim (Agenda )-,2, dan 61.

g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk pengelolaan sumber daya alam
pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan
berdaya saing; serta pengembangal wilayah (Agenda 1 dan 2).

h. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan
bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).

i. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
pengelolaan sumber daya alam pendukung percepatan pertumbuhan
ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing; serta pemerataan
pengembangan wilayah (Agenda 1 dan 2).

j. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan
perubahan iklim ( (Agenda 6).

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan (Polhukhankam) pada Program Perencanaan Pembangunan
Nasional adalah:

a. Dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Regulasi Nasional.
b. Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
nasional di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

c. Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi
kementerian/ lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/
target pembangunan sektor kemaritiman dan sumber daya alam.

Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Politik,
Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) difokuskan untuk
memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 7 RPJMN 2O2O-2O24

yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik, serta mendukung pencapaian tujuan Agenda 4 RPJMN 2O2O-2Q24 yartu
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yang meliputi:

a. Penyusunan kebuakan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan,
dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap

bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).



b. Penyusunan rencana reformasi kelembagaan birokrasi; penataan kapasitas
I-embaga demokrasl, penguatan kesetaraan gender dan kebebasan;
perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan
siber; peningkatan akses keadilan dan anti korupsi; optimalisasi kebijakan
luar negeri, khususnya melalui dukungan ProPN " Knotttlegde Shaing Kerja
Sama Selatan-Selatan dan Triangular"; dan peningkatan rasa aman,
penguatan kemampuan pertahanan dan industd pertahanan (Agenda

7).

c. Pengembangan inovasi pembangunan stabilitas politik, hukum, pertahanan
dan keamanan, dan transformasi pelayanan pubtik (Agenda 7).

d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk stabilitas politik, hukum, pertahanan
dan keamanan, dan transformasi petayalan publik untuk melayani dan
melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda

71.

e. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target
stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi
pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa serta
menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).

8. Kedeputian Bidalg Pendanaal Pembangunan

Arah program Kedeputlan Bidalg Pendanaan Pembangunan difokuskan untuk
memastikan kebiiakal dan rencala pendanaan sesuai Kerangka Pendalaan
dalam RPJMN 2020-2024, untuk mencapai sasaran/target 7 (tujuh) agenda

pembangunan. Untuk itu, fungsi strategis Kedeputian Bidang Pendanaan
Pembangunan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. Penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber
pendanaan pembangunan.

b. Penyusunan rencana pemanfaatan sumber-sumber pendanaan
pembangunan.

c. Koordinasi pengelolaan dan pencarian sumber-sumber pendanaan alternatif
Non-APBN seperti KPBU,

d. Penyusunan kerangka pendanaan pembangunan, pagu indikatif, pagu

anggaran dan alokasi anggaran.
e. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan pendanaan

pembangunan.
f. Koordinasi kebijakan dan peraturan pendanaan pembangunan dalam

perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
g. Koordinasi sistem sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

pembangunan nasional.
h. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan pendanaan

pembangunan.

g. Kedeputian Bidalg Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Arah program Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian

Pembangunan difokuskan untuk menerjemahkan kaidah pelaksanaan

terutama kerangka evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMN 2020-2024
untuk memastikal pencapaian s asaraatf target 7 (tujuh) agenda pembalgunan
Untuk itu, fungsi strategis Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan

Pengendalian Pembangunan, Yaitu:
a. Penyusunan kebljakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian

pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RKP setiap tahun.
b. Penyusunan pandual pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang

terukur, konsisten, koheren, serta sistematis bagi stakeholder dalam

melaksanakan pencapaian sasaran/ target.
c. Perumusan dan pembangunan sistem dan informasi pemantauan, evaluasi,

dan pengendalian yang memudahkan stakeholder mendapatkan data

perkembangan dan caPaian
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d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
sasaran/ target nasional dan dampaknya
kesejahteraan.

e- Koordinasi pelaksanaan Satu Data lndonesia
Berbasis Elektronik.

pengendalian pencapaian
terhadap kemajuan dan

dan Sistem Pemerintah

10. Inspektorat Utama
Untuk memastikan keteraturan, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan
maupun prosedur administrasi di Kementerian PPN/Bappenas, ditugaskan
kepada Inspektorat Utama untuk memantau kolaborasi unit kedeputian dalam
mewujudkal transformasi ekonomi dengan menyinergikan 7 agerrda
pembangunan. Tugas dari lnspektorat Utama meliputi:
a. Pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian PPN/Bappenas terhadap

kinerja dan keuangan melalui pengawasan, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya.

b. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Kementerian
PPN/Bappenas.

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri
PPN/Kepala Bappenas.

d. Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di
Kementerian PPN/Bappenas.

e. Melakukan pengoordinasian pelaksanaal kegiatan pejabat fungsional sesual
lingkup bidang tugasnya.

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas.
11. Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas

Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama mempunyai tugas
menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberiar dukungan administrasi kepada seluruh unsur Kementerian PPN/

Bappenas yang mendukung unit kedeputian dalam mewujudkan transformasi
ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda pembangunan. Selain tugas tersebut,
Sekretariat Kementerian/Sekretariat melaksanakan fungsi pembinaan dalam

implementasi peran Kementerian PPN/Bappenas dalam peningkatan kualitas
SDM Perencanaan Pembangunan, koordinasi pengelolaan Data dan Informasi
Pembangunan, dan koordinasi lembaga Think tank pemerintah. Secara rinci
tugas Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama meliputi:
a. Pengoordinasian kegiatan dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran di Kementerian PPN/ Bappenas.
b. Pembinaan dal pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian PPN/

Bappenas.
c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
d. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta

pelaksanaan advokasi hukum.
e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan

pen gadaan barang/jasa.
f. Penyelenggaraan program pendidikan gelar dan non gelar bagi aparatur

negara dalam bidang perencanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional
Perencana Pemerintah.

g. Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan Data dan lnformasi perencanaan
pembangunan nasional dalam kerangka kebijakan Satu Data Indonesia'

h. Penyelenggaraan koordinasi antar lembaga think tank pemerintah dalam
mendukung proses perencanaan pembangunan nasional.
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Tabel 6. Sinkronisasi antar Deputi Terhadap 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
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Gambar 9. Mekanisme Kolaborasi antar Deputi
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Berdasarkan gambar tersebut di atas, mekanisme kolaborasi antar deputi meliputi:
(1) telaah hasil evaluasi pembangunan, (2) penyusunan Kerangka Ekonomi Makro
(KEM); (3) penjabaran KEM ke proyeksi makro setiap wilayah beserta strategi
pencapaiannya di setiap \rr'ilayah; (4) penjabamn kerangka perencanaan wilayah ke
dalam rencana sektor; (5) pengalokasian anggaran (6) penyusunan rencana sektor
nasiona.l dan penjabarannya secara wilayah. Mekanisme kolaborasi ini merupakan
penjabaran untuk mengurangi inkonsistensi dan kurargnya sinergi kebijakan
pembangunan yang disusun antar unit kerja, yang secara rinci diuraikan sebagai
berikut:
(1) Telaah Hasil Evaluasi Pembangunan

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan sebagai
koordinator dalam penyusunan evaluasi pembangunan menghasilkan hasil
evaluasi dan kegiatan-kegiatan perumusan teknokratik perencanaan menjadi
dasar untuk penyusunan kerangka ekonomi makro, sasaran sektor, sasaran
regional, dan penyusunan RKP (arah kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan).

(2) Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM)
. Dengan mengacu kepada RPJMN, hasil evaluasi RKP tahunan, dan

rekomendasi kebijakan menjadi dasar dalam proses penyusunan target-
target pembangunan. Target-target pembangunan yang dimaksud adalah
Gini Rasio, Indeks Pembangunan Manusia, Kerangka Ekonomi Makro,
Tingkat Pengangguran, Penurunan Kemiskinan, dan Pertumbuhan
Ekonomi. Target-target pembangunal tersebut kemudian diturunkan
berdasarkan capaian yang diperlukan berdasarkan masing-masing sektor
yang ada serta dikelompokkan berdasarkan aspek kewilayahannya.

. Target pembangunan menjadi dasar menajamkan perhitungan resource

enuelope yang diperlukan untuk menentukan besaran anggaran yang akan
dialokasikan untuk membiayai pembangunan

(3) Penjabaran KEM ke Proyeksi Makro Setiap Wilayah
Mengacu pada KEM Nasional selanjutnya diturunkan ke dalam proyeksi dasar
makro di setiap wilayah (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan,
IPM, dan gini ratiol. Hasil dari proyeksi ini menjadi dasar dalam menyusun
strategi pembangunan wilayah hingga kebutuhan alokasi anggaran untuk
pencapaian proyeksi makro kewilayahan. Produk akhir yang dihasilkan adalah
kerangka ekonomi makro wilayah dan arah kebijakan pembangunan prioritas
per wilayah. Dalam menghasilkan kerangka dan arah kebijakan per wilayah,
Bappeda masing-masing wilayah akan terlibat dalam proses penyusunannya.

(4) Penjabaran Kerangka Perencanaan Wilayah ke dalam Rencana Sektor
. Sektor dan regional melakukan koordinasi menyusun kebijakan, sasaran,

target, program, kegiatan, proyek prioritas, dan kebutuhan anggaran
berbasis wilayah/lokus.

. Penyusunan sasaran dan target pembangunan sektor mengacu pada Tema,

PN, PP, dan KP dengan dasar kerangka pembangunan wilayah dan lintas
sektor.

. Selain menetapkan sasaran dan target sektor dalam kerangka Prioritas
Nasional, dalam rangka mencapai sasaran pemerataan u'ilayah dan
pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM)juga ditetapkan sasaran dan
target sektor.

. Sasaran dan target sektor yang telah ditetapkan menjadi acuan penyusunan
Renja K/ L.

(5) Pengalokasian angg€ran
Dengan mengacu pada KEM, proyeksi makro kewilayahan, serta target
pembangunan prioritas nasional dan sektor disusun kerangka pendanaan
(resource enuelopel sebagai dasar penyusunan pagu indikatif anggaran, pagu

anggaran, dan alokasi anggaran, serta arah kebijakan transfer daerah'
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(6) Penyusunan Rencana Sektor Nasional
. Sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam kerangka prioritas nasional

dan prioritas sektor/bidang menjadi dasar pengalokasian anggaran.
. Pengalokasian anggaran dilakukan dengan mengacu pada pagu indikatif,

pagu anggaran, dan alokasi anggarar K/L.
o Alokasi anggaran ini menjadi dasar penyusunan RKA K/L.

Penerapan dari mekanisme kolaborasi tersebut diterapkan pada saat penyusunan
produk-produk perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan dengan
menggunal<an alur mekanisme kolaborasi tersebut bisa menjadi jalur dalam
penyusunan perencanaan dapat meningkatkan integrasi dan harmonisasi antar
sektor sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan prinsip
THIS.

kbih lanjut, untuk penyusunan produk perencanaan tahunan (RKP) ada beberapa
poin yang perlu diperhatikan. Terutama produk ini merupakan produk tahunan yang
merupakan salah satu tugas utama dari Kementerian PPN/Bappenas. Beberapa
pokok penjelasan proses penyusunan RKP yang perlu diperhatikan oleh unit kerja
yaitu:
. Draf awal RKP berisi tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan

nasional.
. Tema, Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan

Proyek Prioritas diturunkan dari 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024
dengan mempertimbangkan capaian sebelumnya ketersediaan anggaral, dan
arahan pembangunan wilayah.

. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mengkoordinasikan pencapaian
sasaran/target pembangunan seluruh sektor.

. Penanggung jawab PN/Major Project mengkoordinasikan penyusunan sasaran
dan target PN, PP, KP, dan Proyek Prioritas, sedangkan unit mitra K/L
mengkoordinasikan penyusunan sasaran/target pembangunan sektor nasional,
untuk selanjutnya:
! Memetakan kementerian/ lembaga dan swasta yang terlibat dalam

pencapaian sasaran dan target Prioritas Nasional;
! Memastikan Proyek Prioritas tersebut diacu dalam Renja K/L;
! Memastikan Proyek Prioritas dianggarkan dalam RKA K/L.

. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mengkoordinasikan pencapaian
sasaran/ target pembangunan seluruh sektor.

Penyusunan RKP merupakan perwujudan penjabaran RPJMN dan menjadi pijakan
acuan penyelenggaraan pembangunan bagi kementerian/lembaga, pemerintah
daerah, badan usaha, swasta, dan masyarakat. Dalam upaya menyelaraskan tersebut
didukung menggunakan aplikasi KRISNA dalam Sistem Ke{a Kementerian
PPN/Bappenas.

Selain penyusunan produk perencanaan tahunan, produk-produk utama dari
Kementerian PPN/Bappenas tercerminkan melalui gambar 10 yang menjelaskan
mengenai proses bisnis pada tingkat kementerian. Peran perencanaan dan alokasi
tercerminkan dari produk perenczrnaan tahunan, jangka menengah, dan jangka
panjang yang dihasilkan. Peran pengendalian tercerminkan dari pelaksanaan
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan
pembangunan. Peran enabler tercerminkan melalui perumusan dokumen rencana
teknokratik untuk menghasilkan inovasi pembaigunan, serta penyusunan policy
paper terhadap kebijakan strategis.
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Gambar 10. Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas
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3.4.3 Penguatan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pusat

Perencanaan pembangunan nasional mempunyai tujuan tertentu yang dituangkan dalam
sasaran pembangunan atau indikator-indikator pembangunan nasional. Untuk mencapai
tujuan pembangunan tersebut dan strategi nasional yang digunakan maka perlu
dikomunikasikan kepada daerah. Dukungan tentang apa yanE harus diperankan daerah
untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional tersebut sangat penting. Tantangan
utama adalah menyelaraskan program dan kegiatan dalam RPJMD/ RKPD dengan RPJMN/
RKP, Untuk ini perlu adanya komunikasi perencanaan pembalgunan yang intensif antara
Bappenas dengan pemerintah daerah khususnya dengan Bappeda-Bappeda. Hal ini dapat
dilakukan dengan menugaskan jabatan fungsional perencana (JFP) baik yang berada di
pusat maupun daerah. Selain itu, kedudukal Bappenas sebagai Kementerian Pembina
Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Nasional baik pusat dan daerah akan memperkuat
komunikasi tersebut.

Peran JFP baik di pusat dan daerah dan networking antara JFP di pusat dan daerah adalah
modal utama yang diperlukan untuk bekerja sama mencari solusi pembangunan Pusat dan
Daerah. Selanjutnya, dengan semakin meningkatnya jumlah Fungsional Perencana Ahli
Utama (PAU), maka penugasannya sebagai Liason Officer (LO) perencanaan pembangunan
daerah di Kementerian PPN/Bappenas diperlukan. Peran LO adalah mengawal dan
memfasilitasi perencanaan pembangunan di daerah sinergi dengan perencanaan
pembangunan nasional. Peran LO oleh PAU tersebut diperlukan agar komunikasi antara
pemerintah daerah dengan Kementerian PPN/Bappenas berjalan lancar.

3.4.4 Pelaksanaan Penugasan Khusus

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan beberapa mandat yang perlu dijalankan
sebagaimana tertuang di dalam peraturan yang berlaku, yaitu terkait dengan:
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyusunan Rencana Induk Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional. Hal tersebut tertuang pada Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rencana
lnduk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan
berkesinambungan secara nasional. SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam
pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Kementerian
PPN/Bappenas diberikan kewenangan untuk menyusun Domain Arsitektur SPBE data dan
informasi. Kementerian PPN/Bappenas dituntut untuk melakukan pembangunan Portal
Data Nasional yang memiliki target waktu penyelesaian pada tahun 2019-2025.

Kementerian PPN/Bappenas juga dituntut melakukan integrasi layanan SPBE. Integrasi
layanan dimaksud adalah Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan melalui
Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi dan memiliki target lvaktu
penyelesaian pada tahun 2018-2020. Integrasi layanan dilakukan melalui:
. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah,

akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
e penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data;
o penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan; akuntabilitas

kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Pada akhir lah:un 2Q24, diharapkan telah tercapai keterpaduan dalam implementasi SPBE,

baik di Pusat dan Daerah, maupun antara Pusat dan Daerah. Untuk mencapai SPBE yang

terpadu, diperlukan pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berupa Rencana
Induk SPBE Nasional. Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Induk SPBE

Nasional yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jalgka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dengan
memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan
SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2Ola-2O25 dan tujuan
pembangunan aparatur negara. Selain pen1 lsunan rencana induk SPBE Nasional,
Kementerian PPN/Bappenas juga ditugaskan untuk melakukan review serta pemantauan
dan evaluasi atas rencana induk tersebut.

Terkait integrasi perencanaan dan penganggaran, yang juga merupakan salah satu aksi

da]am Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), telah ditetapkan target-target
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sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu integrasi 100% untuk tingkat
Pusat pada tahun 2021, integrasi 100% untuk tingkat Daerah pada tahun 2022, dan
integrasi 10070 antara Pusat dan Daerah pada tahun 2023.
2. Satu Data Indonesia (SDI)

Inisiatif Satu Data Indonesia juga dilaksanakan untuk memenuhi mandat dalam UU No. 25
tentang SPPN yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun atas data
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan terkait SDI pun kemudian
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
(Perpres Satu Data). Berdasarkan Perpres tentang SDI ini, Kementerian PPN/Bappenas
menentukan target-target capaian program dan kegiatan terkait data dan informasi yang
sejalan dengan implementasi SPBE, antara lain: penyusunan arsitektur SPBE Nasional
Domain Data dan lnformasi; Koordinasi Penyelenggaraan Tata Kelola Data dan Informasi
Antar instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; Koordinasi dan Konsultasi Penerapan
Manajemen Data SPBE; Penyusunan Pedoman Manajemen Data SPBE; Porta.l Pelayanan
Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi; dan Pembangunan Portal Data Nasiona-1.

Selama 5 (1ima) tahun ke depan, SDI akan dioptimaiisasikan pelaksanaannya guna
mengelola dan mengoordinasikan pembinaan data dan informasi perencanaan yang lebih
akurat untuk mendukung proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan
secara efektif. Pada tahap awa1, kebijakan SDI akan dirumuskan dengan melibatkan
Pembina Data utama dan seluruh Walidata K/L dat Daerah. Tahap selanjutnya akan fokus
pada implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang didukung oleh Sarana dan
Prasarana TIK, sistem data dan informasi yang terintegrasi, dan ekosistem Data dan
Informasi yang berkualitas. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi perumusan
standar dan prosedur pengelolaan data dan informasi, percepatan interkoneksi dan integrasi
sarana dan prasarana TIK antara K/L dan daerah, pengembangan perangkat analisa dan
informasi serta Decision Support System (DSS) dalam program prioritas strategis, didukung
oleh Capacity Building/Bimbingan Teknis, Knowledge Sharing/ Sosialisasi, dan
pengembangan inovasi yang melibatkan masyarakat luas. Setelah platform Satu Data
Indonesia ini sudah mulai bisa dipergunakan, maka pemanlaatan dari data-data yang
tersedia ini akan bermanfaat dalam proses pembangunan nasional pada saat proses
pemantauan, evaluasi serta pengendalian pembangunannya. Ketersediaan data memiliki
peran yang cukup sentral dalam proses tersebut dikarenakan tanpa adanya data yang
relevan dan sesuai, maka tidak bisa dilakukan pengukuran terhadap pencapaian
pembangunan yang telah dilakukan. Ketersediaan data tersebut nantinya akan membantu
Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan langkahlangkah tindaklanjut atas
perkembangan pembangunan sebagaimana hasil data yang diperoleh pada saat
pembangunan tersebut berlangsung.

Di dalam Kementerian PPN/Bappenas, Satu Data akan dikoordinasikan oleh StafAhli Bidang
Pemerataan dan Kewilayahan, koordinasi kesekretariatan dilaksanakan oleh Deputi Bidang
Deputi Bidang Pemaritauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, dan wali data
diampu oLeh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Koordinasi
dilakukan dengan K/L terkait sebagai pembina tingkat Pusat meliputi: Kementerian PAN-

RB, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial; serta berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana satu data di tingkat daerah.

3.4.5 Penguatan SDM

Sampai dengan akhir tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas didukung oleh SDM sebagai
PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 857 orang terdiri atas pegawai laki-1aki sebanyak 554
orang 164,640/") dan perempuan sebanyak 3O3 orang (35,36%). Berdasarkan kualitas
Pendidikan mayoritas berpendidikan lulusan Master (S2) sebesar 43,39y., Sarjana (S1)

sebesar 23,647n, Doktor (S3) sebesar 11,15%, Diploma (D3) sebesar 4,73o/o, serla
berpendidikan SMU sebesar 16%o dan beberapa masih berpendidikan SMP dan SD. Jika
dilihat dari golongan jabatan pegawai, mayoritas terbesar ber-Golongan III sebesar 50,64yo,
Golongan IV sebesar 40,02%o dan sisanya Golongan II sebesar 9,33%. Gambaran atas SDM

PNS Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat dari Gambar 11
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Gambar 11, Kekuatan SDM PNS Kementerian PPN/Bappenas
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Pada Tabel 7 selanjutnya dapat dilihat jumlah kebutuhan sumber daya manusia agar
optimalisasi peran Kementerian PPN/Bappenas guna mengawal proses pelaksanaan
pembangunan dari siklus awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik. Secara umum,
selama 5 tahun ke depan masing-masing Eselon I yang ada di kedeputian akan mendapatkan
rata-rata per tahun sekitar 24 orang pegawai. Untuk di Kesekretariatan diperkirakan akan
menambah sebanyak 69 orang pegawai rata-rata per tahun. Tujuan penambahan SDM
internal kesekretariatan adalah untuk mengoptimalisasikan pelayalan Kementerian
PPN/Bappenas kepada seluruh unit kerja internal di Kementerian PPN/Bappenas. Pada Unit
Kerja Inspektorat Utama akan mendapatkan tambahan SDM sebanyak 10 pegawai di akhir
2024.

Tabel 7. Proyeksi Kebutuhan PNS Kementerian PPN/Bappenas 2Q2Q-2O24

1 Deputi Bidang Ekonomi 17 11927 59 19

11826 30 19 77262 Deputi Bidang Pengembangan
Regional

103t4 1726 26
3 Deputi Bidang Kemaritiman dan

Sumber Daya Alam

101t4 1422 22
Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan

4

19 11 1224l24
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Manusia, Masyarakat dan
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17221 1921 2l 906 Deputi Bidang Sarana dan
Prasarana

1532l t765
Deputi Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan

7

12817 1726 26 42
Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan

8

59 74l7
I Deputi Bidang Pemantauar

Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan

22 4Q4206 3869 69
Sekretariat Kementerial PPN/
Sekretariat Utama Bappenas

22 9756 11411
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Jumlah 287 247 691 215 190 7670

Sumber: Proyeksi Kebutuhan PNS Biro sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas (2022)

Sebagaimana diketahui dari Gambar 12, pada awal Januari Tahun 2020 total pegawai yang
terhitung di Kementerian PPN/Bappenas berjurnlah 2.134 pegawai, baik yang PNS maupun
yang non-PNS. Diharapkan pada akhir 2024, jumlahnya akan bertambah 1.770 pegawai

baru atau meniadi 3.904 pegawai yang ada di. Kementerian PPN/Bappenas Dari proyeksi

tersebut, maka pada tahtn 2024, Kementerian PPN/Bappenas jumlah pegawainya akan

meningkat sebanyak 83% dari pada sebelumnya. Diharapkan dengan adanya tambahan
SDM tersebut akan berdampak bagi pelaksanaan peranr tugas dan fungsi Kementerian
PPN/Bappenas yang optimal dan efektil

Selain menambah jumlah SDM di Kementerian PPN/Bappenas, selama 5 (lima) tahun ke

depan, SDM yang ada saat ini akan terus di tingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk
menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan peran dari Kementerian PPN/Bappenas.
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas di Kementerian PPN/Bappenas diarahkan pada:

1. Penyusunan rencana berdasarkan bukti dengan prinsip THIS.

2. Penyusunan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dan pengembangan model
pembiayaan pembangunan.

3. Pemantauan, pengendatian dan evaluasi proses pembangunan.
4. Proses dalam menghasilkan inovasi dalam penyusunan rencana dan pengendalian

pembangunan.
5. Penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan yang inovatif dan cepat tanggap

terhadap kemajuan bangsa dan masyarakat.
6. Peningkatan kapasitas dalam berdiskusi dan bernegosiasi dengan K/L.

Sedangkan untuk rencana pengembangan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan
kapasitas dan kapabilitas meliputi proses-proses sebagai berikut:

1. Penvusunan dral Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk seluruh jabatan yang ada

di Kementerian PPN/ Bappenas.
2. Melakukan Re-Assessmenl terhadap pegawai yang telah di-asses khususnya pada

jabatan-jabatan fungsional.
3. Melakukan penyesuaian terhadap Annual Work Plan (AWP) dan Rencana Anggaran

Biaya (RAB) Kegiatan Pengembangan Kompetensi di Kementerian PPN/Bappenas,
sehubungan dengan adanya pemotongan anggaran akibat pandemi COVID- 19 untuk
memastikan agar kegiatan pengembangan kompetensi tetap dapat terlaksana'

4. Kegiatan pengembangan kompetensi akan tetap dilaksanakan sesuai AWP

Pengembangan Kompetensi Biro sDM yang mengacu pada Human capital Deuelopment

Plan (HCDP).
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan HCDP terutama dengan diberlakukannya Work From

Home (WFH).
6. Pengembangan sistem manajemen kinerja pegawai.

7. Reviu atas kelas jabatan yang telah ditetapkan, mengikuti rencana penyederhanaan

birokrasi dengan penghapusan jabatan Administrator dan Pengawas.

8. Pelaksanaan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ.

3.4.6 Manajemen Perubahan

Dinamika Kementerian PPN/ Bappenas dalam menanggapi berbagai perubahan dari luar
yattt stakeholder dan masyarakat, mendorong adanya perubahan pengelolaan internal

secara terstruktur dal1 terprogram melalui Reformasi Birokrasi. Perubahan yang terjadi

terhadap masing-masing staf Kementerian PPN/Bappenas tidak mungkin diakomodasi oleh

Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga menge).ola perubahan berdasarkan pelubahan

orang per orang tersebut.

secara garis besar, manajemen perubahan Kementerian PPN/Bappenas difokuskal kepada

(1) penguatan posisi dan peran lembaga perencana; (2) pentahapal perubahan/peta jalan

manaj.men perubahan; dan (3) penjabaran operasionalisasi peran, yang diuraikan sebagai

berikut:
(1) Penguatan Posisi dan Peran Lembaga Perencana

Melalui arahan Presiden dan landasan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2077 tentalrg

Kementerian PPN/Bappenas mengalami reposisi dan penguatan sebagai Clearing House'

d.engan kewenangan merumuskan kebrjakan nasional, menyusun perencanaan
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pembangunan, melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan agar berjalan
sesuai perencanaan yang disusun, serta menentukan penganggaran dan bersama-sama
dengan Kementerian Keuangan mengawal penganggaran dimaksud.

Renstra Kementerian PPN/EapPerras 2O2O-2024 mendorong perubahan Kernenterian
PPN/Bappenas untuk 5 tahun ke depan menuju lerra National Planning 4.0, di mana
Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu mencapai visi "Perencanaan
Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong",
didukung dengan penguatan wewenang, penguatan kapasitas organisasi internal, dan
penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam mengawal pembangunan
nasional.

(2) Peta Jalan Manajemen Perubahan

Transformasi Positioning Perubahan Kementerian PPN/Bappenas menuju National Planning
4.0 terdiri atas 4 tahapan/fase transformasi, yaitu fase Fondasi Awal Transformasi (tahun
2OL7 -2O2Ol, fase Penguatan Kapabilitas Internal (tahun 2020-2021), fase Peran Clearing
House (tahun 2021-2O23J, dan Fase National Planning 4.0 (tahun 2023-2024).

Masing-masing tahapan/fase terdiri atas beberapa milestone penting yang menandai
pencapaian organisasi menuju penguatan wewenang dan peningkatan kapasitas organisasi
Kementerian PPN/Bappenas. Gambar 12 menunjukkan keseluruhan tahapan/fase
transformasi perubahan dimaksud.

Gambar 12. Peta Jalan (Roadmap) Transformasi Perubahan Kementerian PPN/Bappenas
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Sumber: Bappenas, diolah (2020)

Guna memastikan transformasi perubahan tersebut menuju National Planning 4.0, quick
wins, manajemen perubahan di Kementerian PPN/Bappenas ta}lun 2O2O-2O24 difokuskan
pada tiga aspek yaitu: (i) penyederhanaan birokrasi; (ii) perbaikan berkelanjutan atas
penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan

dan Penganggaran Pembangunan Nasional; dan (iii) penerapan Integrated Digital Workspace
dan Smart Office (IDW-SO). Selanjutnya, pelaksanaan atas manajemen perubahan tersebut
direncanakan seperti pada Gambar 13.

Masing-masing tahapan/fase terdiri atas beberapa milestone penting yang menandai
pencapaian organisasi menuju penguatan wewenang dan peningkatan kapasitas organisasi
Kementerian PPN/Bappenas.

(3) PenjabaranOperasionalisasiPeran

Manajemen perubahal dilakukan dalam rangka memantapkan kualitas pelaksanaan 4

(empat) peran Kementerian PPN/Bappenas yaitu sebagai Perencana, Alokasi, Pengendalian
dan Enabler. Peral sebagai perencana Kementerian PPN/Bappenas memantapkan
pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksalaan kebijakal perencanaan dan penganggaran,

serta penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik dan integratif dalam

La u n c h in g inisiatil I n te g rc ted
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penetapan program dan kegiatan K/L/D. Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas
nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, dan pengembangan
model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan merupakan memantapkan
peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Alokasi. Penguatan pengendalian dimaksudkan
untuk meningkatkan peran pasca perencanaan untuk memastikan pencapaian sasaran/
target pembangunan baik prioritas nasional maupun reguler. Peran enabler pembangunan
merupakan rumusan peran baru Kementerian PPN/Bappenas yang dimaksudkan untuk
mendorong percepatan pembangunan nasional melalui pengembangan inovasi
pembangunan, sinkronisasi kelembagaan dan regulasi, sinkronisasi dan sinergitas
kebijakan

Selain itu, manajemen perubahan di Kementerian PPN/Bappenas merupakan upaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b)

ketatalaksanaan (business process); dan (c) sumber daya manusia aparatur. Manajemen
perubahan di Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan terutama untuk memberi dampak
positif pada perbaikan proses utama perencanaan pembangunan nasional, termasuk juga
aktivitas pengendalian melalui peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House.

Gambar 13. Rencana Manajemen Perubahan Kementerian PPN/Bappenas 2O2O-2O24
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dalam rangka mencapai visi, misi, dan

tujuan Tahun 2O2O-2O24 telah dirumuskan 4 (empat) Sasaran Strategis. Keterkaitan
keempat Sasaran Strategis dengal Tujuan dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mencapai T\rjuan ke-1: 'mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi
hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia" telah dirumuskan Sasaran Strategis: (1)

"terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional", darr

(2) "terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional". Sedangkan untuk
mencapai Tujual ke-2: "mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif
darr berkelanjutan" telah dirumuskan Sasaran Strategis "terwujudnya kebijakan
pembangunal nasional yang visioner". Selanjutnya untuk mencapai Tujuan ke-3:

"Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas dan Kredibel" telah
dirumuskan Sasaran Strategis: "terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang

bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM".

Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut
diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada setiap

sasaran. Tabel 8 berikut menjelaskan target kinerja dan indikator utama pada setiap

sasaran strategis.



Tujuan/
Sasaran Strategis

tndikator Kinerja Utama (lKU)

Tingkat Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi
Hasil dan Mempercepat Kemajuan lndonesia

Target
2020 2021 2022 2023 2024

Tujuan 1: Mewujudkan
perencanaan pembangunan yang
berorientasi hasil dan
mempercepat kemaj uan lndonesia

77.5-79,45 82-83,95 86,5-88,45 9 t -92,95 95,5-97,5

1 SS- 1: Terwujudnya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi
perencanaan pembangunan
nasional

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.
a. Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat
b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Pusat
c. Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

75 u0 85 95

2 SS-2: Terwujudnya efektivitas
pengendalian pembangunan
nasional

7o Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
a. 7o Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat
b. 7o Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah

80-83,9% 84-87,90 a8-91,90/o 92-95,9v" 96-100v.

Tujuan 2: Mewujudkan daya
tanggap dan inovasi pembangunan
an inklusif dan berkelan utan

Tingkat Daya Tanggap dan Inovasi Pembangunan yang
Inklusif dan Berkelanjutan 80-83,9 84-47 ,9 88-91,9 92-95,9 96-100

3 SS-3: Terwujudnya kebijakan
pembangunan nasional yang
visioner

3.1. o/o Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu
Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan
oleh K L

a5-47 ,9Vo aa-90,9,va 91 93,9.k 94 -96,gvo 97- tOO%

3.2. 7o Rekomendasi Kebijakan lnovasi Pembangunan
Nasional yang dijalankan oleh K/L 7 5-79,9v. 80-a4,gVo a5-49,9v" 90-94,gyo 95- 100yo

Tujuan 3: Mewujudkan tata kelola
pelayanan perencanaan yang
berkualitas, akuntabel, efektif dan
efisien

Tingkat Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang
Berkualitas, Akuntabel, Efektif dan Efisien 84,33 87,33 qo 9t,5 93,67

4 SS-4: Terwujudnya kinerja
Kementerian PPN/Bappenas
yang bersih, akuntabel, dan
profesional dan didukung oleh
kapabilitas SDM

a. Indeks Reformasi
nas

Rirokrasi Kementerian
PPN Ba

83,00 86,O0 87,O0 87,O0 88,00

b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholderl
di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional {.J 5 8ri 90 ()2 95

c. Integrasi Data dan
Pembangunan Nasional

Informasi Perencanaan
45,'1, nn,1, 90,'1, 92"1 95.k

Sumber: Bappenas, diolah (2020)

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas 2O2Q-2O24

90
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Dalam memastikan IKU Kementerian PPN/Bappenas dapat tercapai setiap tahunnya,
maka diperlukan gambaran waktu pengukuran kinerja yang dimaksud (bcrdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional).

Gambar 14. Waktu Pengukuran Kinerja IKU
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Sumber: Bappenas, diolah {2020)

Kine{a unit kerja dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai
penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit kerja tersebut. Penugasan
setiap individu merupakan hasil turunan dari indikator kinerja utama (cascading
IKU). Penurunan/Pemetaan indikator kinerja utama (cascading IKU) dilakukan
secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan
level wewenang dan tanggung jawab unit kerja. Berikut alur proses cascading IKU
berdasarkan logic model penurunan kinerja organisasi:

Gambar 15. Alur Proses Cascading

@
L""*,*

Sumber: Bappenas, diolan (2020)

Berdasarkan alur proses cascading IKU tersebut penugasan setiap individu disusun
berdasarkan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kine{a. Penugasan
individu merupakan rincian dari kegiatan yang telah disusun oleh unit ke{a pada
saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan tetap memperhatikan
ketercapaian indikator kinerjanya.

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukall dalam cascading IKU yaitu:
1. Menurunkan icascadingl indikator kinerja level Kementerian samPai dengan

indikator kinerja level eselon II;
2. Memetakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya

indikator kinerja eselon II;
3. Memetakan tahapan pelaksanaan setiap kegiatan;
4. Menetapkan koordinator/tim pelaksana dan tugas dari masing-masing individu.
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Data dukung yalg digunakan untuk menyusun pemetaan indikator kinerja sampai
penugasan individu antara lain dokumen perjanjian kine{a UKE I dan II serta Tabel
lnformasi Kine{a dan Anggaran (yang disampaikan pada saat pengusulan RKA K/L).
Gambar 16 berikut merupakan contoh format penyusunan cascading IKU.

Gambar 16. Format Cascading IKU sampai dengan Penugasan Individu pada Unit
Kerja Sektoral

Tffi

@

'@

Sumber: Bappenas, diobn (2020)

4. 1. 1 Pelaksana Kine{a Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sasaran Strategis Kementerian
PPN/Bappenas: (SS-1) Terv,'ujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan nasional, (SS-2) Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan
nasional, dan (SS-3) TerwT.rjudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Perencanaan Pembangunal
Nasional.

Pelaksana kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional difokuskan untuk
melaksanakan tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam menyelenggarakan
fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan enabler. Unit kerja utama yang
menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut ada-lah:
1. Deputi Bidang Ekonomi
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
4. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
6. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
9. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Selain Deputi, juga terdapat Staf Ahli Menteri PPN dan unit kerja yang menangani
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM perencana pusat dan daerah,
unit ke{a yang menangani pengelolaan sistem data dan informasi perencanaan
pembangunan, unit kerja yang melakukan analisis kebijakan kinerja, serta unit kerja
yang menangani prosedur perencanaan darr penganggaran lintas bidang yang

dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretads Utama Bappenas.

Dalam ralgka optimalisasi sumber daya manusia, para PAU terlibat dalam
pencapaian sasaran kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional untuk
menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan enabler.
Selain itu, PAU atas penugasan dari Deputi juga mendukung kegiatan perencanaan
lintas bidang dan pencapaian kinerja unit kerja lainnya sesuai dengan keahlian
masing-masing.

I

I
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Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut mempunyai 4 (empat) sasaran
program yang akan dicapai yaitu:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan

nasional sesuai bidangnya.
2. Terwujudnya efektivitas proses pengendalian pembangunan sesuai bidangnya.

3. Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai bidangnya.
4. Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya.

Selanjutnya Sasaran Kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional
akan dicapai sebanyak 4 (empat) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan

nasional sesuai lingkupnya.
2. Terwujudnya efektivitas proses pengendalian pembangunan sesuai lingkupnya.
3. Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkupnya.
4. Terwrrjudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai lingkupnya.

Pencapaian keempat sasaran kegiatan tersebut diterjemahkan ke dalam Klasifikasi
Rincian Output (KRO) Utama, yaitu: Kebijakan, Koordinasi, Pemantauan dan
Evaluasi, serta Pelaporan, dal Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara. KRO tersebut
diturunkan ke dalam Rincian Output (RO) yarrg dikelompokkan menjadi 9 (sembilan),
sebagai berikut:
1. RekomendasiKebijakanPerencanaan
2. Rekomendasi Kebijakan Inovasi
3. Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan
4. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek

5. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah
6. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
7. RekomendasiKebijakan Pengendalian
8. Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana

9. Sistem/regulasi perencanaan dan pengendalian

Kesembilan RO tersebut dihasilkan oleh unit keria eselon II di lingkup Deputi dan

Setmen/Settama.

Program Perencanaan Pembangunan Nasional juga memiliki 3 (tiga) RO Prioritas
yaitu: Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark, Sistem Perencanaan

Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran, dan Knowledge

Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Pengampu dari pelaksanaan

kegiatan atas RO Prioritas tersebut adalah Deputi Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan, dan Keamanan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,

dan Deputi Bidang Pendanaan dan Pembangunan. Dari RO kegiatan tersebut dapat
dipetakan berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas hingga

komponen utama, yaitu koordinasi, penelaahan/ perumusan, pemantauan dan

evaluasi. Pemetaan rincian output (RO) tersebut dapat dilihat pada Gambar 17.

Gambar 17. Pemetaan Rincian Output (RO) Utama Kementerian PPN/Bappenas
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Sumber: Bappenas, diola]l (2020)
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4.1.2 Pelaksana Kinerja Program Dukungan Manajemen

Untuk Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas yaitu SS-4: Meningkatkan
kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan
didukung oleh kapabilitas SDM akan dicapai melalui Program Generik: Program
Dukungan Manajemen. Pelaksanaan kinerja Program Dukungan Manajemen
difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam menyelenggarakan
fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan enabler, serta menjalankan
peran Clearing House. Unit yang melaksanakan fungsi pelayanan adalah unit ke{a
di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas dan unit kerja di bawah
Inspektorat Utama Bappenas.

Program Dukungan Manajemen mempunyai 2 (dua) sasaran program, yaitu:
1. Terlaksananya pelayanan dukungan manajemen.
2. Ter).aksananya akuntabilitas pelaksalaan tugas dan fungsi Kementerian

PPN/ Bappenas-

Pencapaian kedua sasaran program tersebut merupakan penggabungan dari 7 (tujuh)
sasaran kegiatan yang akan dihasilkan oleh unit kerja Setmen/Settama dan
Inspektorat Utama. Selanjutnya jumlah rincian output (RO) kegiatan pada Program
Dukungan Manajemen adalah sebanyak 30 rincian output (RO) kegiatan. Dari 30 RO

kegiatan tersebut dapat dipetakan berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian
PPN/Bappenas. Pemetaan RO kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 9. Pemetaan RO Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen
saem^ Strat.gis
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4.2 Kerangka Pendanaar

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan
pembangunan nasional dan sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2020-
2024, Kemenlerian PPN/Bappenas merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk:
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1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, dan 2) Program Dukungan
Manajemen.

4.2.1 Kerangka Pendanaan Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Pendanaan untuk Program Perencanaan Pembangunan Nasiona-l digunakan untuk
menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan enabler,
dan juga menjalankan peran sebagai clearing house berdasarkan 4 (empat)
kegiatan / komponen utama yaitu: koordinasi, penelaahan / perumusan, pemantauan,
dan evaluasi.

Pada Gambar 18 dijelaskan bahwa setiap komponen utama akan menghasilkan RO

Kegiatan. Berikut penjabaran aktivitas dari masing-masing komponen utama
tersebut.
1. Koordinasi

Kegiatan koordinasi menghasilkan 7 (tujuh) RO, yaitu:

a. Rincian Output (ROI: Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka
Pendek
Aktivitasnya antara lain:
- Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik dan

integratif dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D.
- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan.
- Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan

dan penganggaran pembangunan nasional, serta penyiapan rancang
bangun sarana dan prasarana.

- Penyusunan kerangka ekonomi makro.
- Pembahasan trilateral meeting
- Pembahasan Renja dan RKA-KL
- Penyusunal RKP.

b. Rincian Anput (ROI: Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka
Menengah
Aktivitasnya berupa koordinasi penyusunan/finalisasi RPJMN. Pelaksanaan
kegiatan ini dilakukan pada tahun 2023 dan 2024.

c. Rincian Ourpu, (RO): Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka
Panjang
Aktivitasnya berupa koordinasi penyusunan/finalisasi RPJPN. Pelaksanaan
kegiatan ini dilakukan pada tahun 2023 dan 2024.

d. Rincian Output (RO) : Rekomendasi Kebijakan Perencanaan
Aktivitasnya dapat berupa:
- Penyusunan kesiapan kriteria pelaksanaan Major Project yang dilakukan

oleh unit keia sektor. Hasil kegiatan ini menjadi input dalam penyusunan
RKP berikutnya.

- Pencarian sumber pendanaan pembangunan (rancangan pendanaan),
yang dilakukan oleh unit kerja pendanaan. Hasil kegiatan ini menjadi
dasar perhitungan pembiayaan dalam penyusunan perencanaan.

e. Rincian Output IRO): Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang

Berkelanjutan
Aktivitasnya berupa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan diklat
perencana bagi peserta pusat dan daerah.

f. Rincian Output (RO): Sistem/regulasi perencanaan dan pengendalian

Akitivitasnya berupa koordinasi penyusunan regulasi dan pengembangan

sistem KRISNA dan e-MONEV.
g. Rincian Outpuf (RO) : Rekomendasi Kebijakan Inovasi

Aktivitasnya berupa koordinasi pelaksanaan Penugasan khusus dari
Pemerintah/ Presiden/ DPR-RI dan pengembangan inovasi pembangunan

yang dihasilkan dari koordinasi strategis dan selanjutnya ditindaklanjuti
oleh unit sektor terkait untuk menyusun perencanaan dan dijalankan oleh

KlLlD.

2. Penelaahan/perumusan
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Kegiatan penelaahan/ perumusan meruPakan satu rangkaian dalam
penyusunan dokumen rencana (RKP, RPJMN, dan RPJPN) yang dilaksanakan
oleh unit kerja deputi/ direktorat. Kegiatan penelaahan/ perumusan ini dapat
menghasilkan 2 (dua) Rincian Outpul (RO), yaitu:
a. Rincian Attput (RO): Rekomendasi Kebijakan Perencanaan

Aktivitasnya dapat berupa:
- Penyusunan kesiapan kriteria pelaksanaan Major Projecl yang dilakukan

oleh unit kerja sektor. Hasil kegiatan ini menjadi input dalam penyusunan
RKP berikutnya.

- Penyusunan modeling ouflooh ekonomi/kewilayahal.
- Penyusunan kebijakan perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja

dalam mendukung penyusunan RKP, background study RPJMN, maupun
background study RPJPN. Background studg RPJMN dan RPJPN sudah
mulai dilakukan tal;rtrl 2022 dan 2023.

- Pengembangan pendanaan pembangunan (rancangan pendanaan), yang

dilakukan oleh unit kerja pendanaan. Hasil kegiatan ini menjadi dasar
perhitungan pembiayaan dalam penyusunan perencanaan.

- Pengembangan rancang bangun pembangunan infrastruktur prioritas
nasional.

b. Rincian Output IRO): Rekomendasi Kebijakan Inovasi
Aktivitasnya berupa penelaahan/perumusan pelaksanaan penugasan

khusus dari Pemerintah/ Presiden/ DPR-RI dan pengembangan inovasi
pembangunan yang selanjutnya dijalankan oleh K/L/D.

3. Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan pemantauan dapat menghasilkan 2 (dua) dncian oulput (RO), yaitu:
a. Rincian Outpuf (RO) : Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana

Aktivitasnya :

- Memantau pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh K/L
mitra.

- Mengawal pelaksanaan rencana dan memberikan tindakan korektif dalam

rangka pengendalian pelaksanaan rencana.
b. Rincian Output (RO) : Rekomendasi Kebijakan Pengendalian

Aktivitasnya:
- Memantau pengendalian pelaksanaan pembangunan melalui sistem

aplikasi e-monev.
- Mengawal pelaksanaan pembangunan dan memberikan tindakan korektif

dalam rangka pencapaian target pembangunan.
- Memberikan hasil evaluasi dan masukan untuk menyusun perencanaarl

tahun berikutnYa.

Keterkaitan antara aktivitas dengan Rincian Output (RO) Kegiatan dan fungsi dapat
dilihat sebagaimana pada Gambar 18.
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Gambar 18. Keterkaitan Aktivitas dar Rincian Output (RO) Kegiatal
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4.2.2 Kerarrgka Pendanaan Program Dukungan Manajemen

Pendanaan untuk Program Dukungan Manajemen digunakan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi utama kelembagaan yaitu:
1. Layanan Dukungan Manajemen
Pendanaan digunakan untuk kegiatan mencakup:
a. Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/ Persidangan, Kearsipan dan

Ketatausahaan Pimpinan.
b. pelayanan pembinaan dan pelayanan hukum
c. pelayanan penyusunan perencanaan, analisis organisasi, dan tata laksana'

d. pelayanan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian.

e. pelayanan umum dan keuangan.
f. pelayanan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional'

g. pelayanan dukungan penyusunan perencanaan kebijakan pembalgunan'
h. pelayanan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum dan

operasional.

2. Iayanan Pengawasan Intern
Pendanaan digunakan untuk kegiatan mencakup:
a. Pelayanan kegiatan penjaminan/ assurance berupa pengawasan, evaluasi, reviu

dan pemantauan baik dalam lingkup administrasi umum dan/atau keuangan

maupun kinerja kelembagaan.
b. Pelayanan konsultansi/ con sultiftg baik dalam bentuk pendampingan, pembinaan

atau kegiatan edukasi lainnya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas

c. Pelaksanaan manajemen internal dalam rangka mendukung peningkatan

kapabilitas Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Kementerian PPN/Bappenas sesuai strandar yang berlaku'

Untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi, Kementerian PPN/Bappenas dibiayai

sepenuhnya melalui anggaran APBN. Namun, apabila diperlukan pembiayaan

anggaran yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN), maka
pemanfaatan pembiayaan tersebut diarahkan untuk melaksanakan kegiatan yang

menghasilkan rekomendasi kebijakan inovasi yang akan ditindaklanjutr oleh KILID '

Pembiayaan terbesar pada periode 2O2O-2O24 diprioritaskan untuk mendukung

kegiatan Ibu Kota Negara (lKN) Baru, di antaranya Penyusunan Pendetailan Rencana

Induk IKN, Peraturan T\rrunan Undang-Undang IKN, Komunikasi Publik IKN,

Dukungan Sarana dan Prasarana di Wilayah IKN, dan lainlain'
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Guna memastikan pencapaian sasaran strategis dalam pelaksanaan program,
disampaikan angka dasar jangka selama lima tahun dalam Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah sebagai indikasi pendanaan Kementerian PPN/Bappenas
sebagaimana terlampir. Rencana pendanaan ini bersilat indikatif dan dapat berubah
menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka secara lengkap target kinerja dari
Kementerian PPN/Bappenas Tahtn 2O2Q-2O4 dapat dilihat pada tabel berikut dan rincian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 10. Target Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2Q2O-2O24
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Berdasarkan target kinerja dari Kementerian PPN / Bappenas tersebut, kemudian diturunkan ke target kinerja yang perlu dicapai oleh tiap-tiap Unit Kerja Eselon
(UKE) I yang ada di Kementerian PPN/Bappenas. Secara umum UKE I di Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas UKE I sektoral yang mengampu substansi
perencanaan sektor-sektor pembangunan lndonesia, UKE I Pendanaan yang menjadi regulator terhadap pendanaan pembangunan, UKE I Pemantauan, Evaluasi
dan Pengendalian Pembangunan yang melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengendalian terhadap pembangunan terhadap hasil perencanaan yang telah
disusun. Rincian dari target dari masing-masing UKE I yang ada di Kementerian PPN/Bappenas Tah;un 2O2O-2O24 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1O. Target Kinerja & Indikator Kinerja Utama (lKU) UKE I Ia}],un 2O2O-2O24
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Gambar 19. Struktur Unit Eselon I Kementerian PPN/Bappenas
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BAB V
PENUTUP

Renstra Kementerian PPN/Bapper,as 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian
PPN/Bappenas untuk lima tahun ke depan, dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi
Presiden dan Wakil Presiden serta pencapaian target RPJMN Tahrun 2O2O-2O24.

Untuk mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka di
dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2O2O-2O24 telah dirumuskan visi Kementerian
PPN/Bappenas yaitu "Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel
untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong'. Berlandaskan visi tersebut, telah dirumuskan tujuan
Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat

kemaiuan lndonesia.
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Mewuiudkan tata kelola pelayanan perencarlaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan

efisien.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-
2024, seliap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan
apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/ revisi muatan Renstra termasuk indikator
kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan
Kementerian PPN/Bappenas sebagaimala dituangkan dalam Visi Kementerian
PPN/Bappenas.

Demikiarr Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2O2O-2O24 agar dapat menjadi acuan
dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian pelaksanaal
rencana, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan inovasi pembangunan serta menjadi acuan
dalam penyusunan Renstra unit kerja Eselon I di Kementerian PPN/Bappenas.



-t5-
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yang bersih,
akuntabel, dan
profesiona.l dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Pelayanan
Kehumasan,
Keprotokolan/
Persidangan,
dan
Ketatau saiaan
Pimpinan

3.950.400 4.000.000 4.000_000 4.OOO.OOOHukumdan
100 100 100

"/"
100too

,,1'
o/o penyelesaian penlusunan peraturan
Derundang-undangan dan produk hukuml,ayanan Iluknm

100 100 100 100
\'1,

100Layanan
Bantuan Hukum

7o pelayanan terhadap Permintaan
pendampingan dal1 bantuan hulom

100 r00
aa

o/o Pelaksanaan Tata l(elola lingkup Layanan
Bidang Hukum yang sesuar dengan ketentuan
dan aluran Vanp, berlaku

92"/" 95%

4.000.000 4.000,000 4,000.000 4.000.000

7" pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Layanan Bidang Hukum

Terwujudnya
kinerja
Kementeria!
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel , darr
profesronal darl
didukung oleh
kapabilitas SDM

Pembinaan dan
Pelayanan
Hukum

lliio
IJirlnrngan
M:rsyaral{at,
Iic:rrsipan,
dau'llrla

Pimpinan

Biro Hukum

Manajemen
Internal

r:iqLA:._:ti0.iq al: s.ll.6-.1611?42,.'

,t8.522.2o
3 3

80 B5

a6
Indeks kepuasan atas layanan kehumasan,
informasi publik, keprotokolan, persidangan,
ketatausahaan DimDinan, dan perpustakaan



-74-

7o Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
l,ayanan Bidang t{ukum yarlg sesuai dengan
tuqas dan lunesr

95"/"

- Layanan Hukum
- Layanan
Bantuan Hukum

Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum

Pen].usunai Pcrcocanaan, Analisis Organisasi, dar Tata
Lahsana

5.000.000 5.000.o00

Rencana Kelja
dan Anggaran

70 Penyelesaian Rencana Strategis, Renja K/1,
dan RKA X/L Kementerian PPN/ Bappenas yang
diterima oleh Sesmen PPN/ Sestana Bappenas

920/o 96v" 100

7o penerapan program RB di Kementeflan
PPN/Bappenas dan UKE 92"/. 100

Layaial1
Ma,Iajemen
orgaiisasi

o/o penyelesaian penataan organisasi dan tata
laksana yang diterima Sesmen PPN/ Sestama
Bappenas

92h 940/o 96"/o 9AYb
r00

9'o akurasi realisasi pcnyerap.m anggaran
Kementcrian PPN / 13appcnas 9Avo

100Laporan
Pemantauan dan
Evaluasi 7. capaian kinerja dan akuntabilitas

Kementerian PPN/ Bappenas 92v. 100

70 penyelesaian fasilitasi pengembangan
kerjasama unl uk mendukung proses
Den!,usunan perencanaan Dembanzunar

92v" 9A'/" 100

7" koordinasi pen],usunan progam PI{LN di
kementerian PPN /Bappenas

100
vo

100
Dokumen
I(edasama

Pendapat slakehol.lerterhadap proses
pen yrllsunan perencanaan pembangunan Ba.ik Baik

5.000.o00

9'o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Layanan
Prrencanaan, Organrsasj, dan Tata Laksana
yang sesuai dengan kete[tuai dan aturai yang
herlaku

100

9'o pengelolaan realisasi anggaral lingkup
Layanan Perencanaan. OrSanisasi. dan lala
Laksana

950/o

Terwujudnya
kineaa
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Manajemen
Internal

%o Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Layanan Perencanaan, Organisasi, daJr Tata
Laksana yang sesuai dengan tugas dan fungsi

95v,

Pen).usunan
Perencanaar,
Analisis
Organisasi, dan
Tata Laksana

Dukungan Penyusunan Pcrenc?rnaan Iiebijal<an
Perlrbanzunall

85.150 47
6

58.607.17 63.093.32
9

67.803.7a
6 7

Layanan
Dukungan
Perencanaai
PembanguI1an

Indeks kepuasan layanan perencanaan,
organisasi, dan tata laksana 94

Dukungan
Pen],usunan
Perencanaan
Kebij akan
Pembanguoan

Terwujudnya
kinerj a
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,

45.450.47
6

54.607.17
9

63.093 3? 67.803_74

924

B6 BB 90 92 94

94yo 9av.

94v" 96v" 9ao/.

920/o 94,"4 960/o

94v" 96"/" 9av"

94v" 96"/.

100
o/"

100 100

Baik Baik Baik

5.000.000

100
o/o

92\vo

92v.

86 88 90 92

Ili11)
Perencanaan
, ()rganisasi,
dan l ata
[,a]<sana
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akuntabel, dan
profesional da!
didukung oleh
kapabilitas SDM

Penl,usunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian 17.000.00
0

17:850.00 t8.742.50 t9.679.62
5

20.663.60

Pembinaan SDM
dan Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian

Indcks Sistem Medt Kementerian PPN/
13appenas

361,
5

363

70 Pelaksanaar Tata Kelola lingkup Layanan
Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan
ketentuan dan aturai yang berlaku

100 100

o/o pengelolaan realisasi anggaiar lingkup
Layanan Sumber Daya Manusia 92yo 95v"

Manajemen
Internal

7o Pemenuhan Direktil Pimpinan lingkup
Layanan Sumber Daya Manusia ydng sesudi
dengan tugas dan fungsi

920/o 95,'/"

Penyusunan
Kebijakan dan
Pelayanan
Kepegawaian

Terwujudnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Pembinaan SDM
dan Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian

Indeks Kepuasan Layanan administrasi
kepegawaian di kementerian PPN/Baupeuas u6 illl !10 92 91

17.000.00
0

17.450.o0
0

18.742.50
0

t9.679.62
5

20.663.60
6

Pelayanan Un1um dan Kcuangan 426.151,I
24

528.099-3
36

524.099,3 528.099.3
36 36

70 Akulasi pelapor?rn keuaDgim dan Llararg
Milik Negara

100 100 100 r00 100
o/o

Pelayanan
Umum dan
KeuangaII

Terwujudnya
klnerja
Kementeriall
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung olch
kapabilitas SDM

- Terwujudnya
Layanan
Keuangan yang
akurat
- Terwujudnya
Layanar BMN
yang handal

o/o Usulan pcmbayaran yanf{ dilayari sesuai
Proscdur

t00 100 100 100 100

426.151.1
24

528.099.3
36

524_099.3
36

524.O99.3
36

528.099.3
36

Penintkatar Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung
Pelayanan Umum dan Opcrasronal

210.000.0
o0 7l

164.O44.7
7t 71

Terwujudnya
Layanan Gedung
dan Bangunan
varls memadai

ol, iingkat ketersealiaan sar?tnil diln prasaraDa
cpilljrrLr X.m.rlerirn PPNllxl,l,cllll\ \, \,r. 9201, 910/o 96"/" 9A% 100

"/o

Terwujudnya
Pengelolaan BMN
yang Handal

Indeks kepuasar pengguna layanan umum, dan
pen8elolaan BMN

240.000.0
00

t64.O44_7
7l 7t

t64.O44.7
71 7l

Biro Umum

Peningkatan
Kua-Iitas Sarana
dar Prasarana
Pendulorng
Pelayanan
Umum dan
Operasional

Terwujudnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan

ti(:) t3u 90 92 91

7l

Biro Sumber
Daya
Manusia
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Terwujudnya
Layanan Rumai
Tangga yang
Profesional

Indeks kepuasar pengguna layanan pengadaan
dan layanan inlcmal 92 91

Terwujudnya
Pengadaan
Pera.latan dan
Mesin yang akurat

9/o Pelaksanaai Tata Kelola lingkup Layana!
Umum yang sesuai dengan ketentua.n dan
alur.rn yanA lrcr Iaku

100 100

7o pengelolaan rea,lisasi anggaran lingkup
Layanar Umum 92"/, 950/.

%o Pemenuhan Dircktif Pimpinarl lingkup
Layanan Umum yang sesuai dengan tugas dan
f nesi

92"/" 95,r,

didukung oleh
kapabilitas SDM

Terwujudlr]a
MaIa_jemen
Intern:rI yang
AkLLntabel

60.000.00 63.000.00 66.150.00
0

69,457.50
0

Pengelolaal Data dan Informasi Perencaraan
Pembangunan Nasional

72.930.37

Raik Baik Baik Baik Llark

o/o Permintaan Layanan Pemeliharaan Sarana
dan Prasa-rana yang Terselesaikan 9U/" 90v" 90"/. 90.'/" 90,k,

Layanan
Teknologi,
Informasi dan
Komunikasi 7o Insiden Keamanan Informasi yang

Terselesaikan 90,v,, 90,vo

90v"
o/o Aplikasi t(husus Kementerian PPN/Bappenas
yanR bcrfungsi 90,'/o

90v. 90v" 90,v"
o/o Pemenuhan Permintaan Dukungan Analitika
Data Berbasis Elektronik yang lerselesaikan
oo Pcmcnuhan Produk Pengetahual yang
Tcrlda\iltl<asi sesuai Ke8iaran Unit Kerja yang
TcIah Terindentifikasi

9O"/o 9OYo 9OYo 90"/"

o
63.000.00 66.150.00

o
6S.45?,50

0
72.93l).31

5

Layanarr
Pengelolaan Data
daJr Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional 7o Pemenuhan Permintaan Dukungan

PenSelolaan Dala Tabular/ Sl atislik
dan Informasi Geospasial Berbasis Elektronik
yanP. Terselesarkn

90v" 90,v" 900/. 90"/.

100 100

o" Pelaksanaan Tata Kelola ljngkup Layaiarr
Dala dan lnformasr Perencanaar Pembangunan
y€rng sesuar dengan ketentuan dan aturan yang
bcrlaku

())o/,,

MaraJCmcn
Internal

7u pengelolaan realisasi anggaran lingkup
l,a\anan Data dan lnformasi Perencanaan
Pcml)angunan

95"1'

Pengelolaan
Data dan
lnfort!asi
Perencanaarl
Pembangunan
Nasional

Terwujudnya
kirerja
KementenaJl
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akrntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

B6 B8 90

5

lndeks SPBE K.menlerian PPN/Bappenas

90v" 90.1

90"/"

90"/"

Pusa1. Data
dan
IDforrnasi

PembanguDa



-77-

Pembinaan dajr
Pengawasan
Bidang
Administrasi
Umum

Terq,,uj udnya
kiflerja
KementeriaIl
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesiona-l dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Pembinaan dan Pen tnU um

7o Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Layana[ Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan yang sesuai dengar tugas darr
fungsi

92Yo

6.750.000

arn6ffit
:r.:rtir::i],itii:,:t:u:r:

r:tt!(,,557t0Q:.1

7.441.704

a]]Frn-
::aa:.:.,,:,,:.,,.,,:..:::.Q,:

4.2,17.000

,:t rltnaa
:.t:::.:t::grl

Tecapai€nya
Kepuasan Unit
Keda atas
Layana-n
Pengawasan
Intem Lingkup
Administrasi
Umum dan/atau
Keuansan

Tingkat kepuasan unit kerja atas layanarl
pengawasan rntern lintkup adminislrasi umum
dan/atau keuangan

Baik Bail( Baik Baik Baik

Terlaksaranya
Pengawasai
tntem Lingkup
Administrasi
Umum dan/atau
Keuangan

%o pelaksanaan pengawaszm intern sesuai
dengar program kerja pengawasan tahunan
(PKPI) lingkup administrasi umum dan/atau
keuangan

100 100
v"

100
o/"

100 100

70 Pelaksanaan Pendampingan Eksternal
lingkup administrasi umum dan/atau keuangan

100 100
o/"

100
o/o

100

Terlaksananya
Tindak Lanjut
Rekomendasi
Hasil Pengawasa.n
dan Pengaduan
Masyarakat
Linekup
Administrasi
Umum dan/atau
KeuangaJr

70 rekomendasi pengawasan dan pengaduan
masyarakat lingkup administf asi umum
dan/atau keuangan yang ditindaklanjuti

100 100
o/.

100 100

Terlaksaianya
Pembinaai SPIP

9'o Rekomendasi Hasil Validasi/self assessment
penilaian maturitas SPIP tingkup administrasi
umum daIl/atau keuangan yarrg difasilitasi
penyelesaiannya

100 100 r00 100

Terlaksananya
Peningkatan
Kapabilitas Apa-rat
Pengawasan
Intern Pemerintah
(APIP) Lingkup
Administrasi

7o penyelesaian Area of Improuement (AoIl
InternaL Audit Capabiliry Mo.rel {IACM) [ngkup
administrasi umum dan/atau keuangan

100 100 100
o/"

100
vo

100

6.750.000 7.087.O00 ?.486 000

Inspektorat
Bidang
Administrasi
Umum

95v"

ri i] 356:;40.

100

100

100
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Umum dan/atau
Keuangan

7o Pelaksanaal rencana kel]a Reformasi
Birokrasi lingkup administrasi umum dan/atau
keuanp.al1

r00 100
Terlaksananya
Manajeinen
Internal 7u realisasi anggaran layanan pengawasan intern

lingkup administrasi umum dan/atau keuargan 92"/.

Pembinaan dan Pengawasar Llidang liincr.ja }(clembagaan 3.250.000 3.602,300 3.470.000 3 972_AO0

Tecapaianya
Kepuasan Unit
Ke4a atas
Layanan
Pengawasar)
Intern Lingkup
Kine{a
Xelembagaan

Tingkat kepuasan unit kerja atas layanan
pengawas.rn inlcrn Iingkup kinerja kelembagaan Llaik liaik Baik Baik Ba ik

Terlaksananya
Pengawasan
Intern Lingkup
Kinerja
Kelembagaan

7, pelaksanaan pengawasan intern sesuai
dengan program kerja pengawasan tahunan
(PI(Pr) tngkaip kineia kelembagaan

100 100 100
oh

100 100

7o Pelaksanaan Pendampingan Eksternal
lingkup kineda kelembagaan

100 IO0
o/o

100 100 100
.k

Terlaksananya
Tindak Lanjut
Rekomendasi
Hasil Pengawasan
dan Pengaduan
Masyarakat
Lingkup Kinea a
Kelembagaan

7o rekomendasi pengawasaJr dan pengaduan
masyarakat lingk-up kine0a ketembagaan yarg
ditindaldanjutj

100 100 100 100
o/o

100

Terlaksananya
Pembinaan SPIP
Lingkup Kinerja
I(elembagaan

yo Rekomendasi Hasil Validasi/self assessment
penilaian marunlas SPIP lingkup kine[a
kelembagaan yang dltasililasi penyelesaiannya

100
o/o

100 100 100 r00

Terlaksananya
Peningkatan
IGpabililas Aparat
Pengawasan
lntern Pemerintali
(APIP]

ol, peryelesaian ,4rea af Inprouerflent lAoI)
hLterrLal Audit Capalrililg Model (IACM) lingt{up
I{irleia kelemb:rg.rtul

100 100
o/o

100 r00 100

3.602.300 3.972.4OO

7o Pelaksanaan rencana kerja Reformasi
Birokrasi lingkup kinerja kelembagaan

r00 100

Pembinaan dan
Pengawasan
Bidang Kinerja
Kelembagaan

Terwujudnya
kinerja

PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Terlaksananya
Manajemen

I

95"/"

3 250 000
Inspektorat
Bidang
Ki:rerja
Kelemb agaa.r
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Internal Lingkup
Kineia
Kelembagaan

7o realisasi anggaran layanan pengawasan intern
hngkup l<rnerja kclembagaan 92v" 950/"

Pcrcncaraar Pembanguna Terkait Lingkup Induslii,
Pariwisat.r. dan Elrononti Iireatif 4.500.000 4.200.000 8.200.000 4.800.o00

Rencana
Pembangunan
Jarrgka Paniarg

9'" rancangan UU RPJPN lingkup Industfi,
Pariwisata, dan Ekonomi IGeatif yang diterima
oleh Dcputi
70 rancangan awal teknokratik RPJMN Iingkup
Industri, Pariwisata, dan Dkonomi Kreatif yang
diterima oleh Dcputi
%o IaicaJtgan Perpres RPJMN lingkup Industfi,
Pa.riwisata, dan Ekonomi Kreatif yang diterima
oleh Deputi

951,

%u kesela.rasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingknp Industri, Pariwisata,
dan Ekonomi Kreatif

a50k 9slb

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

7o keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengar sasaran RPJMN liD8kup Industri,
Pa-riwisata, dan Ekonomi lGeatif

75v. ao,'/"

7o keselarasan target output pdontas Renia K/L
dengan output prcyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam Ri<P lingkup Industri, Pariwisata, dan
Ekonomi l{reatif

75/,, 90v"

70 keselarasan anggaran output prioritas dalam
RXA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP arau sasaran sektor /bidang
dalarn RKP lingkup Industri, Padwsata, dan
Ekoflomi Kleatif

70
7 5o/o 900/"

91-
9*/o

7o Rancanga! Perpres RKP lingkup Industri,
Pariwisata, dan Ekonomi Ikcatif yang diterima
oleh Deputi

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

70 output proyek priofltas pada lokasi prio tas
dalam ko dor PN/MP yarrg sesuai dengan
Analisis Wilayai/ Provinsi arahan Regional*

90v" 950/"

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian

Informasi Hasil
Pelaksalraalr
Rencana
Pembangunan

y" Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunai liDgkup industri, padwisata, darr
ekonomi kreatifyang diterima oleh Deputi.

83,9
88-
91,9

92-
95,9

o/.

96-
r00 130o,000 400 000

irl:K!!!aii-{!.}illlliliii
,lairn1]I(drtn:iiAri:ll ltl.:lr:

r::055,ro1:ro6r!!ir':i:i:r:i::tl llii.j,Piidrie]i&itnm! [:.ri,9...!j{,{!,!l] tit.lit0szr:1o01 I ::-r-i:Jrq6?4

:rr9-4.,:l:!t0iq0: :ti.i?asqqiqol

90.1

90v"

aov" 900/"

aoo/" 950/.

76-
aov"

81-
450/.

7 sYo B0% B5% 9ovo 9slo

Terwujudnya
Integlasi,
Sinlconisasi,
darl Sinergi
Perencaraar
Pembangunan
Nasional

1.400.000

84-
a7,9 400,o00

Pcrencaraall
Pembangunan
Terkait Lingkup
Industri,
Pariwisata, dall
Ekonomi Kreatif

I)irektorat
hdustri,

Palriwrsata,
dan Dkononr

I<readf
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Pembangunan
Nasiona-I Kebijakan

Percepatan
PembargunaIl

dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
sasaJal/taJget PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasara, sekor/bidarg dalam RKP lingkup
Lrngkup Industri. Pari\Misala. dan Ekonomi
K-reatil

Rekomendasi kebijakan pengendalian yang

80
83,9

84-
a7 ,9

8B-

n/"

92
95,9

vo

96-
too

Kebijakarl
Perencanaan
Pembanguna,r

7o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Nasior.all Major Projecf yang dijalankan oleh K/L
darL stakeholders pembangunan lingkup
Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

85-
a7 ,9

B8-
90,9

9r
93,9

94-
96,9

97-
100 2 400.000 2.400.000 2 400 000Terwujudnya

Kebij akar
PembanguDan
Nasional yang
Visioner Kebijakan Inovasi

PembanguDan

7u Rekomendasi Kebijakan (Program / Kegiatan)
Inovasi Pembangunan yang akai dijalanka-n
oleh K/L dan stakeholders pembangunan
lingkup Industri, Pariwisara dan Ekonomi
Kteatif yang diterima oleh Deputi

75-
79,9

o/.

80
84,9

85-
49,9

90-
q4q

o/o

95
100 2.()0() 0()0 2 000.000

9'o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup tndustri,
Pa-riwisala dan Ekonom, Kreatf5ang scsuat
dengan ketentuan dan aturan yang berlaku

100 r00

9/o pe[gelolaa[ realisasi anggaran lingkup
Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 92"/" 95"/"

Tcrwujudnya
kinerJa
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
klpabilitas SDM

Manajemen
Internal

7o Peeenuhan Direkilf Pimpinan lingkup
Industd, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang
sesuai dengan tugas daJl fungsi

920/" 9slo

Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa
Keuangan dan BUMN

63.500.q0
0 5,O00.000 5,O00.000 5.943.370

Rencana
Pembangunan
Jangka Panianq

o/o rancaflgan UU RPJPN lingkup Jasa Keuangan
dan BUMN yang diterima oleh Depud 9O"/o

7o rancangan awal teknokatik RPJMN lingkup
Jasa Keuangan dan BUMN yang diterima oleh
Depud

900,1,

7o rancangan Perpres RPJMN lingkup Jasa
Keuangan dan BUMN yang diterima oleh Deputi 95.k

7" keselaiasan sasa.rar program RKP dengan
sasa.IaJr RPJMN lingkup Jasa Keuangan dan
BUMN

80,/. 90,'/" 950/"

Rencana
Pembangunan
.Jangka Menengah

9'u keselarasan sasaran prograJn Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN iingkup Jasa Kcuangan
dan BUMN

7syo

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

9'o keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaian sektor/bidang
dalam RKP linekup Jasa Keuansan dall BUMN

75" 450/o 90"k 95v"

Petencanaa!
Pembangunan
Terkait LingLup
Jasa Keuangan
dan BUMN

TerwujudDya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi

Pembangurlan
Nasional

2.s00.000 2 500.000 3.4213.370

Direktorat
Jasa

Keuangan
dan BUMN

r.000.000 2.000.000

5.000 0oo

7 5"/"

aoo/"

ao"t,

2.500.000
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9'o keselarasan anggaraJr output prioritas dalam
RtiA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP linsll-up Jasa Keuangan dan BUMN

70- 86
90h

91
95v"

7u Rancangan Perpres RI(P lingkup Jasa
Keuangan dan BUMN yang diterima oleh Deputi 7 5"/" 80% a50/" 900/" 95"/"

Infor:rnasi Hasil
PelaksanaaIl
Rencana
Pembanzunan

9'o Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup Jasa Keuangan daJI
BUMN vars diterima oleh Deputi

84-
a7 ,9

92-
95,9

96
100Terwujudnya

Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Kebijakan
Percepatan
Pembangunar

7o Rekonendasi kebijaka.Il pengendalian yang
dilalankan oleh K/1. dalam rangka pencapaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek pdoritas, dan
sasaran sektor/bidang dalam RKP tingkup
Lingkup Jasa KeuanRan dai BUIMN

92
95,9

o/"

96,
r00
"h

1.500 ()00 1.50(].o0t)

Kebij akar
Perencanaan
PembaJlgunan

7o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Nasrooal/ Major Projec, yarg dijalankan oleh K/L
dan sfakeholders pembaiguna.n lingkup Jasa
Keuangan dan BUMN

94
96,9

o/"

97-
100 500,000 5oo,o0o 500,000Terwujudnya

Kebiiakai
PembaJtgr rnan
Nasional yang
Visioner Kebijakan Inovasi

Pembangunan

7" Rekomendasi Kebtakan (Program/ Kegiata!)
Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan
olch K/L dan stakeholders pembangunan
hngkup Jasa KeuanSan dan BUMN yang
diler ima oleh DepLrti

85
89,9

ok

90-
94,9

"^

95-
100 50o,o0o

9/o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Jasa
Keuangan dan BUMN yang sesuai dengiur
ketentuan dan aturan yang berlaku

100 r00
o/,,

yo pengelolaan realisasi anggaran lingkup Jasa
KPuansan dan BLJMN 9s"1,

Terwujudnya
kineia
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, darl
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Manajemen
Internal

yn l'emcnuhan Direktif Pinpinan lingkup .lasa
Kcuargao dan LIUMN yang sesuai dengan txgas
dan furrgsi

92"/. 95'\,

Perencanaan PembangunarTerkait Lingkup Keuangan
Nega-ra dan Analisis lvloneter

s 100.000 5100.000 5.t00.o00 s.300 000

Rencana
Pembangunan
Jangka Paiiang

%o rancangan UU RPJPN linglmp Keuangan
Negara dan Analisis Moneter yang diterima oleh
Depu!i

9ovo

%o rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Keuangan Nega-ra dan Anatisis Moneter yang
direrima oleh Depulr
7o rancangan Perpres RPJMN lingkup Keuangai
Negara dan Analisis Moneter yaig diterima oleh
Depuu

9501

PerencanaaII
Pembangunal
Terkait Lingkup
KeuangaJr
Negara dajl
Analisis Moneter

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Rencana
PembaJlgunan
Jangka Menengah

lilii:ii]iii: liiirr.:i:

76-
aoo/"

B1-
450/"

80
a3,9

8a-
91,9

o/o

B0-
83,9

84-
a7,9

vo

88-
91,9

o/"

85-
a7 ,9

%o

88-
90,9

o/o

91-
93,9

oh

75,
79,9

96

80-
84,9

o/"

920/"

9OYo i.1150.000 2 750 000

Dir ektorat
Kcuangan

Ncgara dan
Analisis
Moneler
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7o keselarasan sasaran prograrn RKP dengan
sasaraJr RPJMN lirlgkup Keuangan Negara daJr
Analisis Moneter

aoo/o 45"/. 95"/"

o/o keselarasa, sasatan proglam Renstr'a K/L
dengan sasarai RPJMN lingkup Keuangan
Negara dan Arlalisis Moneter

7 50/o 80%

dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingL:up Kcuangan Negara daJr
Analisis Moneter

tkeo/" ti Ltarget tpu prlo Renj

7 5o/o ao"/" a5o/o 90v. 9,yo

yo keselarasan anggaran output prioritas dalaIn
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Keuangan Negara dan
Analisis Moneter

70-
7 5"/"

76
uool,

81-
a5v.

86
900/o

9l-
9sYo

Rencana
Pembangunarr
Jangka Pendek
(Tahunan)

70 Rarrcajlgarr Perpres RKP lingkup Keuangan
Negara daJr Analisis Moneter yang diterima oleh
Deputi

noot 90a

Informasi Hasil
Pelaksar1aa!
Rencana
Pembanzunan

7o Ketersediaa! informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelalsanaai rencana
pembanguoan lingkup Keuangan Negara dan
Analisis Moneter yang diterima olch Deputi

80
83,9

88-
91,9

o/o

92-
95,9

o/"

96-
100Terwujudnya

Dfektivitas
Pengendaliar
Pembangunan
Nasional

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

7o Rekomendasi kebijakan pengcndalian yang
dlalankan olch K/L dalam rnugka len( apar^n
sasaian/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasa-ran sektor/ bidang dalam RKP lingkup
Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter

BO

83,9
84-

87,9
88-
qt q

92-
95,9

96,
100

I250.000 1.2s0 000 1.250.000

Kebijakan
Perencaraar
Pembangunar1

7o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
NasionoJ/Major Project yang dijalankan oleh K/L
da,r stakeholders pemlrangunan lingkup
Xerrangan Negara dar Analisis Moneter

85
87,9

o/o

88-
90,9

91-
93,9

o/o

97-
100
o/"

450,000 600,000 600,0()0Terwujudnya
XebUakan
Pembangunan
Nasiofal yang

Kebija]{an Inovasi
Pemba!guIlan

7" Rekomendasi Kebijakan (Prograrn/ Kegiatanl
Inovasi Pembangunan yang akai dijalankan
oleh K/L dan sfakeholders pembangunan
lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter
yang dite ma oleh Deputi

75
79,9

a0-
84,9

85-
89,9

90-
94,9

o/"
100 350,000 500,000 500,000

7o Pelaksanaan Tata Kelola lingtup Xeuangan
Negara dan Analisis Moneter yang sesuai dcngan
ketentuan dan aturan yang berlaku

100 100

7o pengelolaan realisasi anggaran Iingkup
4guangan Negara dan Analisis Monctcr 92Yo 95"1,

Ter$,uj udnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,

Mandelnen
I11ternal

900/o

95"/"

a4-
a7 ,9

o/"

700,000

94-
96,9
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a1{untabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

70 Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Xeuangan Negara dan Analisis Moneter yang
scsuai dPngan lugas dan fungsi

920/,, 95.1,

Perencala,rn Pimbangunan Terkait Lingkup
Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi 6.705.000 6.705.O00 6,705.O00

Rencana
Pembangu11ar
Janeka Paniane

70 rancangan UU RPJPN lingkup Perdagangar,
Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Inteanasional
\ ru]c dilerima oleh DeDuti

90,v"

70 rancangar awal teknokratik RPJMN lingkup
Perdagangan, lnvestasi dan Kerja Sama
Ekonomi Intemasiona.l yang ditedma oleh
Depulr

goo/.,

7o rancangan Perpres RPJMN lingkup
Perdagangan, Investasi darl Keda Sama
Ekonomi Intemasional yang diterima oleh
DFpLltr

95"/.

o/o keselarasan sasaran prograrn RKP dengarl
sasa.an RPJMN lingkup Perdagangan, Investasi
darr K.r ta Sama Ekonomi lnlernasional

750n, aooh 90,/. 95v"

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengalr

t/o keselarasan sasarzrn prograrn Renstra K/L
d.,lgan sasaran RPJMN lingL-up Perdagangan,
Investasi dan Keria Sama Ekonomi Internasional

750/n ao,zo

o/o keselarasan target output p odtas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
ko dor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingl'arp Perdagangan, Investasi dan
Kcrja Sama Ekonomi Inlcrnasional

aov" 90"/" 95t/.,

70 keselarasan alrggaral1 output prioritas da.lam
RKA dengai output proyek prioritas RKP dalam
kondor PN/MP atau sasaran sektor/brdang
dalarn RKP linAkup Perdagang6-n, Investasi dan
Kerja Sama Ekonomi Internasional

70-
7 5/o

76-
a@/o

B1-
a5v"

B6
90,r;

91
950/"

Rencana
Pembangllnan
Jangk.r Pendek
(rahuran)

ol, Rancargan Perpres RKP lingkup
['e,-dagang.tn, lnvcstasr dan Kerja Sama
lrl(onomi lntcrnasional yang diterima oleh
[),.Iuri

750/" 40"/. 85n, 9jtro 931 ;

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

7o Ketersediaa.ri iflformasi hasil pemaltauan dan
evaluasi alas pelaksanaan ren( ana
pembangunan lingkup Perdagangan, Investasi
dan KerJa Sama Ekonomi lnlernasional yang
dllerima oleh Depulr

88
91,9

ok

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Pereflcanaan
Pembangunan
Nasional

Ten'ujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

95,9
96-
100

2.52.r.01( 2.480.361

1.481.014

2.480.361

1.481.O14

2 480.361

r 48r 0ra

3.61)5.u65

1.481.018

Perencanaarl
Pembangunan
Terkait Lingkup
Perdagangarl,
Investasi dan
Keia Sama
Ekonomi
Internasional

Drrcktorat
Iicrdagangai

, Invest€rsi
dalr Ker.ja

S:tma
Ekonomi

Inlernasiona

ailirari:r:,r,:irail

6.705.O00 ?.a90.504

80-
83,9

84
87,9

o/"
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8a-
91,9

Yo

80-
83,9

Yo

70 Rekomendasi kebija-I{a! pengendalian yang
dijalankar oleh K/L dalafi rangka pencapaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup
Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama
Ekonomi Intemasional

Kebijakan
Percepatan
Pembangu narr

I 2:ll.t,2l
97-
100
n/o

1.243.62 t 1213.621
85-

a7 ,9
Ba-

90,9
o/"

91-
93,9

vo

7o Rekomendasi Penyelcsaiai Isu Strategis
Nasional/Major Project yarg dtalankan oleh K/ L
dan stakeholders gembal8unan lingkup
Perdagarrgan, lnvestasi, dan Kerja Sama
Ekonomi Internasional

Kebijakan
Perencanaai
Pembangunan

85-
89,9

vo

95-
100
vo

1.500.000
75-
79,9

vo

80-
a4,9

7" Rekomendasi Kebijakan (Program
Inovasi Pembangunan yang akan dtalankan
oleh K/L dan stakeholders pembarlgunan
lingkup Perdagangan, Investasi, dan Keda Sama
Ekonomi Intemasional yang diterima oleh

/Kegiatan)

li

Kebijakan Inovasi
Pembangunan

Terwujudnya
Kebijakan
Pembangunan
Nasional yang
Visioner

100
9/" Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama
Ekonomi [ntemasional yang sesuai dengan
ketentuan dan afttrai berlaku

92vo
yo penSelolaan rea.lisasi anggaran lingkuP
Perdagaigan, Investasi, dan Kcrja Sama
EkoDomi Intemasional

92"/o

%o Pemenuhan Direktif Pimpinan lin8kup
Perdagangan, Investasi, dart Kerja Sama
Ekonomi lntemasional yang scsuai dengan

dan fu

Ma.najemen
Internal

Ter&!judnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

7.095.000 7.S50_000nan TerkaitPcrerlcanaarl Pemban Petencanaan Makro darr Analisis Statistik

900/"
Yo rancangan UU RRrPN lingktlp
Makro dan Analisis Statist-ik yang diterima oleh

Perencanaan

1rJan

Rencana
Pembangunai

900/"
7o rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Perencanaan Makro dan Analisis Statistik yang
diterima oleh D tr

950/o
yo rancangan Perp.es RPJMN lingkup
Perencanaan Makro dan Analisis Statistik yang
diterima olch 1i

aSYo 90v.7 5"1 80,/
9/o keselarasan sasaran progra.m RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Perencanaan Malso
dan Analisis Statistik

u0%7501
7o keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkuP Perencaraan
Makro dan Arralisis Statistik

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

Petencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Perencarlaan
Makro dar
Analisis Statistik

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembanguna!
Nasional

4.4o5.000

Direktorat
Perencanaa!
Makro dan

Anelisis
Statistik

4.800 000

Program/
Kegiata!

Saiaratr
S$ategis

Sasaian Program
(Outcolue)/

Iridikator UKE Il
{Ha6il Pernbahas€!}

ldalsm ribu rlridhl

2022 2023 2U24
Orgadsasi

20212021 2022 2023 202+ 20)o

92-
95,9

"/o

96-
100
vo

84-
47,9

o/o

94-
96,9

o/"

90-
94,9

o/o

100

95"/,

950/"

95k

I I
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70 keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lrngkup Perencanaan Mato o dan
Analisis Statistik

aov" 850r, 90"/. 95%,

7o keselarasa.n anggaran output prioritas dalam
RKA deogan output proyek prioritas RXP dalam
koridor PN/MP atau sasaian sektor/bidang
datam RI(P lingkup Perencanazm Makro d€m
Analisis Statistik

70 76-
aov"

81 B6-
90"/.

9t
9S<yo

%o Kesela.rasan KEM Daerai telhadap RKP
lngkup Perencanaan Makro dan Analisis
StatistiL

85% 90"/" 95n/o

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

70 Rancangan Perpres RKP lingL:up Perencanaan
Makro dan Analisis Statistik yang ditenma oleh
Deputi

7 st'h aool, 45,'/. 9oyo 95v.

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pemba,ogunan

7o Kctersediaan informasi hasil pemartauan dan
evaluasi atas pelaksanaan tencana
pembangunan lingkup Perencanaan Makro dan
Analisis Statistik yafrg diterima oleh Deputi

80
83,9

84-
a7 ,9

B8
91,9

92-
95,9

96
100

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

7" Rekomendasi kebijakar peogendaliai yarg
dilalankan oleh K/L dalam rangka pencapajan
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasarai sektor/ bidang dalam RKP linglaup
Lingkup Perencanaan Malro dan Analisis
Sratisrik

B0-
83,9

B4
a7 ,9

88-
9t,9

92 96-
100

t 035.000 1.400.o00

Kebij akan
Perencanaan
Pembangunan

7o Rekomendasi Penyelesaian tsu Strategis
NasionallMajor Project yarg dijalankar oleh K/L
dan slakeholders pembangunan lingkup
Perencanaan Makro dar Analisis Statistik

85,
a7,9

BB.
90,9

91
93,9

o/o
96,9

o/.

97
r00 755,000 450,000 850,000 850,O00 450,000

Ter$,ujudrtya
Kebijakan
Pemba gunan
Nasional yang
Visioirer Kebijakan Inovasi

Pembangunan

7o Rekomendasi Kebijakar (Progarn// Kegiatan)
Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan
oleh K/L dol] stakehalders pembargunan
lingkup Perencanaan Makro dan Analisis
Statistik yang diteriDa oleh Deputi

79,9
Yo

85
89,9

o/o

90- 95
100 500,000 500,000 500,000

o/o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Perencanaan
Makro dan Analisis Statistik yang sesuai dengan
ketentuan dan aturan yang bertaku

100 100

7o pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Perencalaan Mako dan Analisis Statistik 92"1, 95v.

Terwujudnya
kinerja
Kementeiai
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan

Manajemen
Internal

tr

ao,'/.,

1.400.000

80-
84,9 500,o00
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Perencanaar
PembangunaJI
Terkait Lilgkup
Tata Ruang,
Pe analan, dan
Penanggulangan
Bencana

Terwujudnya
integrasi,
sinkronisasi,
dan sinergi
perencanaan
pembangunan
nasional

92"/. 95v"

t:irrli.d:!tl
it:tit:lLoti1

23_900.O0
0

,t1.iiiiOr0'
,.: i:ll::llgri.

25_200.O0
0

25.200.00
0

:l.l1lt lollo:il
::tut:a:a.::rrrl()qi::

2s.200.00
0

o/o Pemenuhan Direktif Pimpinan Iingkup
Perencanaan Makro dan Analiss Statistik yal1g

tsesuai de dan
::l]40:{i0{:Oiri

o

abilitas SDM

profesional dan
didukung oleh

90,,/o
Rencana
Pembangunan
Janqka Paniang

7" rancangan UU RPJPN Iingkup Tata Ruang,
Peftanahan, Penanggulangan Bencana, dan
lnformasi Geospasial yang diterima oleh Deputi
o/o rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Tar a Ruants. Perranahan, Penanggulangan
Bencana, dan Inlormasi Geospasial yang
dite ma oleh Deputi

95v"

70 rancangan Pelpres RPJMN lingkup Tata
Ruarg. I'enanahan. Penanggulangan Bencana,
dan Iflformasi Geospasial yang ditedma oleh
Deputi
o% keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Tata Ruaig,
Pertanahan, Penanggulanga.fl Bencana, dan
Informasl Geospasial

7 501, aoa/" B5% 95v"

7 50/" aov"

70 keselarasan sasaran program Renstia K/L
dengan sasaiarr RPJMN lingkup Tata Ruaig,
Pertanahan, Penanggu Iangan Bencana, daJr
Informasi Ceospasral

RencaJra
Pembangunan
Jangka Menengah

450/.,
7o Prio tas Daerah yang selaras dengan Pdoritas
Nasional/ Molo, ,Cui;(, (PN-MP)

7n lokasi prioritas da]am profi1 dan analisis
daerah yarg selaras dengan arah kebijakan
pcngcmbdngon Mla) ah dalam dokumen
percncanaan (RKP RPJMN)

7 50/" 9U/" 95v"

7o keselaiasan targct output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Tata Ruang, PertaJtahan,
Penangtqulargarr Bcncana. dan In formasi
Geospasial
7o keselarasan angga-ran output pdoritas dalam
RI(A denBan ourpul proyck priontas RKP dalafi
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dala.rn RKP lingkup Tata Ruang, Pertanahan,
Penanggulangan Ben.ana, dan Informasi
Geospasial

70
75yo

76
aooa

81-
a50a

86-
9OYo

91-
95v"

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

2 000.000 2.900.000 4.100()00

Direktorat
Tata Ruang,
Pertanahan,

dan
Penanggulan
gan Bencaii

lx
ar::lill:.P.!iol

BGIONAI'iai'tai:ti:t:t:taiit:::at:i:i:]:]DF,TU,TII:glDANG,]T

900/6

9OYo

7 50/o 800k

aoo/o aSvo

aoo/" 450/"

2.900.000
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7" Rancangan Perpres RKP lingkup Tata Ruang,
Pertanaian, Penanggulangan Bencana, dan
lnformasi Geospasial yang diterima oleh Deputi

7 sYo 9OYo 95v.

Informasi Hasil
Pelaksarraal1
Rencana
Pembangunan

7o Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
eva.luasi alas pelaksanaan rencana
pembangunar lingkup Tata Ruang, Pertanahan,
PenanggulargaJI Ben( ana, dan lnformasi
Geospasial yanR dilerima oleh Deputj

80-
83,9

a4
a7 ,9

96
r00
ohTenrnjudnya

efektlvitas
penge11dalian
pembangunan
nasional Kebijakan

Percepatan
Pembangunan

%o rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan olFh K/L dalam rangka pencapaian
sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan
sasara! sekor/bidang dalam RKP lingkup Tata
Ruang, Pertaiahan, Penanggulangan Bencana,
dan lnformasi Geospasial

80
83,9

84-
a7 ,9

,%

88,
9 t,9

Vo

92
95,9

o/"

96-
100

1.100.000 t. too.000 1.100.000 r.100 000

Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan

7o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Nasional / Major ProJecl yang dij alarlkart oleh
K/LID da,:. stakeholders pembangunan Iingkup
Tata Ruailg, Pertanahan, Penanggu langan
Bencana, dar1 Informasi Geospasial

85
87,S

88-
90,9

91-
93,9

97-
100
o/oTeruujudnya

kebijaka-n
pembangunan
nasional yang
visiofler (ebrjakan Inovasi

(Enabler)

o/o Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan
oleh K/L/D dan slo/ceholders pembangunan
lingkup Tata Ruang, Pertanahan,
Pen a-nggulangan Bencana, dan lnformasi
Geospasial yarg dilerima oleh Depuu

75
79,9

a0-
41,9

a5-
89,9

90-
94,9

o/o

95-
100

10.900.00
0

11.200.00
0 0 0

I l.?00.oo
0

yo Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Tata Ruang,
Pertanahan, Penanggulangan Bencana, dan
Informasi Geospasial yang sesuai dengafl
ketenluai dar alurarl yang berlaku

100 100

70 pengelolaan realisasi anggai:an lingkup Tata
Ruang, Peltanahan, Penaiggulangan Bencana,
dan Informasi Geospasial

92yo
Manajemen
Intemo-l

7o Pemenuha.n Direktif Pimpinan lingkup Tata
Ruang, Pertanahar, Penarggulangan Bencana,
dan Informasi Geospasial yaig sesuai dengal
tugas dan fungsi

92"/" 950

Terwujudnya
kinerja
Kementerian
PPN/Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Sistem/Regulasi
Perencallaan

7o Integrasi Sistem Data dan Informasr
PerencanaaJr Pembangunan bidang
Pengembangan Regional

45"1, 8atx, 920k 95v" 9.900.000 10.000.00
o

10.000.o0 lo 000.o0

Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup
Pembanzunan Daerah

12.000 00 13.200.00
0

13.rO0.O0
0

14.;r00 00

Rencana
Pembangunan
Jangka Panjarg

yo rancangan UU RPJPN Iingkup Pembangunan
Daerah yang diterima oleh Deputi 90"/"Pembangunan

Terk.[t Lingkup

Terwujudnya
integrasi,
sinkronisasi,

Direktorat
Pembanguna

rr l)aeral-r2.000.000 2.550.000 2 550.000

aov" 450/o

88-
91,9

92-
95,9

94
96,9

o/.

90v"

2.550.000
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Pembangunan
Daerah

yo .alrcangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Pembanglrnan Daerai yang diterima oleh Deputi 90"/"

7" rancangan Perpres RPJMN lingkup
Pembangunan Daerai yang diterima oleh Deputi 95'v"

7o keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Pembanzunan Daerah aoo,1, 8501, 90,'1,

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengal

7o keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Pembangunan
Daerah

75a

70 keselaJasan ta-rget output prioritas Renja K/L
dengan output proyek pdoritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidarg
dalam RKP linskuD Pembaisunan Daerah

80%, a5%, 959i,

70 keselarasan anggaran output pdoritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup PembaiRlrnaJt Daerah

70 76
aoo/"

81-
450/.,

86-
9Ovo

91-
95%

ot Rancangar Perpres RKP lingkup
Pembanglrnan Daerai yang dilerima oleh Depuli 7 50/. 400/" a50h 90.,1, 95v"

dan sinergi
perencanaan
pembarrgunan
nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendck
{Tahunan)

70 kescsuaian daeral yang menerima slokasi
DA( t isik Tcmalik dalam APBN dengafl I a-rget
lokasi prioritas pcncrima DAK Fisik Tcmatik
dalam dokumen Multilateral Meeling DAK Fisik

700/" 7 30/n u0,L

Inforrnasi Ilasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

7" Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencalra
pembangunan lingkup Pembangunan Daerah
yang dil.rima oleh Deput-i

88
91,9

92
95,9

96-
100

Kebijakan
PercepataII
Pembangunan

7" rckomendasi kcbijakan pengendalian yang
drjalankan oleh h/L dalam rangka pencapaian
sasa-ran / l a-rgcl PN, PP, KP, ftoyck ftioriras. dan
sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup
lembarrzu nan Daerah

a4-
a7,9

vo

Tenvujudnya
efektivitas
pengendalian
pembangunan
nasional

88-

"/o

92-
95,9

96-
r00

1. t50.000 1.150.000 r.150.o00

Kebij akan
Perencarlaan
Pembangunan

70 Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Nasio allMajor Projecf yang dijalankan oleh K/L
d.an stdkeholders pembangunar lingkup
Pembangunan Daerah

85
87 ,g

vo

91-
93,9

94-
96,9

97-
t00 5.500.000Terwujudnya

kebijakar
pembangunan
nasional yang
visioner Kebija-kan Inovasi

(Enabler)

70 Rekomendasi Kebjjakan (Proglarn/ Kegiatan)
Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan
oleh K/L/D dan srokeholders pembanguoa-n
lingkup Pembaigunan Daerah yang diterima
oleh Deputr

80
84,9

85
49,9

90-
94,,9

o/"

95-
100 4.000.000 4.000000 4 000.000

7o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
Pembangunan Daeral yang scsuaj dcn8an
ketentuan dan aturan yanq berlaku

100 r00
o/o

Terwujudnya
kineia
Kementerian

Manajemen
Internal

a

95"/"

B0%

90v.

80,
83,9

vo

84
a7,9

Yo

80-
83,9

88
90,9

Yo

5.500.000

75
79,9
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Pembangunan
Terkait Lingkup
Regional I

950/.92"1,7o pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Pembangunan Daerah

92"/" 95,'1,
70 Pemenuha! Direktif Pimpinan lingkup
Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas
dan fungsi

PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabet, dan
profesional dan
didukurlg oleh
kapabilitas SDM

4.000.o00
I l_000.00

o
I1.000.00 ll.oo0.00

0
I2 ()00.00

0Perencanaan Pembargunan Terkait Lingkup Regional I

90"/"9/o rartcangan UU RPJPN tingkup Regiona-l I yaig
diterima oleh Deputi

Pan.l

Rencana
Pembangunafl

90'v"9/o rancaJrga! awal teknokratik RPJMN lingkup
ReAional I yanR diterima oleh Deputi

95"/o
yo rancangan Perpres RPJMN lingkup Regiona] I
yanR dite ma oleh Dcputi

9A'1, 95"1,8Uv.70 keselaiasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Regional I

ao,%7o keselarasan sasaran program Renslra l(/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Regional I

Renca.lla
Pembangunan
Jangka Menengah

9O"/o 95'X,7 50/" n0,,1, 85'i
7o keselarasa! target output prioritas Renja K/L
dengan output prcyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalarn RKP lin I

76-
atr/o

8l-
85%

86-
9U/o

9l
95"1,

70-
7 50/"

o/o keselarasan angga.ran output prioritas dalam
RI(A dengan output proyek prioritas RI(P dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dala.m RKP lingkup Regional I

95.1,7 5"/" aot\, a5,'/" 90"17o Rancangart Perpres R(P lingkup Regional I
diterima oleh ti

7 5,1 aO"l' 859/.65% 700/o

o/o rincia! output prioritas K/L di Wilayah
Regional I yang selaJas dengan kegiatan
prioritas Daerah berdasarkan Analisis Wilayah/
Provinsi da-lam korido, pencapaian sasaraJl
PN/MP

o

7 1t'/o au'/. a5%,
o/o Prioritas Daerah yang selaras dengan Prioritas
NasionaJ/ Mdiot Proiect (PN-MP)

Rencana
Pembangunai
Jangka Pendek
(Tahunan)

Terwujudnya
integrasi,
sinkronisasi,
den sinergi
perencanaan
pembanSunan
nasional

96-
100
vo

80-
83,9

o/"

84-
a7,9

o/o

88-
91,9

o/o

92-
95,9

ok

o/o Ketersediaai informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunar tingkup Regio[al I yang diterima
oleh li

Info.masi Hasil
Pelaksanaan

Pembanzunan
92-
95,9

vo

96-
100
v"

I O00 000 1.000.000

80-
43,9

Vo

84-
a7 ,9

ok

88-
91,9

o/"

7o rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan oleh K/L dalam ran8ka pellcapaiair

PN ( IanPP, KP, I'T

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

Terwujudnya
elektivitas
pengendalian
pembangunan
nasional

Direl,atorat
Regiooal I

Indikatoi UKE II
lllasil Pemba}asan)

Alokasi (dalam .ibu rupiah)

202t ?oz2 ?023

Unit
Orgalisasi
Pelalisana2024ET'Id

T

202.1
Prograru/
Negtata!

Sasaian
Strategis

Sasaran Progra$
{Outcorlre}/

Sasaran Keeiatan
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sasanan sektor/bidang dalam RKP lingkup
wilayal Resional I
o,o rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankar oleh daerah di Wilayah Regional t
dan K/L dalam ,aigka pencaparan sasaran
utama pembangunan daerah dan
sasaran /larqet prioritas daerah

8'1
a7 ,9

BB-
91,9

92
95,9

96-
r00

Kebij akan

Pembangunan

o/o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Naslon /Major Project yang dijalankan oleh
K/L/D dal] stakeholders pembangunan lingkup
ReAronal I

88-
90,9

91-
93,9

o/"

94
96,9

Yo

97,
100 1000.000 500Terwujudnya

kebijakan
pembangunan
nasional yang
visioner Kellijakan Inovasi

(En?rbler)

7u Rekomendasi Kebijakan (Program/ Kegiatan)
Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan
oleh K/L/D dan srakehol.rers pembangunan
Iingkup Regional I yang diterima oleh Deputi

75- 80,
a4,9

85
89,9

o/o

90-
94,9

95
r00 450,000 500,000 500,000 500,0o0 500,00()

o/o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Regional I
yang sesuai dengan ketentUan dan aturan yang
berlaku

100

ol, pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Regional I

<)2,'1, 95.1,Manajemen
Internal

Terwujudnya
kineia
Kementeian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

7o Pemenuhan Direktif Pimpinan linBl'np
Regional I yang sesuai dengai tugas dan fungsi 92"/" 95"/"

Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regnrnal II 1.15.000.o
o0

75.0O0.00 75.O00.O0
0 a o

Rencana
Pembangunan
Janqka Pani ane

7o raicaigan UU RPJPN tingkup Regional II
yang dilerima oleh Deputi

70 rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Reqional Il yane dilerima olch Depuri 9o01

70 rancangan Perpres RPJMN lingkup Regional I
yanR d rtenma oleh Deputr 95"/"

70 keselarasan sasaran prograrn RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Regional II 800/0 85% 90v" 9501,

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengatr

7u keselarasan sasaran prograrl Renstra K/L
denqan sasaran RPJMN linekup Reqional II no,'1,

70 keselarasan tar.get output prioritas Renja K/L
dengar1 output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasar:an sektor/bidang
dalam RKP lingkup Resional ll

7 5"/" aooa 90"/.
Rencana
PeDlbangunan
.Iangka Pendek
(Tahulran) yo keselarasan anggaran output priodtas dalam

RKA dengan output proyek prioritas RKP dalaJn
70 76

aOYo
Bl-
45"/,

86-
90,v"

9I
9sYo

Pembangunan
Terkait Lingkup
Regional II

Terwujudnya
integrasi,
sinkr:onisasi,
dan sinergi
perencanaan
pembangunan
nasional

2.000.000 12.500,00
0

I2.500.00
o

13.200-00
o

Direktorat
Regional II12.500.00

o

80
83,9

"/o

85
a7 ,9

100

90,'/o

7 50/"

75%"

95"/"
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ko eWTMe atau sasaran set.tor/bidang
IIdalam RKP lin

45,'/" 9Uv" 95.17 5"/, ao"/"
o/o Ra-lrcangan Perpres RKP lingkup Regional lI

diterima oleh ti

700/" 75o/o aO"/. 45.k,6sYo

o/o iincia.n output prioritas K/L di Wilayah
Regional Il yang selaras dengan kegiatan
prioritas Daerah berdasarkan Analisis Wilayah/
Provinsi dalam koridor pencapatan sasalan
PN MP

ao,'t a5"t7 5t'/"P oritas Nasional PN.
70 Prioritas Daerah yartg selaras dengajr

88-
91,9

o/o

92-
95,9

o/o

96-
100
o/o

80,
a3,9

vo

84-
87 ,9

vo

yo Ketersediaan informasi hasil Pemantauan
eva.luasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup Regional II yang diterima

dan

t'olehPemb

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana

84-
a7 ,9

88-
91,9

o/o
95,9

o/o

80,
83,9

o/o

yo rekomendasi kebijskan pengeodalian yang
dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
sasaran/ta-rget PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan
sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup

al) Rc N I II

88
9t,9

o/o

96-
lo0
o/"

900,000

80-
83,9

o/o

84-
87,9
v,

7o rekomendasi kebijakan pengendalian yaig
dijalankan oleh daerah di wilayah Regional ll
dan K/L dalam rangka pencapaian sasaran
utama pembaJ\8unan daerai darl sasaran/
target prioritas daerah

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

Terwujudnya
efektivitas
penBendalian
pembangunan
nasional

100.000.0
00

41.o00.00
0 0

41.000.00
o

85-
a7 ,9

o/o

88-
90,9

o/o

91-
93,9

o/o

7o Rekomendasi Penyelesaian Isu St-rategis
Nas;(,nafl Major koject yang diialankan oleh
K/L/D d.ai stakeholders pembangunan lingkup
Regional tl

Kebiiakan
Perencanaa!
Pembangunan

20000.00
0

20.000.00
o

20.000.m
o

85-
89,9

vo

95,
100
Yo

42.lOO.OO
0

20.000.00
079,9

vo

80-
84,9

"/o

7o Rekomendasi Kebijakan (Program/ Kegiatan)
lnovasi PembanSunan yartg akan dijalankatl
oteh K/L/D dan srokeholders pembaJrgunan
lingkup Regional II yang ditetima oleh Deputi

KebijakaJr Inovasi
(Enabler)

Terwujudnya
kebUakan
pembangunan
nasional yang
visioner

100
o/o

100

"/o

7" I'claksan.r:u Tata l(elola liogkup Rcgional Il
yerng sesuai dengan ketentuan daJI aturan yang
berlaku

920/o 95/",%o pengelolaan realisasi an8garan lingkup
al ll

92"/o 95/"
tLr dan

7o Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Itc II

Maiajemen
Intemal

Ter1^ujudnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yarg bersih,
akuntabel, dan
profesional dan

Progra&/
xegiatala

. indikator UKE II
lHasil Pemba})a sal|]

'l Algct

')t))1 202) 2023

Alokssl (ddam riUu (uptohl

202\ 2022 ?023

Unit
Orgaloisasi
Pelaksana20202020

Sasaanlie
Sasa,an
StBtegis

Sasaran Program
loutcome) /

96-
100
o/o l. icD oo0

92-
95,9

o/o

94-
96,9

o/o

97-
100
o/"

90-
94,9

o/o



Perencanaan
Pembangunal1
Terkait Lingkup
Regional III

didukung oleh
kapabilitas SDM

Perencanaan Pcmbangunan 'ferkait Lingkup Regional III 6.000.000 1t-000.00 I1,000,00
o o

12.000.00
o

Rencana
Pembangunan
Janqka Panjans

7o rancangan UU RPJPN lingkup Regional III
yang diterima oleh Deputi 900/"

7o rancangan awal telcnokratik RPJMN lingl(up
Reqional I[ yang diterima oleh Deputi 90"4

9'" rancangar Perpres RPJMN lingkup Regional
Ill yang diterima oleh Deputi 950/"

9'" keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Reqional III B0% 85,X, 90"/" 95%

Rencana
Pembangunan

'langka Menengah

7o keselarasan sasaran program Renstr,r Ii/l-
dengan sasaran RPJMN linekup Regional III 7 st'/o 80%

7o keselarasan target output prio.itas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalarn RKP Linekup Reeional III

80,)1, 900,1, 95"/.

y" keselaias€-n anggaran output pdoritas dalam
RKA dengai output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasarai seldor/bidang
dalam RKP lingkup Regional III

70 76
aoo/" 85,/.

86-
9V/o

g1-
95v"

9'o Rancangan Perpres RKP lingkup Regional Itl
yang diterima oleh Deputi 7501, aoo,:, 8596 950/"

7" rincian output prioritas K/L di Wilayah
Regional III yang selaras dengar ke$atan
prioritas Daerah berdasarkan Analsis
w r layai / Provin si d alam koridor pcn.aparar
sasaran PN/MP

65'v" 7 0"/" 7 5"/" 80% 85%

Terwujudnya
intcgrasi,
sinkronisasi,
dan sinergi
perencanaan
pembangunan
nasioflal

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Talunan)

7o Priodtas Daerai yaig selaias dengan P oritas
Nasional / Maior Proiecf IPN-MP)

750h B0%

n.000.000 8 000.o00 9 00l) 000

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangnnan

7" Ketersediaan informasi hasil pemantauan daI)
evaluasi atas pelaksallaan renc€ma
pembangunan lingl:up Regional III yang diterima
oleh Deputi

80
43,9

84
a7 ,9

o/o

88-
91,9

92-
95,9

v"

96,
100

Terwujudnya
efektivitas
pengendaliarl
pembangunan
nasional

Kebijakan
PercepataJr
PembaJrgunan

7o rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalad<an oleh X/L dalam ra-ngka pencaparan
sasaran/target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan
sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup
wilayah Regional tll

80-
83,9

B4-
a7,9

92
95,9

96-
r00

1.000.000 1.500.000 1.500.000

Direktorat
Regronal III

-92-

fi.:ti:, w
l

90"/"

BB.
91,9

r 500.000

I
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Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Kehutanan dan
Konservasi
Sumber Daya

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dar Sinergi
Perencarraan
Pembangunan
Nasional

80
83,9

o/o

7o rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan oleh daerall di wilaval Regional III
dan K/L dalam ran8ka pencapaian sasaran
utajna pembangunarn daerah dan
sasaran / rafger pr ror rtas dacrah

750.O00 750,000 750,000 750,000
9l-
93,9

97-
100

7o Rekomcndasi Penyelesaian Isu Strategis
Na]sior.aJlMaior Project yang djjalanka! oleh
K/L/D dan stakeholders pembangunan lingkl-tp
ReBrorlal Ill

750,000
90
94,9

o/o

95-
100
o/o

750,000 750,000
B0-
84,9

o/"

9'u Rekomendasi Kebijakar (Pro$am/ Kegiatai)
lnovasi Pembangunan yang akan dijalankan
olch K/1./D dan \lal.ehoiders pembangunan
linskup Regional III yang diteima oleh Deputi

1007o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Regional IU
vang sesuar dengan k.lenluan dan aturan yang
bcrlaku

92Yo7o pengelolaar realisasi anggaran lingkup
Regional III

:a:227..57a-.7 :l

36.204.75
0

i:tlllll:tt]:li:llqil
36.20a,75

0

.: 22..ta;5.| 8.1..4::

0

92"1, 95"/o

r,:103iio0i0rti

0

70 Pemenuhan DirektiJ Pimpinar lingkup
Regional III yang sesuai dengan tugas dan fungsi

p KehutananPercncanaan Pembaogu
dan l{onservasi Sumber Air

Terkainan Lingku

abilitas SDM

Kebijakan
Peteflcanaan
Pembangunan

Terwujudnya
kebijakan
pembangunan
nasional yang
visioner Kebljakan lnovasi

(Enabler)

Manajemen
lnternal

Terwujudnya
kinerja
Kementedan
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh

900/"
o/o rancangan UU RPJPN lingL:up Kehutanan dart
Konservasi Sumber Daya Air yang diterima oleh
DeputiJan a Pan

Rencana
Pembangunan

90,'/"
9/o rancangan awa-l teknokratik RPJMN tingkup
xehuianan dan Konsprvasi Sumber Daya Air
yEmR d rtenma ol.h Deputr

95,'/"
r/o ranc.rngan Perpres RPJMN lingkup
Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
yang diterima oleh Deputi

950/"aoo/" 45"/. 90,h,
o/o keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Kehutaian dan
Konssrvasi Sumber Dava ALr

B0%,7 5o/o
7o keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN tingkup Kehutatan dan
l(oosFr'va\l Sumher Daya Air

RencaIla
Pembangunan
Jangka Menengah

2.975.000 2.4,15 000 2 ar l5.O0O 2 615.000 4.I15.000

- 84
87 ,9

o/"

8B-
91,9

92-
95,9

"/o

96
100
v"

,

85-
87,9

o/"

a8,
90,9

"/o

91-
96,9

o/"

75
79,9
"/.

85,
49,9

o/o

100

l:ilti5:d40:el
rirri:i:i::rrt:rr?61

Dircktorat
Kehutanan

dan
Konscrvasi

sumbcr
D:rya Air

I
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450/. 90"/"7sYo ao9/o

7" keselaiasan target output pdoritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalarn
koridor PN/MP atau sasaJan sektor/bidang
datam RKP lingkup Kehutanan dan l(onseNasi
Sumber Daya Air

76
aoo/o

8l
a50k

86,
900/"

91-
9sYo

o/o keselarasan al1ggaran output pdoritas dalam
RKA dengan output proyek prioitas RI(P dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi
Sumber Daya Air

70-
7 slo

7 5"/" aO"/o a5k 900/" 95v"
70 Rancangan Perpres RKP lingkup Xehutanan
daJr Konservasi Sumber Daya Air yang diterima
oleh Deputi

90v" 9sYo

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunal1)

7o output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis wilayah/ Provinsi arahaD Reglonal"

80
83,9

84-
a7,9

oA
95,9

96-
100

7o Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunai lingkup Kehutanan dan
Konservasi Sumber Daya Air yang diterima oleh
Deputi

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

1. r00.000 1.100.000 1.100.000

80-
83,9

Yo

84
47,9

o/"

96-
100

r.o00.000
7o Rekomendasi kebijakan pengcndalian yang
dijalankan oleh K/L dalam rangka pcri apajan
sasaran/target PN, PP, KP, proyek pnoritas, dan
sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkuP
Kehutanan dao Konservasi Sumbcr Daya Air

Tenvujudnya
Efektivitas
Pengend alian
Pembangunarr
Nasional Kebijakan

Percepatan
Pembangunan

97-
100 l6-025.00

o
20.493.75

0
20,493 73

0
24.493 7 5

0

7o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Nasior.aJ/Major Projecf yang dijalankan oleh K/L
dan stakeholders pembangunan lingkup
Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

85-
a7 ,9

vo

Kebijakarr
Perencanaan
Pembangunarr

12.000.00 12.000.00
0

I:?.O00 00
75-
79,9

o/"

B0-
44,9

95,
r00 r0_00{).00

o
12.O00.00

0

o% Rekomendasi (ebijakan (kogram/ Kegiatan)
lnovasi Pembangunan yang akan dijalankan
oleh K/L da! sfokeholders pembalgunan
lingkup Kehutanan dan Konseryasi Sumber
Daya Air yang diterima oleh Deputi

Terwujudnya
I(ebUakan
Pembangunan
Nasional yarg
Visioncr KebiJakan Inovasi

Pembangunan

100
o/"

100
o/o

7o Pelaksanaan Tata I(elola lingkup Kehutaran
dan hons.rvasi Sumber Daya Air yang sesuai

ketentuan darr aturan berlaku

920/" 950/"9o pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Kehutanan dan Konservasi Sumbcr Daya Air

92'v"

Manajemen
Internal

70 Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
yarg scsuai dcngan tugas dan fungsr

Terwujudnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yarg bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

95"/.

a8-
91,9

o/"

88-
91,9

oh

92-
95,9

o/"

88-
90,9

o/"

9l-
93,9

o/"

94-
96,9

o/o

85- 90-
94,9

o/o

95v"
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43.600.00
0

105.370.0
o0

I05.370.0
o0

105-370.0
00

Perencanaar Pembangunai'l'erkait Lingkup Kelautal1
dan Perikaran

qDak
Rencana
Pembangunan
Jangka Paniang

o/o rarrcalrgaIl UU RPJPN lingkup Kelautan dan
P.rikanan yang diterima olch Deputi

9091,

o/o rancangan awal telookratik RPJMN lingl.arp
Kelautan dan Perika.nai yang diterima oleh
DepuLj

95%7o rancargan Perpres RPJMN lingkup Kelautan
dan Perikanan yang diterima oleh Deputi

80% 9591)
9/o keselarasan sasaran program RI(P dengan
sasaran RPJMN lingkup Kelautan dan Perikanan
7o keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Kelautan dan
Perikanan

75v. lJo91,

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

ao,'/" 850r, 90"/" 95",6

7o keselarasan target output pdoritas Renja K/L
dengan outpul proyck prroritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Kelautan dar Perikaian
o/o keselarasan anggaran output pdoritas dalam
RI(A dengar output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
da.la.1n RKP linekup Kelautan dan Perikana!

70
75%

76

ao%

81
a5%

86
90%

91
95%

7 50/o aoot, a5a/" 90,'/" 95't;,7o Rancangan Perpres RKP lingkup Kelautan
dan Perikanan yarg diterima oleh Deputi

900/" 950,4,

a 195.000 11.39s.00
0

Rencajra
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

%o output proyek prioritas pada lokasi p oritas
dalam koridor PN/MP yarrg sesuai dengan
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Siocrgi

Pembangunirlr
Nasional

7o Ketersediaan informasi hasil pemaJrtauan dan
evaluasl alas pelakszmaan rencana
pembangunan lingkup Kelautan dall Perikanan
\ ans d,terima oleh Deputi

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembanzunan

84-
87 ,9

2.600.000 3.355 000 3.355.000 3.355.000 3.355 0007o Rekomendasi kebijakan peflgendaliai yang
dlalankan oleh K/L dalam r angka pencaparan
sasaran/taJget PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sas€ran sekror/ bidang dajam RKP lingk-up
Kelautar dan Perikanan

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalial
Pembangunan
Nasiona-l

Kebijakan
Percepata!
Pemba.ngunarr

85-
a7 ,9

88
90,9

91
9s,9

97
r00 750,000 r0.075.00

0
10.075.00

0
10.075.00

0
10.075.00

0

I(ebijakan
PerencanaaJI
PembanguIan

o/o Rekomendasi Penyelesarar lsu Straregis
Nas"'oflaJ/Major Project yang dijalankan oleh K/L
dan srar(ehoiders pembangu nan lingkup
Kelautan dar Per <a!an

10.075,o0
0

10,075,00
0

70 Rekomendasi Kebijakan (Pro$am/Kegiatan)
Inovasi Pembangunan yang akan dijalarkan
oleh (/L dan srarceholders pembanzunan

75
79,9

80
a4,9

85-
89,9

o/o

90-
94,9

95-
100 750,000 10.075.00

0
10.075.O0

Terwujudnya
Kebijakan
Pembangunan
Nasional yang
Visioner Kebijakan Inovasi

Pelnbarrgunan

Pembangunarl
Terkait Lingkup
Kelautan dan
Perika,nan

Direldorat
KelautaJr dai

Perikanan

ry
$rxfi94'Iffiffi

ry 104.270.0
00

85% 90,%

80-
83,9

vo

84-
a7,9

BB-
91,9

o/"

92-
95,9

o/.

96-
100

80
83,9

8B-
9I,9

o/"

92-
95,9

o/"

96-
100
o/o

91
96,9

o/o
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Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Lingkungan
Ilidup

lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima
oleh Deputi

r00 1007o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Kelautan
dan Perikanan yang sesuai deirgan ketentuan
dan aturan vanq berlaku

950/o70 pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Kelautan dan Perikanan

95"/"920/"

Manajemen
Internal

o/o Pemenuhan Direktif hmpinan lingkup
Kelautan dan Perikanan yang scsuai dengan
tugas dan fungsi

Terwujudnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

l4_000.00
0

36.000.00
0

36.000.00
0

36.O00.O0
0

37.O00.00
0

Perencanaan Pembargunan Terkait Lingkup Lingkungan
Ilidu

Rencana
Pembangunan
Janqka Paniang

o/o rancangal UU IiPJPN lingl{up Lingkungan
Hidup yang diterima oleh Deputi

70 rancangan awal tcknokratik RPJMN lingkup
LingkunRan Hidup yang diterirna oleh Deputi

95v"
o/o rancangan Perpres RPJMN lingkup
Lingkungan Hidup yarlg dite ma oleh Deputi

75v" ao./" 4570 950/"
yo keselarasan sasaran program RI{P dengan
sasaran RPJMN Iingkup Lingkungan Hidup

80%
"/o keselarasal sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Lingkungan
Hidup

7 5"/.

Rencaia
Pembargunan
Jangka Menengai

7 st'/o 809/" 95v"

o/o kesela.asan target output prioritas RenJa K/L
dengan output proyek prioi_itas RRP dala.m
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalan RKP lingkup Lingkungan Hidup

70-
75.k aook

91-
95v"

o/o keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bida-ng
dalam RKP lingkup Lingkungan l-lidup

950/"
o/o Rancangan Perpres RKP lingkup Lingkungan
Hidup yang diterima oleh Deputi 80.

90"/. 95v"
o/o output proyek priodtas pada Iokasi p oritas
dalam korido. PN/MP yang sesuai dengan
Analisis wilayah/ Provinsi arahan Regional*

Terwujudnya
lntegrasi,
Sinkronisasi,
dar Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

80-
83,9

%o

84-
87,9

o/o
500,o00

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

o/o Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pela.lGanaan rencana
pembangunan lingkup Lingkungan Hidup yang
diterima oleh Deputi

Terwujudnya
Efektivitas
Pengend a.1iarl

Direktorat
Lingkungan

Hidup

ffi1ila:G

920/o

9OYo

9O"/o

900/o

B5% 9O"/o

8l
850/o

86
90<'/"

900/oaSvo

5_500.o00

Rencana
Pembangunall
Jangka Pendek
(Tahunan)

88-
91,9 95,9

96-
100



88 92-
95,9

Vo

96-
r00
ok

80
83,9

a4-
a7 ,9

o/o Rekomendasi kebijakan pengendalian yarg
dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek priodtas, dan
sasaran sektor/ bidang dala$ RKP lingkup
Linskungan Hidup

Pembangunan
Nasional Kebij akan

Percepatan
Pembangunan

12.750.O0
0

12-750.O0
0 0

85-
a7 ,9

vo

88-
90,9

9l-
93,9

"/o

94
96,9

97-
r00
otI

5.250 000 t2.750.00
0

o/o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
NasionaJlMoJor Project yang diJalankan olch K/L
darl staL:eholders pembangunan lingkup

Hidu

Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan

12.750.O0
0

95
100 5.250.000 12.750.00

0
t2.750.OO

0
12.750_00

0

75-
79,9

ao
44,9

B5-
89,9

o/"

90
94,9

7o Rekomendasi Kebijakan (Progtam/ Kegiatan)
Inovasi Pembargunan yang a-I{an diJalankan
oleh K/L dan stakeholders pembangunan
lingkup Lingkungan Hidup yang diterima oteh
Deputi

Kebijakan lnovasi
Pel11bangunan

Ter((ujudnya
Kebijakan
Pembangunan
Nasional yang
Visioner

100

"/"

100%o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
I-Iidup yang sesuai dengan ketentuan dan

Lingkungan

aturaII ber1a.lflr

92"/" 9slo7o pengelolaan realisasi anggaran linghup
Lingkungan Hidup

92"/" 95"/,
'% Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
l,ingkungan l-Iidup yang sesuai dengan tugas
dan fungsi

Terwujudnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Maiajemen
Intemal

33.362.22
69.000.000 32.000.00 32,000.00Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan

90,'/o
o/o rancangan UU RPJPN lingkup Pangan da!
Pertaniarl yang diterima oleh Deputi

Jan Pan

Rencana
Pembanguflan

90<'k,7o rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
ditedma oleh De utiPertanian

950/"9'o rancangan Perpres RPJMN lingkup Pangan
dan Pertanian yang ditedma oleh Dcputi

7svo 80,/. 85% 9O"/o 950n,sasaran prograrrt RKP dengarro/o kesclarasan
dan Pertaniansasaran RPJMN lingkup Pangan

7 5't, 80,/o

Rcncana
Pcmbangunan
Jangka Menengah

%o keselarasan sasara! program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Pangan daJI
Perta-nian

85'/. 9070 95v"7 5t'/" ao%,

7o keselaiasan target output prioritas Renja
dengan output p.oyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidarg
dalam RXP line,kup Pargan dan Perlanian

K/L

70,
75o/o

76
80%

81-
a5v"

B6-
9O"/o

91
95/o

70 keselar.asan anggaran output priodtas dalan
RKA dcngan output proyek prioritas RKP dalaa

Rencana
Pemba.ngunan
Jangka Pendek
(Tal)unan)

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
PaJIgar1 dan
Pertanian

TenvujudDya
integrasi,
sinkronisasi,
dar sinergi
perencanaan
pembangunan
nasional

3.500.000 10.000.00
0

lo.000.oo
o

10.000.o0
0

Direktorat
Pangan dan
Pertanian

-97-

o
32.000_00

Pertarlian

tt.362_22
6
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ko dor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP linskup Pangan dan Pertanrai

9OYo 95"1,7 5o/o tto,'1, a50a
o/o Rancangan Perpres RKP liogkup Pangan dan
Pertanian yang diterima oleh Deputi

9OYo 959i,
7o output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis wilayah/ Provinsi arahan Regionql"

40,
83,9

84-
a7 ,9

o/o

88-
91,9

o/o

70 Ketersediaai informasi hasil pemantauaJr dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup Pangarr dan Pertanian
yang diterinra oleh DeputiPcml)

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencara

84-
a7 ,9

88-
91,9

o/o
95,9

o/o

96-
100

80-
83,9

Kebtakan
Percepatan
Pembargunar

7o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
diJalanka, olcll K/L dalam rangka pencapaiar
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasarzrn sektor/ bidang datam RKP lingkup
Pangari dan Pertalrian

Terwujudnya
efektivitas
pengenda.liaJr
pembangunan
oasional

a5-
47,9

o/o

88-
90,9

91-
93,9

94-
96,9

"/o

97-
100
o/"

7o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Nasionall Major Projecf yang dijalankan oleh K/L
dan starceholders pembangunan lingkup Parlgan
dan Pertanian

Kebijakart
Perencanaan
Pembangunan

90
94,9

"h

95
r0079,9

o/"

80-
44,9

o/o

85-
89,9

7o Rekomendasi Kebijakai (Proglam / Keaiatan)
Inovasi Pembangurran yang akan dijalankan
oleh K/L dan srakeholders pembangunan
lingkup Pangan dan Pertanian yang diterima
oleh Deputi

Ter*lrjudnya
kebijakan
pembangunan
nasional yang
visioner

Kebijakan Inovasi
Pembangunan

100 100
o/o

o/o Pelaksaiaan Tata Kelola lingkup Pa!8an dan
Pertaiian yang sesuai dengaJr ketentuan dan
aturan yang berlaku

92"/.
o/o pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Pa.ngai dan Pertanian

920/. 95.1
7" Pemenuhan Direktif Pifipinan lingkup Pangan
darr Pertanian yang sesuai dengan tugas dan
fungsi

Manajemen
Intemal

Terwujudnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

14.000.00 1a.000.o0
0

la.ooo.00
0

Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber
Daya Energi, Mineral, dan Pertambangao

90"/"
Rencane
Pembangunan
Janqka Paniang

o/o rancaigan UU RPJPN lingkup Sumber Daya
Energi, Minera.l, dan Pertambangan yang
diterima oleh Deputi

9o<vo

o/o rancangan awal teknot<ratik RPJMN lingkup
Sumber Daya Energi, Mineral, darl
Pertambangan yaig diterima oleh Deputi

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengai

Pelencanaan
Pembangu naJr
Terkait Lingkup
Sumber Daya
Energi, Mineral,

Terwujudnya
tntegrasi,
Sinlconisasi,
dan Sinergi
PerencanaaJt

l.500.ooo

Direktorat
Sumber

Daya Energi
Mineral, dan
Pertambanga

n

Sas€ran Ptogrartl .

(Outcome)/ .i'..
Sasar.D 1(eEiaten,ril

Progrom/ Sasarali.

',.$i41!an Stratagi!
Indikator UKE II

lHasii Pedbahasanl

'I ar g* Unit
Orgarisaei
Pelalisana2A2X 2024

92-
95,9

o/"

96-
t00

,,*",.1"*,,__1,,.-,

19,500.00
o

I
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dan
Pertambangan

o/o rancaigan Perpres RPJMN lingkup Sumber
Daya Energi, Mineral, dan Pertarnbangan yang
diterima oleh Deputi

B0% 85% 9001,
7o keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya Energi,
Mineral, dar1 PertaDbangan

aoo/"
7o keselarasan sasaran program Renstra }(/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya
Enerqi, Mineral, dan Pedambangan

7 5"/, aOo/i, 85% 900k 95"/.

70 kesela-rasai target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Sumber Dava Ener8r,
Mineral, dan Pertambangan

B1-
a5/o

86
90\y.

91
950/"

70-
7 5"/.

76-
ao"/.

7o keselarasan angga-ran output prioritas dalajn
RXA dengar output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP tingkup Sumber Da) a Enet s,
Mineral, dan Pertambangan

aooh 45,/o 90"/" 95"/"
yo Rancangan Perpres RKP lingkup Sumber
Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang
diterima oleh Deputi

950/"

Rencana
Pemba.ngunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

7o output proyek prioritas pada lokasi priorilas
datam koddor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis Wilayal/ Provinsi arahan Regronal"

Pembangunan
Nasional

B0-
83,9

84-
a7 ,9

8a-
91,9

v"

96-
100

7o Ketersediaar informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaLsanaan rencana
pembangunaJt lingkup Sumber Daya Energi,
Mineral, dan Pertambangan yang diterima oleh
Deputi

InforBasi Hasil
Pelaksarraan
Rellcana
Pembangunan

84,
a7 ,9

o/o

88
9r,9

92
95,9

96-
100

1.750.000 3.O00 00o

B0-
83,9

Kebijakart
Percepatan
Pembangunan

%o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan oleh K/L dalam rangka pen(apajan
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup
Sumber Daya Energi, Mineral, dan
Pertambaigai

Terwujudnya
Dfektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

n

95o/o

950/"

9U/o

92-
9s,9

o/"

3.000.000
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5.750.000 5.750.000
91-
93,9

94-
96,9

o/o

97-
100 1.275.000

85-
87 ,9

o/"

I 275 000 5 730 00079,9
o/"

a5
89,9

o/o

90-
94,9

o/o

95-
100

r00 r00

9',2'v,, 95'l'

4.544.000
I I

i.615 929 7.550.000 7.550.O00Perencanaan Pem danTerkait IIsaha Mikro liecil

laam rlisirsipengelo angSaran p

tiditerima olehPertamb

Sumbe. Daya Dnergi, Mineral, dan
Pertarn

I(ebijakan
Perencanaan
Pemb angu n artTerwujudnya

Kebijakan
Pembaigunarr
Nasional yaig
Visioner Kebijakan Inovasi

Pembangunan

Terwujudnya
kineda
Kementenan
PPN/ Bappenas
yarg bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Manajemen
Intcrnal

9/o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Nasior,al/Major Project yang dijalaikan oleh K/L
dan stakehoiders pembaigunan lingkup Sumber
Daya Energi, Mineral, da! Pertambangan

y" Rekomendasi Kebijakan (P!og!am / Kegiatan)
Inovasi Pembangunan yang akan dijalaikan
oleh K/L datl slakeholders pembangunan
lingkup Sumber Daya Energi, Minelal, dan

o/" Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Sumber Daya Energi, Mineral, dan
Pertambangan yang sesuai dengan tugas darr

o/o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Su.nber
Daya Energi, Mineral, dan Pertarnbangan yang
sesuai dengan ketentuan dan aturan yang
berlaku

90,t"
7" rancangan UU RPJPN tinglQp PengembaiSan
Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
yans diterima oleh Deputi

Rencana
Pembangunan
Jangka Paniang

90"1,
o/o rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Pengembangar Usaha Mikro, Kecil, Meflengah,
dan Koperasi yang diterima oleh Deputi

95"1,
o/o rancaiSan Perpres RPJMN lingkup
Pengembangal Usaha Mildo, Kecil, Menengah,
dan Koperasi yang diterima oleh ti

aoo/o 85%
"/o keselaiasai sasaran program RKP dengdr
sasaran RPJMN lingkup Pengembangan Usaha
MrkJo. Kecil, Menenqah, dan Koperasi

80,2,75'v"
o/o keselarasan sasaran prograrn Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Pengembajlgan
Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dart Koperasi

Rencana
Pembangunai
Jangka Menengah

7 5.1, a00/. 85.1, 90,'1, 9sth,
yo keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koddor PN/MP atau sasaran sektot/bidang

Rencana
Pembangunan

Prograra/
.I(egiatan

Sasarall
Stategis

Sasamn Eogram
(Outcome)/ Indikator UKE ll

{Hasil l,ernbahaian}

Tar-get

202) 2023

Alokosi {dalnm ribu rupithl

mrr 2022 2023

' Unit
Organisasi
Pel€ksana,or4 ?020

Sasaftn I(e atl

Perencanaa!
Pembangunai
Terkait Lingkup
Pengembangan
Usaha Mikro,
Kecil,
Menengah, dan
Koperasi

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

1.750.o00

Direkorat
Pengembane

an Usaha
Mikrc, Kecil,
Menengah,

dan Koperas

1.750.000

88,
90,9

Yo

ao-
44,9

95v"

AI{ERJAAN
DEPUTI BIDANC KEPENDUDUKAN DAN
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Mikro Kecil Mcn
da-taJfl RKP lingkup Peflgembangan Usaha

dan

91-
950/"

70-
750/"

76-
a@/o

8l-
a50/"

86-
90"/"

70 keselarasan anggaran output prioritas da.lam
Rt(A dengan output proyek prioritas RKP dalarl
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidaig
dalaE RKP lingkup Pengembangan Usaha
Mikro Kecil Me , dan Ko

900/" 95"/"aov" 45"/"
7o Rancangan Perpres RKP lingkup
Pengembangan Us€ira Mikro, Kecil, Menengah,

diterima oleh Dc u1id:rn

95"1,

Jangka Pendek
(Tahunan)

7o output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yarg sesuai dengan
Analisis wila Provinsi araharl

92-
95,9

96-
100
"/o

80-
83,9

a4-
a7 ,9

88-
91,9

o/"

70 Ketersediaan ioformasi hasil pemartauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup Pengembangan Usaha
Milso, Kecrl, Menengah, dan Koperasi yan8
diterima oleh ri

I ormasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunalr

84-
a7,9

o/o

88,
91,9

o/"

96-
100
Vo

t.500.000

80-
83,9

Kebjjakan
Percepatan
Pembaigunar

7o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaiall
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasarar sektor/ bidang dalarn RKP lingkup
Peqgembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah,
dan

Terwujudnya
Efektivitas
Pengenda.lia!
Pembangunat!
Nasional

97-
100 2.t13.929 2 300.o00

88-
90,9

"/o

91-
93,9

vo

94-
96,9

7o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Nasionau Major Projec, yang dijalankan oleh K/L
dan stokeholders pembangunan lingkup
Pengembangal Usaha Mikro, Kecil, Menengah,
dan

Kebijakan
Perencanaan
Pembangunar

85-
89,9 100

o/"
2.000.0o0 2 000.000

75-
79,9

o/"

80-
84,9

o/"

7o Rekomendasi Kebijakan (Program/ Kegiatan)
Ioovasi Pembangunan yang akan dijalankan
oleh K/L dan slakeholders pembangunan
lingkup Pcngembangan Usaha Mikro, Kecil,
Menengah, dan Koperasi yang diterima oleh

ti

Terwujudnya
Kebijakan
Pembalgunan
Nasional yang
Visioner Kebijakan Inovasi

Pembanguflan

100

"/o

o/o Pelaksanaa! Tata Kelola lingkup
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah,
dan Koperasi yang sesuai dengan ketentuan dan
aturan bcrlaku

95%9r/"
dan K

o/o pengelolaai lealisasi angga.ran lingkup
Pengembangan Usaha Mi.tso, Kecil, Menengah,

92Yn 95'n

Manajemen
lntemal

Usaha Mikro Iiccil M( n(
7o Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup

l)

Terwujudnya
kinerja
Kementenan
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh

rlitas SDM

ftOglarn/
:.,{9gla!8n

Sasala!
Sffategi!

Sasaran Progrsm
(OutcorBe)/ '.

Sasa.an [e{iatan,,,

IndikaloJ UKE Il
lHasil Partibairas€n)

Unit
Organisasi
Pelaksana2021 2022 2024

9OYo

92-
95,9

85-
a7 ,9

90
94,9 2.000 000

100
I

I

I
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dan Koperasi yang sesuar dengan tugas da.n
fu

12.900_00
0

12.900.00
0

12.900.00'0 13.500_00
o

10.000.00
0Perencanaar Pcmbitngu naIL Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rencana
Pembangunarr
Jangka ParriaJIg

o/o rancalgan UU RPJPN lingkup

tedma
PCdanI{emiskin bcrdayPerlanggula-Irgal1

di olehM

900r,
awal teknokratik RPJMN Iingkup

Penanggulangan Kemiskinan dan Pem
Masyarakat yang diterima oleh Dcputi

berdayaan
9'o rancangan

95.
70 rancangan PerPres RPJMN
Penanggrlangan Kemiskinan dall Pemberdayaan

lingkup

ditc ma oleh De tit

90,'/o7syo 80,r, 850r,

7 5,'t) 80,/odengan sasa-ran RPJMN lingkup
Penanggulanga.n Kemiskinai dan Pemberdayaan

progam Renstra K/L70 keselarasan sasaran

Masyarakat

Rencana
Pembangunan
Jarrgka Menengah

B5% goo/" 9Stvo7 50/o ao"/"

yo keselarasan target output prioritas Rerja K/L
dengai output proyek pdoritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Pena-nggulangan Kemiskinan
dan

70-
754/"

76
aov"

81-
B5%

B6
900/.,

9l
95"/.

u/o keselarasan arggaran output prioritas dalam
RI(A dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup PenarggulaJrgan Kemiskinan
dan

95"/.aoo,l) 85,/. 9O"/o

2_000.000

90,/o

2 000.000

Rencana
PembangunaIl
Jangka Pendek
(Tahunan)

Terwujudnya
lntegrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

a4-
a7 ,9

88-
91,9

o/o

92-
95,9

o/o

96-
100

evaluasi atas pelaksaia€m rencana
pembangunan lingkup Penanggulangan
Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
yang diterima oleh Deputi

hasil pemantauan dan7o Ketersediaan informasi
Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rellcana
Pembangunai 1.400.000

92
95,9

96
100

1.200.000 r.400.000 1_400.000

80
83,9

84,
87 ,9

BB
91,9

70 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan oteh K/L dalam rangka pencapaian
sasaran/tarqet PN, PP, KP, proYek priodtas, darl

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pemballgunan
Nasional

PerencaJIaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Penanggulangan
I(emiskinan dan
Pemberdayaan
Masyarakat

I)irektoral
Pcn alflgu la.

gan
I(emiskinan

dan
Pembcrdaya.

TI

Masyarakat

K

900/.

95"1
9'u keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Penarggulangan
Kemiskinan daJr Pemberdayaan Masyarakat

95.k

80
83,9

oa
1..100.000
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sasaran settor/ bidang dalar[ RKP lingkup
Penanggulangai Kemiskinan dan Pemberdayaal
Masyarakat

97-
loo 5.500.ooo

85-
a7 ,9

o/"

88-
90,9

o/o

9l-
93,9

o/o

94
96,9

o/"

o/o Rekomendasi Penyelesaian lsu Strategis
NasiotallMajor Projecl yang dijalankan oleh K/L
dan staLeholders pembangunan lingkup
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan
Masyarakat

Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan

89,9
90-
94,9

95-
r00
o/o

75
79,9

o/"

80-
84,9

o/o

7o Rekomendasi Kcbijakan (Program / Kegiatan)
lnovasi Pernbangunan yang akan dijalankan
oleh K/L dan slarcehoiders pembangunan
lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masya-rakat yang diterima oleh
Deputi

Kebijakan Inovasi
Pembangunan

Terwujudnya
Kebijakan
Pembangunan
Nasional yang
Visioner

100
"/o

ro0
"h

o/o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
Penan ggu langan Kemiskinai dan Pemberdayaatl
Masyarakat yang sesuai dengan ketentuan dan
aturan yang berlaku

92"/. 9501,

o/o pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Penanggulangan Kemiskinan dan Pembeadayaan
Masya-rakat

92v" 9501

Manajemen
Internal

7o Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaa!
Masyarakat yang sesuai dengan tugas dan
fu nRSi

Ter*!judnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

7.700.o00 9.300.0()0Perencanaai Pembangunan Terka.it Lingkup
uduken dan Jaminan Sosial

90"/"7o rancangan UU RPJPN lingkup Kependuduken
dan Jaminan Sosial yang diterima oleh Deputi

.J

Rencana
Pembangunan

900/.
o/o rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Kependudukan dan Jaminan Sosial yang
diterirrra olch Dcputi

95'1,
7o rancangan Perpres RPJMN lingkup
Kependudukan dan Jaminan Sosial yang
diterima oleh Deputi

aO"/o a5/,, 900/" 95'%,
70 keselarasan sasatai program RKP dengar:r
sasaran RPJMN lingkup Kependudukar daJr
Jaminan Sosial

ae/"

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

7o keselarasan sasaran progam Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Kependudukan
dan Jaminan Sosia.l

9501,80,/. 85,/. 90v"
o/o keselarasai target output prioritas Renja K/L
deogan output proyek prioritas RKP dalam

Rencana
PembanglrnaJl

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Kependudukar
dan Jaminan
Sosial

Terfirjudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi

Pembangunan
Nasional

2.700.000 4.300.0o()

Ilirektorat
Kcpenduduk

an dan
Jaminan

Sosial

' SasaraI hogram
(Outcorle)l .. ..-.

Sa$aran l\eslatafl,']

Sasaraii
Stra!9gis-

Bqg'ar-n/
r:lqgiatan

lndikato. UKE II
(HasiliPdinbahass!)

Alokasl ldalam ribu r$piahl Unit
Ol ga!i9asi
Felaksalla2021 2022

5.5m.OOO

l.*"*"

I

2.700.o00

I
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koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Kependudukan dan
Jaminan Sosial

70
75"k

76
aooa

a6
900/o

o/o keselarasan anggaran output prioritas
RI(A dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasa-ran sektor/bidang
dalan RKP lirrgkup Kependudukan dan
Jaminan Sosial

dalam

90"/" 95/.,80.t,
o/o Rancangan Perpres RKP lingkup
Kependudukan dan Jaminarl1 Sosial yang
ditedma oleh uti

Jangka Pendek
(Tahunan)

7o output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis W onal*Provinsi arohan

80
43,9

o

81-
a7,9

B8-
9l ,9

o/o Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana

dlinnaibalgu pgkupeln
di riJ SosialamtnanPemb

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana

2.000.000 2.O00 000 2.000_000

92-
95,9

2.000,ooo

80-
83,9

o/.

84
a7 ,9

o/o

88-
91,9

o/o Rekomendasi kebrjaka, pcngendalian yanS
dijalankan oleh K/L dalam rangka p.nrapaiar
sasa.ran/taiget PN, PP, KP, proyek prioritas, dar
sasaran sektor/ bidang dalaro RKP lingkup

ukan dalr Jaminan Sosial

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

Terwujudnya
Efektivitas
Pengcndalian
Pembangunan
Nasional

2.000.000 2.000.000 2.O0()0c0 2 000.000
88-
90,9

"/o

91-
93,9

o/o
2.597.960

85,
a7 ,9

o

o/o Rekomendasi Penyelesalan Isu Strategis
N^sior,allMajor Projecf yang dijalankan oleh X/L
dar, stakehold.ers pembangunan lingkup

endudukan dan Jalnlnan SosialKep

Kebijakart
Perenca.naaJr
Pembangunan

r.o0()0(02.O00.000
75

79,9
Yo

80
84,9Kebijakan Inovasi

Pembangunan

Ter'wujudnya
Kebijakan
Pembangunan
Nasional yang
Visioner

r009'o Pelaksanaan Tata Kelola
Kependudukan dan Jarninan Sosiat yang seslrai

berlaku

lingkup

ketentuan dan aturan

92"1,9/o pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Kependudukan dan Jaminan Sosial

92v" 950/o
Direktif Pimpinan Iingkup

Kependudukan dsn Jaminan Sosial yang sesual
ok Pemen

den tu dan fun

Manajemen
Internal

Terwujudnya
kine{a
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional da-rr

didukung oleh
abilitas SDM

a

B1-
aSYo

91'
950/"

75v"

90v" 951'/o

92-
95,9

o/"

g6-
100

96,
100
o/"

1.500_000

94
96,9

97-
100
v.

1.000.000 L000.0()0
85-
a9,9

o/o

90-

o/o

95-
100

7" Rekomendasi Kebijakan {Program/Kegiatan)
loovasi Pembangunan yang akan dijalankan
oleh K/L dan sfarceholders pembaogunan
lingkup Perencanaan Kependudukan dan
Jaminan Sosial yalg diterima oleh Deputi

100
o/"

95',1"
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Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Ketenagakerj aan

5.000.000 5.O00.o00 5.000.o00Perencanaar Pemb,rngulral1'I'c.kait LingkLrp
l(el en.lgakcl aan

90,j/o
Rencana
Pembangunan
Janqka Pani anq

7o rancaigan UU RPJPN lingL:up
Ketenagakerjaan yang diterima oleh Deputi

90.7" rancangaq awa.l teknokratik RPJMN lingkup
Ketenagakeriaan yang diterima oleh Deputi
7o rancangan Perpres RPJMN lingkup
Xetenagakeriaan yang diterima oleh Deputi 95,11,

80% a5v" 90,v. ()5')\,7u keselarasan sasaran program RKP dengai
sasar an RPJMN lingkup Kerenagakerjaan

75v" 800/o

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

'/n kcsclilr'asan sasar:rn program Rc stra li/1,
durg.rn sasitr;tn RP.IMN li gkup
lictcnagal{crjaan
70 keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek p o tas RKP dalam
kondor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP linekup Ketenagakeriaan

B0% B5% 9501,

70
750/"

76-
aoo/"

BI
B5%

91-
95v"

70 keselarasan anggaran output prioritas dalam
RXA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridoi PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingLlrp XelenaRaleriaan

80% 850/. 95"/"7. Rancangan Pcrpres RKP lingkup
Keteragakeaaan yang diterima oleh Deputi

90v" 95.t,

2.500.000 2.500.000

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

no ourpul proyek prror rtas pada lokasi priorilas
dalam ko, rdor PN/M P yang sesuaj dengan
Analisis wilayah/ Provinsi srahan Regional*

3.400.000

Ten&ujudnya
integrasi,
sinlconisasi,
da,Ir sinergi
perencanazrn
pemb anguoa,n
nasional

92-
95,9

96-
100

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
PembanzunaII

7o Ketersediaan informasi has,l pemantauan daIr
Fvaluasi alas pe)aJ<saj]aan rencana
pcmbangunan lingkup Ketenagakerjaan yang
ditedma oleh Deputi
7o Rekomendasi kebijakan pengefldaliar yang
dijalankan oleh K/L ddlam r antka pencapaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek priodtas, dan
sasaran seklor/ bjdang dalam RKP lingkup
Kerenaeakeriaan

92-
95,9

o/"

96-
100
o/o

r.400.000 1.400 000

Terwujudnya
efektivitas
pengendalian
pembaJrgunai
nasional

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

91-
93,9

o/"

94-
96,9

o/o

97
100

Keb!akan
Perencaraan
Pembangunan

7o Rekomdldasi Penyelcsaian lsu Strategrs
N asion al / li{ajor Pr.recl yang dijalarkan olch K/ L
dan .sl alrc/ rc l.l.rr-s pcmbangunan lingkLrp
1((:lcrracahciaarr

600,000

85-
a9,9

90-
94,9

95-
100
,'k

Kebiji*.an Inovasi
Penbangunan

o/o Rekomendasi Kebijakar (ProgIam / (egiatan)
Inovasi Pcmbangunan yang akan dijalankan
ol.h K/1. dan slrrkcholdcrs pembangunan

500,000

Ter$,uju dnya
kebijakan
pembangunan
nasional yang
visioner

Dil eklorat
I{ctcnagakcr

ry 4.739 395 5.900 000

90v"

B6-
90v"

90v"

80- a4-
47,9

B8-
91,9

80-
83,9

vo

84-
a7,9

ok

Ba-
91,9

oa

85-
a7,9

vo

88-
90,9

o/o

75
79,9

80-
44,9 500,000 500,000 500,000
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lingkup Ketenagakeiaan yang diterima oleh
Deputi
7o Pelaksaiaan Tata Kelola lingkup
Ketenagakedaan yang sesuai dengan ketentuan
dan atura.n yarg berlaku

100
o/o

100

%o pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Ketenagaked aan 92vo 95"/"

Terwujudnya
kinerja
Kementedan
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, da-rl
profesional dan
didukung oleh

Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama,
Pendidikan

abilitas SDM

Manaiemen
Interna.l

70 Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Ketenagakerjaan yang sesuai dengan tugas dan
fungsi

920/" 95/o

6.500.000

'rr3q:5o4.r3r1::l

6.500.000

:,:2t.r:100:oiil, amttta
llll.:ill:i: iliil::i:.q, l:

6.500.004r

-:.:1)7:304':Aq:':

::tillli:
a o00.o00

Rencana
Pembarguna.n
Jalgka Parians

70 rancangan UU RPJPN lingkup Agama,
Pendidikan, dan Xebudayaar yang ditcdma oleh
Deputi
o/o rancangart awal teknokratik RPJMN lingkup
Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang
diterima oleh Deputi

900/"

o/o ranca.ngan Perprcs RPJMN lingknp Agarna,
Pendidikan, darl Kebudayaan yang dite.ima oleh
Deputi

95"/o

7o keselarasal sasaran program RKP dengan
sasaJan RPJMN lingkup Agama, Pendidikan,
dan Kebudayaan

B5'2, 9O"/o

Rencana
Pembangunan
Ja.ngka Menengah

7o keselarasan sasaran prograrn Renstra K/L
deugan sasaran RPJMN lingkup Agama,
Pcndidikan, dan (ebudayaan

75h

7o keselarasa.n target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek pdoritas IIXP dalarll
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidaig
dalarn RKP linglup Agama, Pendidrl{an, dajr
Kebudayaan

aovo 85%,

o/o keselar:asan snggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Agama, Pendidikan, dai
Kebudayaan

70- 76-
aO"/o

81
a5/"

a6
9f)0/"

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

o/o Rancangan Perpres RKP Iingkup Agama,
Pendidikan, dan Kebudayaarl yang ditedma oleh
Deputi

ao%t a50n, 90v" 95v"

PerencaIlaar
Pembangunan
Terkait Lingkup
Agama,
Pendidikan, dan
Kebudayaan

Terwujudnya
lntcgrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

3.250.000 2.750 000 2.750.000 2 750.000 3 50(] 000

Direktorat
Agafia,

Pendidikan,
dan

Kebudayaan

90v"

B0% 95v"

aoo/"

7 5"/o 90v" 9sln

9l-
9s'vo
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9OY" 9so/o
7o output proyek ptioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengar
Analisis Provinsi arahal

a4-
87 ,9

%o

88
91,9

o/"
95,9

o/"

96-
100

o/o Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelal<sanaan rencana
pembangunan lmgkup Agama, Pendidikan, dan
Kebudayaan yang diterima oleh DeputiPerrrb

lnformasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana

1.750.000 1.750.o00 2.000.o00

B4-
a7 ,9

o/.

88
91,9

92-
95,9

96-
100

u/o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankarr oleh K/L dalam rangka pen.aparan
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup

Pendidikan dan Kebu

T erwujudnya
Efektivitas
Pengendalial
Pembangunan
Nasional

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

94
96,9

97
r00
o/o

1.000.000 r.000.000 1.000.o00
85
a7,9

o/"

91-
93,9

7o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Nastor'aJ/ lilajor Projec, yang dijalaikan oleh K/L
dan stokeholders pembangunan li[skup Agama,
Pendidikan, dan Kebudayaan

Kebijakan
Percncanazu-I
PembaDgunan

1.000.000 r.000.o00
75
79,9

80-
84,9

o/o

85-
89,9

90
94,9

95
100 750,000

7u Rekomendasi Kebijakan (Pro$arn / Kegiatan)
Inovasi Pembangunan yang akar dijalankan
oleh K/L dan sfakeholders pembangunal
Iingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
yang diterima oleh Deputi

Kebijakan Inovasi
Perl-IbanErnan

Terwujudnya
Kebijakarr
Pembangunan
Nasional yang
Visioner

100 10070 Pelaksanaan Tata IGlola fngkup Agama,
PendrdLt(an, dan Kebudayaan yang sesuai

ketentuan dan aturande berlaku

92"/" 95"1
Kebu

y" pengelolaan realisasi anggaran lingkup

921X, 950/o
70 Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup Agama,
Pendidikan, dan Kebudayaan yang sesuai
dengan lugas dan tungsi

Marlajemen
Internal

Tei'wuj udnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

6.550.0()0 4r.550.0O0 7_650.O005..r33.000Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pcndidikan
uan dar 'ltknolodan ILnu Pe

90"/.
o/o rancangi:n UU RPJPN lingkup Pendidikan
TinBSi dan llmu Pengetaluan dan Teknoiogi
yalli diterima oleh DeputiJan Pan

Rencana
Pembanguntul

900/o
%o rancangan awal teknoloatik RPJMN lingkup
Pendidikan Tinggi dan llmu Pengetahuan dan
Teknolosi yang diterima oleh Deputi

9s.ti)
yo rancangan Perpres RPJMN lingkup
Pendidikan Tiflggi darr llrnu Pengetahuan dar

diterima oteh D tiT

90"/. 95"17 5.'t 850/o

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengai

7u keselarasan sasarai pro$am RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Pendidikan Tinggi dan
Ilmu Pcngetciuan dan Teknolqgi

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Liflgkup
Pendidikan
Tinggi daJI llmu
Pengetahuan
dan Teknologi

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi ,

dan Sinergl
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

3.000.000

Direktorat
Pendidikan
Tinggi dan

Iptek

80-
83,9

r.500.000

80-
83,9

o/"

88-
90,9

o

6.550.000

80.1,

tt
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750k ao.k
7o keselarasan sasar:all program Renstra K/L
dengarl sasaran RPJMN lingkrrp Pendidikan
Tinqei darr Ilmu Pengetahuan dan Tel.nologi

aOYo 85% 95v"

target output pdoritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasar.an sektor/bidaig
dalarlr RKP Iingkup Pendidikan Tinggi dan Ilrnu
Penget aliuan dan TekJrologi

70 keselarasan

70 76-
ao"/.

a1-
a50n,

Ba)

90"/,,
91
95v"

yo keselarasan anggaran output prioritas dalam
RKA dengan ourpul pro\ek prronlas RKP dalam
koridor PN/MP alau sasaran sektor/bldant
dalam RI(P lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu
Pen geraJruan dan Teknologl

951,7 5"/o 80% 85% 9O"/o
7" Rancangan Perpres RKP lingkup Pendidikan
Tinggi dair Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
yans ditedma oleh Deputi

90,'/" 9so/o

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Taiunan)

o/o output proyek priodtas pada Iokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis wilayall/ Provinsi arahan Regional"
7o Ketersediaan informasi hasil pemantauai dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembargunan lingkup Pendidikan Tinssi darl
Ilmu Pengetal-ruan dan Teknologi yang diterima
oleh Depulr

Infonnasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

96-
100

2.183.000 2.300.000 2.300.000ol, Rekomendasi kebijakan pcngcndalian yang
dijaladcan oleh K/ L dalam rangka pencaparan
sasaran/target PN, PP, KP, proyek priodtas, dail
sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup
Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengeta.huan dan
Teknologi

T en ujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

97-
100

yo Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
NasionallMajor Projec, yang diialankart oleh K/L
dajJ stdkeholders perlbangunan lingkup
Pendidikan Tinggi dan Ilrnu Pengetahua.n dan
Teknoloqi

Kebijakan
Perencanaan
Pembangunarl

95
100

80,
84,9

7o Rekomendasi Kebijakai (Program / Kegiatan)
Inovasi Pembangunan yang a](arl dijalankan
oleh K/L dan srakeholders pembangunan
lingkup Pendidikan Tinggi dan llmu
Pengetahuan dan Teknologi yang diterima oleh
Deputi

Kebjjakan Inovasi
Pembangunan

Terwujudnya
Kebjjakan
Pembargunan
Nasional yang
Visioner

100 1009'" Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Pendidikan
Tinggi dan Ilmu Pengetaluan dan Teknologi

Terwujudnya
kineda

Manajemen
InteInal

900/o

80-
83,9

"/o

a4-
a7 ,9

vo

a8-
91,9

o/"
95,9

o/o

96-
100

a8-
91,9

o/"
95,9

80-
83,9

B4-
a7 ,9

o/o

85-
a7 ,9

aB-
90,9

9r-
93,9

vo

94
96,9

ok

90-
94,979,9

a5-
49,9

v"
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Perencanaan
Pembangunarl
Terkait Lingkup
Keluarga,
Perempuan,
Anak, Pemuda,
dan Olahraga

yarg scsuai dengal) kctcntuan dan aturan yang
berlaku

920/o 950/o

o/o pengelolaan realisasi aiggaran lingkup
Pendidikan Tinggi dan IImu Pengetahuan dan
'leKnolosr

92"/o 950/"
9'o Pemenuhan Direktif Pimpinarr lingkup
Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetaiuan rian
Teknologl vang sesuai dengan tugas darl fungsi

Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

8:199.0607.400.000 7.400.000Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga,
Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga

900/.
Rencana
Pembangurlan
Janeka Paniarg

"2" rancangan UU RPJPN lingkup Keluarga,
Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olalraga yang
diterima oleh Deputi

901,1,
7o rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Keluatga, Perempuan, Allal, Pemuda, dan
Olahraqa yang diterima oleh Deputi

95"/.
7o rarcangan Perpres RPJMN lingkup Keluarga,
PerempuaJr, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang
diterima oleh Deputi

EO'r; 90,v. 95"/"
7o keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Keluarga, Perempuan,
Anak. Pemuda, dan Olahraga

B0%7 5.1
o/u keselarasan sasaraJr prograrn Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Keluarga,
Perempuan, Anak. Pemuda, dan Olahraga

Rencana
Pembargunan
Jangka Menengah

80,1, B5% 900/o

o/o t ."et.rasatt tatg"t output prioritas Renja K/1,
dengar output proyek prioritas RKP dalam
ko dor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingl':up Keluarga, Perempuan, Anak,
Pcmuda, dan Olaluaga

91-
93o/o

70-
7 50/o

76
B0%

8I
a5v"

70 keselarasajr anggaran output prioritas dalam
RKA dengan output proyek prio tas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak,
Pemuda, dan Olahraga

7 5"/. BOol,
7o Rancangan Perpres RKP lingkup Keluarga,
Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang
diterima oleh Deputi

2.500.000 3.599 060

90,'/. 95,/.

2.549.530 2.500.000

Rencana
Pembargunan
Jangka Pendek
(Tahunarr)

yo output proyek prioritas pada lokasi prioritas
MP yal1g sesuai dengandalam koddor PN

nal*Provinsi arahan

Terwujudnya
lntegrasi,
Sinkronisasi,
dar Sinergi
Perencanaan
Pembangunar
Nasional

92-
95,9
.^

96-
t00
.k

2.000.000
80,
83,9

o/.

8'1
a7 ,t),\'

88
9r,9

7o Ketersediaan informasi hasil pemantauaII dan
evaluasi atas pelaksanazm rencana
pembanqunan lingkup Keluarga, Perempuan,

lnformasi Hasil
Pelaksanaan

T enrujudDya
Efektivitas
Pengendalial

Direktorat
I{eluarga,

Perernpuan,
Anak,

Pemuda, dar:
Olalraga

7 5"/" 95"/.

B6-
9O"/o

90"/. 95"/"

2.000.000
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Rencana
Pembangunan

Anak, Pemuda, dan Olalraga yang diterima oleh
Deputi

96-
100
Yo

88-
9t,9

v"

o, Rekompndasi kebrjakan pengendalian yang
dUalarrkan oleh K/L dalam rangka pencapaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup
Keluar8a. Perempuan, Anak. Pemuda, dan
Ola]] raF,a

Kebt akan
Percepatan
Pembangu nart

Pembangunan
Nasional

97
10090,9

%u Rekomendasi Penyelesaian Isu Shategis
Nas.lor,all Major Project yang dijalankan oleh K/L
dan st.rkehol.lers pernbangunan lingkup
Keluarga, Pcrempuan, Anak, Pemuda, dan
Olahraga

Kebijakart
Perencanaan
Pembangunan

r.o00 000 1.O00.o0()
90
94,9

95
r00 1.000 000Kebijakan lnovasi

Pembangunan

o/o Rekomendasi Kebijakan (hogram/Kegiatan)
tnovasi Pembangunan yang akan dijalankan
olch K/L dan sfarcehorders pembarrgunarl
lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda,
dar Olahraga yang diterima oleh Deputi

Terwujudnya
Kebiiakan
Pembangunan
Nasional yang
Visioner

100 100
9'o Pelaksanaan Tata Kelola tingkup Keluarga,
Perempuall, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang
sesuar dcngan kelenluan dan aluran yang
berlaku
7o pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan
OIa,hraga

95"/"92"/"

Manajemen
lnternal

o/o Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan
() dan

Terwujudnya
kinerja
Kementeriar
PPN/ Bappeflas
yang bersih,
akuntabel, dar
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

8.O03.3r020.721.74
0

6.450.000 6.450.000t Lilgkup Kesehatan

7n rancangan UU RPJPN tingkup Kesehatan dan
Gizi Masyarakat yang diterima oleh Deputi

J Pan

Rencana
Pembargunan

90v"
70 rancangal1 awal teknokratik RPJMN lingkup
Xesehatan darl Gizi Masyarakat yang diterima
oleh Deputi

9so/"
o/o rancangan Perpres RPJMN lingkup Kesehatan
dar Gizi Masyarakat yang ditedma oleh Deputi

7 5o/o aoot, 857" 95"/,,
70 keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Kesehatan dan Gizi
Masyamkat

80%

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

"/o keselarasan sasarai progra.in Renstra I</L
dcngan sasaran RPJMN lingkup Kesehatan dar
Ciizi Maslarakat

Perencanaan
Pernb angunan
Terkait Lingkup
Kesehatan dan
Gizi Masyarakat

Terwujudnya
lntegrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
PerencanaaII
Pembangunan
Nasiona-l

2 500.000 3.653.310

Dirckotrat
Kesehatar
d:rr Gizi

Masyalakat

80-
83,9

o/o

84-
a7 ,9

vo

92-
95,9

9l-
93,9

o/o

94
96,9

o/"

85-
a7,9

o/o

75,
79,9

o/"

80-
a4,9

85-
a9,9

92"/" 95",1,

9OYo

9OYo

2.500.000
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a5%, 90,v"80%

7o keselarasan ta.rget output prioritas Renja K/L
dengan output proyek pdoritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaral sektor/bidang
da.laJo RKP tingkup Kesehatan dan Gizi

arakat

76-
aoo/"

81-
85%

86-
9tr/"

70-
75v"

9o keselarasan anggaian output prioritas dalam
Rt<A dengan output proyek prio tas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalar[ RKP lingkup Kesehatan dan Gizi
M akal:

90'k, 95"/o7 5"/" aot) 45,'/,rlilcrima oleh uli
o/o R€ncangan Perpres RKP tingkup Kesehatan
dai Gizi M

90,h, 95/o
o/o output proyek prioritas Pada lokasi prioritas
dalatu koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis Provinsi arahan

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

80
83,9

ok

84-
a7,9

88-
91,9

./o
95,9

o/o

7o Ketersediaatr informasi hasil pemantauan dan
eva-luasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan tingkup Kesehatan dan Gizi

diterimzr olcll Ll ti

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana

88-
91,9

"/o

92-
95,9

o/o
LO92.O{X) 900,000

80-
83,9

o/o

84-
47,9

7o Rekome[dasi kebijakaJt pengendalian yang
dijalankan oleh K/L dalam rangka penraparan
sasaran/target PN, PP, KP, Proyek prioritas, dan
sasa.ran sektor/ bidaig dalam RKP lingktrp
Kesehatan dan Gizi Ma rr rlirl

T erwujudnya
Efektivitas
Penge ndalian
I)embaigu nan
Nasional

KebijakaJl
Percepatan
Pembangunalr

97-
100
o/"

12.959.O0
0

2.450.000 2..150 00O
85-
47,9

88-
90,9

Yo

9l-
93,9

o/.

94-

o/o

7o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Nasior.ofl Major Projecr yang dijalankan oleh I(/ L
dan staiceholders pembargunan lingkup
Kesehatan dan Cizi akat

Kebij akan
PerencanaaJl
Pembangunan

90-
94,9

o/o
l.oo0,0o0 1.000.000

75-
79,9

o/"

a0-
a4,9

"/o

85,
89,9

o/"

o/o Rekomendasi Kebijakan (Program / Kegiatan)
Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan
oleh K/L dan stakeholders pembangunan
lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang
diterima oleh ri

Terwujudnya
Kebijakan
Pembargunan
Nasional yang
Visioner Kebij akan Inovasi

PembangunaJr

100
o/"

100
"/o

o/o Pelaksalaan Tata Ketola lingkup Kesehatan
dan Gizi Masyarakat yang sesuai dengan
ketentuan dan aturan berlaku

92"1 950k7o pengetolaan realisasi aiggaran lingkup
Xesehatan dan Gizi

92'/o
70 Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Xesehatan dan Gizi Masyaral<at yang sesuar
dengan tugas dan fungsi

Ter*ujudnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh

ilitas SDM

ManaJemen
lnternal

. Iiiilikator UKE ll
:.d{i!{.il,,Pel]ibatra san) 202) 2023 20r4 .202'I

Unit

20xo

9sYo

9l-
95"/o

96-
100
"/o

96-
100
o/n

95-
100
v"

950/"

29.454_95
0

)t,ti.: \, ., tt; \DEPUTI BlDAN(i X)LITIK, HUKIIM, PERTA}IANAN DAN

90o,00o | goo,oou
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4.975.O00-1.027.500 4.775.000
Perencanaan Pembalgunan Terkait Lingkup Aparatur
Negara dan Tlansformasi Birokrasi

90,'1,
7o rancangan UU RPJPN lingkup Aparatur
Negara dan Transformasi Birokr:asi yang
diterima oleh ri.l t,

RencaJ!a
Pembargunan

awal teknolqatik RPJMN lingkup
Aparatur Negara dan TrarsforEasi Biroloasi
yang diterima oleh Deputi

%o rancangan

o/o ralcangan Perpres RPJMN lingkup Aparatur
Negara dan Transformasi Birokr'asi yang
diterima oleh 1i

aoo/o 9(I)" 95,'1t7 5"1

yo keselarasan sasaratr program RKP denga!
sasaran RPJMN lingkup Aparatur Negara dan
Transformasi Birokrasi

IJ0'tl,
an sasaran p.ogram Renstra K/L

dengan sasaran RPJMN lingkup Aparatur
Ncgara dan Transformasi Birokr:asi

7o keselaras

RencaJra
Pembargunai
Jangka Menengah

B0% fi l7 50/"

7o keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengen output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalarn RKP lingkup Aparatur Negara dan
Transformasi Birokrasi

9I-
95"/"

70- 76-
aoo/"

8l-
45"/o

86
9A'/o

%o keselarasai anggaran output prioritas dalanr
RKA dengan output proyek prioritas RKP dala.r[
koridor PN/MP atau sasfian seldor/bidang
dalam RKP lingkup Aparatur Negara dan
Translormasi Birokrasi

90,,i, 95,);aov"
7o Rancangan Perpres RKP lingkup Aparatur
Negara dan Transformasi Biroktasi yang
diterima oleh uti

1.775 000 1775.000 1.?75.000 t.(175 ()00

o/o output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalan koridor PN/MP ysng sesuai dengan
Ana.lisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunar
Nasional

96,
lo0
o/o

80-
83,9

o/"

84-
a7 ,9

88
9r,9

92-
95,9

o/o Ketersediaan informasi hasil Pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan tingkup Aparatur Nega.ra dan
Translormasi Birokrasi y€Jrg diterima oleh
Deputi

lnformasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

1.000.000

84-
a7 ,9

o/"

88,
91,9

92-
95,9

o/"

96-
100

1.000 000

80-
83,9

vo

70 Rekomendasi kebijakan pengendalian yaig
dlalankan oleh K/L dalam rargka pencapaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasaran sektor/ bidane dalam RKP lingkup
Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan

Sasaran hogram
(Outcolue)/

Indikutor UI(E 11

(I{asil Pembahasim}

Target

'2t\21 2022 2023

UEit
Organisasi
Pelalrsana

20242024 2(]29

Alokasl ldalam libu rupi6h]

Sasatall stafl

Pelencanaai
Pembaigunan
Terkait Lingkup
Aparatur Negda
dan
Transformasi
Birokrasi

Direlitorat
Aparatur

Negala dar
Transformas

Birokrasi

Pro$am/
Kegiatan

Sasara.!
snatesis

,0.,.1

a5%,

, ooo ooo 

| 

,oooooo
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94
96,9

97-
100
o/o

500,000 1.000.000 LOOO.OO0 IO lO0() 1.o00000
85-
47,9

o/o

88-
90,9

o/o

91-
93,9

Kebijakan
Perencanaan
PembangunaIr

7o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
NasiondlMajot FYoject yang di.ialankan oteh K/L
dan sfakeholders pembangunan lingkup
Aparatur Nega.ra dan Transformasi Birokrasi

75
79,9

o/"

80-
84,9

o/"

a5-
89,9

95-
100
"/o

soo,000 l,oo0 000 t.oooo00

70 Rekomendasi Kebijakan (Program / Kegiatan)
lnovasi PembaJrgurlan Nasional yang dijalaikar
oleh K/L dan srakeholdels pembangunart
linBkup Apa-ratur Negara dan Traisformasi
Birolaasi yang diterima oleh Deputi

Teneujudnya
Kebijakan
Pembangunan
Nasional yang
Visione! Kebijakarl Inovasi

Pembangunan

r00 1007" Pelaksanaan Tata Kclola lingkup Aparatur
NeBara dan Transformasr Brrokrasl yan8 scsuai
dengan ketentuan dan aturan yang berlaku

920 95"/"
o/o pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Aoa.ratur Nesara dan Transformasi Birokrasi

920/o 9S'.v"

Marajemen
Internal

%o Pemenuhan Direktit Pimpinan lingkup
Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi
vang sesuai dengan tugas dan fungsi

Terwujudnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

3.421.600
Perencanaan PembaJlgunan Terkait Lingkup Hukum dai
Regulasi

900/o
70 rancangan UU RPJPN lingkup Hukum dar!
Regulasi yang diterima oleh Deputi

Rencaia
Pembangunan
Jaigka Panjang

9O"/.9/o rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Hukum dan Regulasi yang diterima oleh Deputi

9sot,
yo rancangan Perpres RPJMN lingkup I{ukum
dan Requlasi yang diterima oleh Deputi

aov" a5v. 9U/" 95"/"7o keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN Iingkup Hukum dan Regulasi

7 Stvo ao,)1,

o/o keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengai sasaran RPJMN lingkup Hukum dan
Resulasi

Rencana
Pembanguna!
Jangka Menen8ah

7 50/o 130"1 45"/. 90,'/. 95'.:1,

7" keselarasaJr target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
ko.idor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalarn RKP linekup Hukum dan Regulasi

86-
90v"

9l-
9svo

70
750k

76-
atr/o

81-
a5v"

7o keselarasan anggaran output prioritas dalafi
RI(A dengan output proyek prioritas RKP dalan
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Hukum dan Regulasi

aov" 85.1, 900/o 95"/.7 5"/"

Renca!a
PembangunaJt
Jangka Pendek
(Tahunan)

o/o Raicangan Perprcs IIKP lingkup Hukum dan
Regulasi yang ditcrima oleh Deputi

Perencanaan
Pembanguna!
Tcrkait Liogkup
Hukum dan
Regulasi

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi

Pemb angunaJr
Nasional

Direktorat
Hukum darr

Regulasi
1.683 2It2 l.7ln.5l L

Program/
Kegiataa.

Sasaran
SEategis

Indikalor UKE ll
{Hasil Pemt ahasan)

Alokasi {dalam nbu ropiah)

202t 2022 2023

Unir

2020 2024(Outcomej/
Sasarar

90-
94,9

o/o

1 

,,o.,..,,
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9Oo/. 95.v"
o/o output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dala& koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

80,
83,9

84-
a7 ,9

88-
91,9

o/"

92-
95,9

o/o

96-
r00
"/o

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembanzunalr

7" Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencaia
pembaigunan lingkup Hukum dan Regulasi
yang dite ma oleh Deputi

t.252.709 t,315.344 t.3aL.1l I 1.450 167

80-
83,9

84
a7,9

o/"

88-
91,9 95,9

o/"

96-
100
o/"

9/o Rekomendasi kebiiakan pengendalian yang
dijalankan oleh K/L dalam rantka pencapaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasaran sektot/ bidang dalam RKP lingkup
Hukum dai Rezulasi

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendaliarl
Pembangunan
Nasional

Kebijakan
Percepatan
Pembanguoan

94-
96,9

"/o

97-
100
o/"

472.631 521.076 a.17 . \2t
a5-

a7 ,9
o/"

88-
90,9

9t-
93,9

"/o

7o Rekomendasi Penyelesaian tsu Strategis
N^siofial/Major Project yang dijalankai oleh K/L
dan stokehotders pembangunan lingkup Hukum
dan Regulasi

Kebijakan
['crencanaan
Pembangunan

547.129
75-
7qq

yo

80-
84,9

o/o

85-
49,9

90-
94,9 lo0

o/o
472.631Kebijakan lnovasi

Pcmbaigunan

7o Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan)
Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan
oleh K/L dan stakeholders pembangunan
lingkup Hukum dan Regulasi yang diterima oleh
Deputi

Terwujudnya
Kebijakan
Pernbangunan
Nasional yang
Visioner

100
v"

lo0
o/o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Ilukum dafl
Regulasi yang sesuai dengan ketentuan dan
aturai ya,lR berlaku

92<'/o 95'v"
o/o pengelolaan realisasi anggara, ti4gkup
Hukum dan Regulasi

92"/. 95"1,
u/o Pemcnuhan Direktif l'irnpinan lingkup
llukum dan Regulasi yang sesuai dcngan lugas
dall fungsi

Terlrrjudnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukuflg oleh
kapabilitas SDM

Manaiemen
Internal

3 5(D_00(}Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan
dan Keamanan

900/o7o rancangai UU RPJPN lingkup Pertahanan
dan Keamaian yang diterima oleh Deputi

Rencana
Pembangunan
.rangka Paniang

90"/"
7" rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Pertahallan dan Keamanan yang diterima oleh
Deputi

959i,
70 rancangan Perpres RPJMN lingkup
Pertahanan dan l(eamaian yang diterima oleh
Deputi

7 5"1 85i2, 9(]1% 95"1,
7. keselarasa-n sasaraur program RKP dcngarr
sasaraJl RP.TMN lingkup Pe ahanan dAIl
Kearlanan

Rencana
PembangunaJr
Jangka Menengah

Perencanaan
Pembargunan
Terkait Lingkup
Pertahanan dan
Keamanan

Terwujudnya
lntegrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

1.270.000 1500.0O0

Direktorat
Pertahanan

dan
KeamanaJr

lrdikator trXE II
lHasiil iembahasar 2020

Unit

2021 20222o2t ?o2J 2024,020 2t2t 2022 2023

' TaIHct
P.o$am/
Kegiatall

^ Sasaran Prosatusasa'an {outcome'i/strate$s Sairan tiesiatan

1.193.056

4o",1,

I
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ao"/,
yo keselarasan sasa.ran program Renstia K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Pertahanan dan
Keamanan

7 50/o 80,2, 901t/" 950/o

9'o keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sel.tor/bidang

Pertahanan dan Keamanandalam RKP

86-
9OYo

91
95v.

70-
75o/o

76
aOYo

8l-
450/0

7o keselarasan anggaran output prioritas dalar!
RI(A dengan output ployek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran setrtor/bidang

Pertahanan dan Keamanand;rl:nIr IlliP
no"h 85% 90,t, 95"/,7 51'/"7" Raicargan Perpres RKP lingkup Pertahaiar!

dan KeamaDaJI diterima oleh ri

901't 95,'/o

o/o output proyek priodtas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang scsuai dengan
Analisis Provinsi arahan

Rencana
Pembangu narr
Jangka Pendek
{Tahunan)

92-
95,9

o/"

96
100

80-
83,9

84-
a7,9

vo

88-
91,9

o/.

70 Keters€diaan informasi hasil pemaitaua! dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan Iingkup Pertahanan datr

diterima oleh utiKcamananPemb

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana

84-
a7 ,9

vo

8a-
91,9

92-
95,9

96
100

7J0,000

a0-
83,9

o/o

o/o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dUa-lankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
sasaJan/target PN, PP, KP, proyek Prioritas, dan
sasaran s€ktor/ bidaig dalam RKP lingkup
Pertahanan dan Keamartan

TenMrjudnya
Efel,.tivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Kebijakar
Percepatart
Pembangunan

88-
90,9

94'
96,9

o/"

97-
100

Kebijakan
Perencanaai
Pembangunan

7o Rekomeodasi Penyelesaian Isu Strategis
NasionallMajor Project yang dijalankan oleh K/L
dall stakehoiders pembangunan lingkup
Pertahanan dan Keamanan

500,o00
80-
44,9

o/o

85-
89,9

90

Yo

95
100 500,ooo 5t)0,oo0 500,000

75-
79,9

vo

o/o Rekomendasi Kebijakan (Program / Kegiatan)
lnovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan
oleh K/L dal! storceholders pembangunan
lingkup Pertaha[an dan Keamaran yang
diterima oleh ri

Terwujudnya
Kebijakan
Pembangunan
Nasional yang
Visioner Kebijakan lnovasi

Pembangunan

100 100
o/o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Pertahanan
daJr Keamanan yang sesuar dengan ketentuan
daJr aturan berlaku

95"/"
o/o pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Peftahanan dan Keamanar

92"1, 95"1,
9i, l'(:ur('nuhan Dircl(l if illnprlr:rn llngktrl)
11'rl,rhrllrur dalr lic;urrrrrran yang scsrlar (lcngan
1ul{trs (l,Ir fuDgsi

Teriqrjudnya
kinerja
Kementerisn
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profe siona.l dai
didukung oleh

ahilitas SDM

Maiajemen
Intemal

I Indikator UI(D I1'
{Hasil Pc'rnbahasar} 2022 2020

Alokssi ldalam flUu.!piahl

2021 2022 2023 2024

ul1it
Orgar1i sasi
Pelalisana

450/"

85-
a7 ,9

o/o

91-
93,9

o/.
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5.693.460 8.250.O00 a.250.000 a.250 o0o 4.650 00()
Perencarlaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dart
Komunikasi

90v"7o ra-ncalgan UU RPJPN linglorp Politik dan
Komunikasi yart diterima oleh Dcputr

Rencana
PembanguIan
Janqka Paniang

90.,/"
%o rancangan awal telooloatik RPJMN lingkup
Politik dan Komunikasi yarg diterima oleh
Deputi

95",1,9r'o rancangan Perpres RPJMN lingk-up Politik dan
Komunikasi yang diterirna oleh Deputl

ii0,,/o 90,v" ()-t tr;o/o keselarasan sasa.ran prograrll RKP dengan
sasaran RPJMN linskup Politik dan Komunikasi

80,x,
7" keselarasan sasarar prograll Renstra K/ L
dengan sasaran RPJMN Iingkup Politik dan
Komunikasi

Rencana
Pembangunan
Jalgka Menengah

90,k 95,)iri, 80'l;
7o keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengar! output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidalg
dalam RKP lingkup Politik dan Komunikasi

70- 76-
ao"/o

81,
a5.k

a6
9oyo

9l
950/o

70 ke$elarasai aiggaran output prioritas d.rlam
RKA dengaJt output proyek p odtas RKP dalarn
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP liJrskup Politik dan Komunikasi

7 5")i, 800/o 90"/"
o/o Rancangan Perpres RKP lingkup Politik dan
Komunikasi yallg diterima oleh Deputi

95"1
o/o output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koddor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis wilayah/ Provinsi arahan Reqional*

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

80-
43,9

84-
a7 ,9

88-
9t,9

92
95,9

96-
ro0
o/o

7o Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksahaan rencana
pembangunan lingkup Politik dan Komunikasi
yanq diterima oleh DeputiPem

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana

88-
91,9

"/o

92-
95,9

96-
100
yo

2.900.o00 2.450,000 2.450.000 2-,150.000 2..r50.o00

80-
83,9

o/"

84-
a7,9

o/"

Kebijaka!
Percepatan
PembaJrgunan

70 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
sasararl/target PN, PP, KP, proyek p oritas, dan
sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup
Politik dan Komunikasi

Terwujudnya
Efektivitas
Pengend alian
Pembangunan
Nasional

88-
90,9

9l-
93,9

o/o

94-
96,9

vo

97-
lo0
o/"

596,930
85-

87 ,9
KebijalaJr
Perencaiaan
Pembangunan

o/o Rekomendasi Penyelesaran Isu Strategis
NasionallMajor Projecl yang dijalankan oleh K/L
dan stakeholders pembajrgunan lingkup Politik
dan Komunikasi

Tertl'ujudnya
Kebijakan
Pembangunan

PerencanaaJr
Pembangunan
Terkait Lingkup
Politik dan
Komunikasi

Direktorat
Polilik dan

Komunikasi

Sas{raii Proglalt
{Outcomel/

Sasaran l{eSiatan

Prograrn/
Kegiatan

Sasaran
Strategis

lndikator UKE II
lHasil Pernbahasenl

'11 Unit
Organisasi
Pelalisana2020 2D2t 2022 2t20 2024

I

7 5"1

95"k

90v"
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4,00,000 600,o00 600,o0079,9
o/"

80-
a4,9

o/"

85,
49,9

oh

90
94,9

95
100 600,000

9/o Rekomendasi Kebijakan (Progam/Kegiatan)
Inovasi Pembangunan Nasional yang dija.lankan
oleh K/L dan srakeholders pembangunan
lingkup Potitik dan Komunikasl yang diterima
oleh Deputi

Nasional yang
Visioner Kebrjakan Inovasi

Pembangunan

t00 100
o% Pelaksaraan Tata Kelola lingkup Politik dart
Komunikasi yang sesuai dengan ketentuan dan
aturan Yarg berlaku

92'to 95"/"
o/o pengclolaan rea.lisasi anggaran lingkup Politik
dan Komunikasi

92,'/" 95,/"
o/o Pcmenuhan Direktif Pimpinan lingkup Politik
dan Komunikasi yang sesuai dengan tugas dan
fungsi

Ter$'ujud nya
kine{a
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Manajemen
Internal

7.531.484
Perencanaalr Pembangunan Terkait Politik Luar Ncgeri
den Kerja Sama Pembangunan Internasional

90"/",
7u rancangan UU RPJPN lingkup Politik Luar
Negcri dan Kerja Sama Pembangunan
Intemasional yanq ditcrima oleh Deputi

Rencana
Pembangunan
Jangka I'}aniang

gct /"

yo rancangan awal teknolcatik RPJMN lingkup
Politik LuaJ Negeri dan Kcrja Sa.6a
Perlrbalguna! lnternasional yang diterima oleh
Deputi

95"/"
7o raicangan Perpres RPJMN lingkup Politik
Luar Negeri dan Kerja Sama Pembalgunan
Internasional yang ditedma oleh Deputi

90,,/1, 95,'/oB0%, a50,1,
7o kcselarasan sasardr progarn RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Politik Luar Negeri dan
Ke a Sama Pembangunan Internasional

7 50/" 80.r,

o/o keselarasan sasarah proglam Renstra K/L
dengai sasaran RPJMN lingkup Politik Luar
Negeri dan Kerja Sama Pembangunan
Internasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Mcnengah

9 5,)'o75",1, u0'tl, 450/,,

ol, keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sel,ito!/bidaJrg
dalam RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerja
Sama Pembanzunan Internasional

76-
ao,'/o

81-
85o/o

u()
()(I)1,

9l-
95"/"

70-

o/n keselarasan anggaran output prioritas dalam
Rt(A dengan output ployek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran set tor/bidang
dalam Rl(P Iingkup Politik Luar Negeri dai Ke{a
Salna Pcmbangunan Intemasiona.l

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Ta}lunan)

Pembangunan
Terkait Politik
Luar Negeri dan
Kerja Sallra
Pembangunan
lntemasional

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
PerencaIlaaJl
Pembarrgunan
Nasional

2.X41.444

Direldorat
Potitik Luar
Negeri dan
Keda Sama

PembangunE
n

Internasiona

r:rt,{ndikator tlI<E Il,1:
{HaSt Pemtratrasarii .i2023

'U!it

2023 202r 2020 m2lry.tgram/
Kegiatan

i:Sasara!
Strategis

'{Outcom€)/

I
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90'%\ 950/"
70 Rancangai! Perpres RKP lingkup Politik Luar
Negeri dan Kerja Sama Pembangunan

diterima oleh D utiIntemasional

84-
a7 ,9 95,9

o/o

96-
100
"/o

80
83,9

ot

o/o Ketersediaan informasi hasil pemartauarl dan
eva.luasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup Politik Lua.r Negeri dan
Kerja Sama Pembangunan Intemasional yang
diterima oleh 1i

Informasi Hasil
Pelaksa.naar
Rencana
Pembangunai

96-
to0 3.r0,000

ao-
83,9

o/o

84-
a7 ,9

o/"

88,
91 ,9

o/o

92-
95,9

Vo

70 Rekoloendasi kebijalan pengendalian yang
dijalankan oleh K/L da-larn rangka pencaparan
sasaraJr/tsrget PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup
Politik Luar Negeri dan l(eda Sama
Pem nan lnternasional

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

.2 510000
94-
96,9

97-
100 2.210.000

85-
a7 ,9

"/o

88
90,9

o/"

9l-
93,9

"/o

7o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Nasionaf/ Maior Prqiect yang dijalankari oleh K/L
dan stakeholders pembangunan lingkup Politik
Lua, Nege dan Ke{a Sama Pembargunan
lnternasional

Kcbijakan
Perencaraan
Pembangunan

90-
94,9

o/o

95-
100
o/o

2 000 000
o/o

a0-
84,9

85
89,9

yo

o/o Rekomendasi Kebiia-kan (Program / Kegiatan)
lnovasi Pembangunan Nasional yang dijalenkan
oleh K/L dan slorceholders pembangunan
lingkup Politik Luar Negeri da-n Keia Sama
Pembangunan Intemasional yang diterima oleh
Deputi

Kebijakan Inovasi
Pembangunan

Te^rnjudnya
Kebijakair
Pembangunan
Nasional yang
Visioner

100I00
o/o Pclaksanaan Tata Kelola lingkup Politik Luar
Negeri dan Keaa Sama Pembangunan
Intemasional yang sesuai dengan ketentuan dan
aturan ya[8 berlaku

92,vo 950/.
9/o pengetolaan realisasi anggaran lingkup Politik
Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan
Internasional

92"1, 95v"

o/o Pemenuhan Dilektif Pimpinan lingkup Politik
Luai Negeri dan Kerja Sama Pembangunan
lntemasionel yaig sesuar dengan tugas dart

Manajemen
Ioternal

Terwujudnya
kine{a
Kemeoterian
PPN/ Bappenas
yarg bersih,
akuntabel, dan
profesional dart
didukung oleh
kapabilitas SDM

16.+68.40
I

t2.?57.50
0

13.395.37

strikan, Telekomunikasi dan lnformatika
Percrrcanaan Pcmbangunan Terkait Lingkup
Ketc

Program/
l(egiata'r

Sasaratr
StIatedis

Sasaran Program
(Outcorue)/ Indikator UI(E Il

(Hasil Pemtlahasan)

aaiget

2022 2023

Alokasi ldalam dbu rupish)

2.))r 202) 2023

Unit
Organisasi
Pelaklara20242020

sasaran Ite ratarl

Direktorat
Kctenagalistr

202"1

ao"/" 45"/.

88-
9r,9

o/o

2 5 t0 001)

funssi

I)LI'UI I IIII)AN(iSAI{ANA DN\ PR SARANA
toll. t aLr.2 121.,'2t i lr2. r5a 6

13.000.00

I

I
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ikan,
Telekomunili

asi, dan
Informatika

Pelencanaan
Pembaigunan
Terkait Lingkup
Ketenagali strika
n,
Telekomunikasi,
dart Informatika

90,x,
Yo rancangan UU RPJPN lingl:uP
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan
Informatika yang diterima oleh Deputi

Rencana
Pembangunai
Jartflka Paniang

()o'r,
9/o raicangan awal teknolffatik RPJMN lingkup
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, daJt
Informatika yaig diterima oleh Deputi
7o rancangan Perpres RPJMN lingkup
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan
Informatika yang diterima oleh Deputi

8070
70 keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN tingkup Ketenagalistrikan,
Telekomunikasi, dan Inforrnatika

llo,,l,

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

7o keselarasafl sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN Iingkup
Ketenagalistrikan, Telckomunikasi, darl
lnformatika

B0%, 85,r, 9$'1, 95'Y"

7o keselarasan ta.rget output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalaJn RKP lingkup Ketenagalistrikan,
Telekomunikasi dan Informatika

8l
850/"

86-
90"/"

91-
95v"

70-
750/"

7o keselarasar anggaran output priontas dalam
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkrp Ketenagalist ikai,
Telekomunikasi, dan Inlormatika

75'% B0% 9lt'1, <)5,'/o
70 Rancaigan Perpres RKP lingkup
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dai
Informatika yang ditedma oleh ti

95.',1,

l_967.963 3.766.361

9091,
70 output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahuran)

Terwujudoya
Iotegrasi,
Sinkroni sasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

a8-
91,9

92-
95,9

n/o

96-
t00
o/o

a0-
43,9

84
a7 ,9

7o Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksalrazrn rencana
peobangunan lingkup Ketenagalistrikan,
Telekomunikasi, dan lnfomatika

lnformasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembarlgunalr

l 102,500 t.I57.625

80-
83,9

o/"

B4-
a7 ,9

aa
91,9
v,

92-
95,9

o,1,

r.o00.000 1.050.000

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan oleh K/L da.larn rangka pencapaian
sasa.ran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasaran sektor/ bidaig dalam RI(P lingkup
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, darl
Informatika

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembai8lrnan
Nasional

Progrartr/
Kegiatan

- Sasarart Prorramsasara! toutcomei/sti'ategrs Sasaran Keriata,

Indikator UKE ll
ll.lasjl Pembahasan) 202t

Unit
OrgaDisasi2022 2023 202.1 2020 2rJ24

2.550.000

76-
aOYo

96-
100
o/"



-t20-

5.469.77n 5.713.267
88-
90,9

9l-
93,9

94-
96,9

97-
100 4.96 t.250 5 209.313

85,
a7 ,9

o/o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Nasional/MaJor Project yang dljalaJlkarl oleh K/L
dan stakeholders pembangunan lingkup
Ketenagalistrikan,'lelekomunikasi, dajr
Inlormatika

Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan

4.96t.250 5.209.313 5.4h9.714
75-

vo

80-
84,9

"/o

85-
89,9

o/o

95-
100
Yo

Kebijakan Inovasi
Pembarrgunajr

o/o Rekomendasi Kcbijakan (Progaln / Kegiata!)
lnovasi Pembangunan yang akan diialankan
oleh K/L dan stakehok ers pembangunan
lingkup Kctenagalistrikan, Telekomunikasi, dan
Informatika y:rng diterima oleh De

Terwujudnya
Kebijakan
PembanEunan
Nasional yang

100 100
o/o

o/" Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
Ketenaga-listrikan, Telckomunikasi, dan
tnformatika yang sesuai dengan ketentuan da,r
aturan Yaig berlaku

92"/" 95./,,
7o pengelolaan realisasi anggaraJr lingkup
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan
tnformatika

95.1,92"/"

Manajemen
Internal

7o Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, darr
lnformatika yang sesuai dengan tugas dan
ftr

Terwujudnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, daJl
proiesiona.l dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

26.530.?8
5

23.tIa,29
I

24,O('4.2O
5

25.267.41
5

Perencanaan Pembangunan'ferkait Lingkup Sumber
Air

90,v"
Rencana
Pembangunan
Janska Palriang

70 rancangan UU RPJPN lingkup Sumber Daya
fur yang diterin1a oleh Deputi

9001
oZ rancangan awal teknokratik RPJMN tingkup
Sumber Daya Air yang diterima oleh Deputi

95017o rancangan I'erpres RPJMN lingkup Sumber
Daya Air yang diterima oleh Deputi

7 5"/o ao,vo B5% 900h 95"/.
o/o keselalasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya Air

ao"/.7 50/o
9/" kes€ta-rasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya
Air

Rencana
Pembangunarr
Jangka Menengah

750/" ae/" a50/. 90"/" 95'1,

7o keselarasan targct output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidatg
dalam RKP lingkup Sumber Daya Air

70-
7'vo

76,
aook

81-
B5%

86
9OYo

9l-
950/.

Renca]la
Pembangunarr
Jangka Pendek
(Tahunan)

7o keselarasan anggaran output priodtas dalam
RKA dcngan oulput proyek prioritas RKP dalam
ko dor PN/Ml'rtau sasaran sektor/bidang
dalam RKP liDgkup Su mbe!QgJ44!!

Program/
Kegiatan

Sasaran
Strategis

Indikstor U(E II
{Hasil Pembahasan}

Ta! get

2010 :021 2022 2023

Alok sl {dalBm ribu rupiahl

?g2t 2o2) 2023

Unit
Organisasi
P€laksaJra

:rJ?42021 2020

Perencanaan
Pembaigunan
Terkait Lingk:up
Sumber Daya
Air

Terwujudnya
Integrasi,
Sint<ronisasi,
dan Sinergi
Perencaraan
Pembangunan
Nasional

992,250

Direkorat
SuEber
Daya Air

' Sasaran Program
{Outcollre}/

Sasaran liegiatan

90-
94,9

I

t2.644,20
3

I
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nooh 85.1, 900/,, 95t'1,7o Rancangan Perpres RKP lingkup Sumber
Daya Air yang dite.ima oleh Deputi

90v" 95"/.
7o output proyek priontas pada lokasi pdoritas
dalam koridor PN/MP yafig scsuai dengan
Analisis Wilayah/ Provinsi a-rahan Regional*

84-
a7 ,9

o/o

88-
91,9

o/"

92-
95,9

o/"

96-
100

70 Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksznrran aencana
pembangunan lingkup Sumber Daya Air

80
83,9

o/o

lnformasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

17.925.64
3

la.a2 t.96

84-
87 ,9

o/o

88,
91,9

Yo

92
95,9

o/o

96'
100
o^

t6 259, t2
3

t7.o72.O7
9Rekomendasi kebijakan pengenda.lian yang

dijalankan oleh K/L dalam rangka pcncapaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan
sasara! sektor/ bidang da.larn RKP lingkup
Sumbe! Daya Air

'fen ,ujudnya
Efeltivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasionaj

Kebijakan
Pelcepatan
Pembangunan

88-
90,9

o/o

91-
93,9

o/o

94-
96,9

"/o

97-
100
o/o

3.023 563 3.333.,178

yo Rekomcndasi Penj.elesaian Isu Strategis
Ns]sione']/ Mdhr hoject yallg dijalankan oleh K/L
dali stdketLolders pembanguna-n lingkup Sumber
Daya Air

Kebijakan
Perencallaan
PembaJlgunall

80
44,9

o/.

85-
89,9

o/"

90-
94,9

"/o

95-
100
Yo

2.479.544 3.023,sar3 3.t74.741 3.333 _477 3.500.152

70 Rekomendasi Kebijakan (Program / Kegiatan)
Inovasi PembaJrgunan yang akan dijalankan
oleh K/L dan stakeholders pembangunan
lingkup Sumber Daya Air yang diterima oleh
Deputi

Terwujudnya
Kebijakan
Pcmbangunan
Nasional yang
Visioner

Kebijakan Inovasi
Pembangunar

100 100
o/"

7o Pelaksanaai Tata Kelola lingkup Sumber
Daya Air yang sesuai dengan ketentuan dan
aturan yang berlaku

920/o 950/"9/o pengelolaan realisasi aiggatart lingkup
Sumber Daya Air

950/"920/"

Manajcmen
Internal

yo Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
SuErber Daya Air yang sesuai dengan tugas dan
fungsi

Terwujudnya
kinerja
Kcmenterian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

145.000.o
00

75_0O0,00
o

75.O00,00
o

75.000,o0
0

Perencanaan Pembangunan Terka.it Lingkup Perumahan
dan Kawasan Permuktnan

90"/"
7o rancangan UU RPJPN lingkup Perurnahan
dan I(awasan Permukiman yang (litcrima oleh
Defruti

Rencana
Pembangunan
Jangka Pariang

9O"/o

o/o rancElngan awal teknokratik RPJMN lingkup
Perumahan dan Kawasan Permukima! yang
diterima oleh Deputi

95",1,

o/o rancangan Perpres RPJMN lingkup
Perunrahan dan Kawasan Permukiman yang
diterima oleh Deputi

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

Perencanaan
PembangunaJr
Terkait Lingkup
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

12.500.oo
o

t2.500.00
0

Direktorat
Perumaian

dar Kawasar
Permu kiman

t2.500,00
o

13.200.oo

Sasarax
Strat!B:

Sasaral Progmm .

(Outcomell .. .

Sa$araD I(eqiatan :

qoglarlr/
:l',(edatan

Indikatoi Ul(E II
lHasil Pdhba}as{ln)

Alokasl tdalam ribu ruDiahl Unit
Oryanisasi
Pel6ksan,2020 ,2021 2Q22 2023 . X)24

80-
83,9

85
a7 ,9

75-
79,9

o/"

0

4 rsr e4r 
I

I
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85,/. 90"1 95.k7 50/" 80%
70 keselarasan sasaran program RKP denga!
sasaran RPJMN lingkup Perumahan dan
Kawasan Permukiman

60%
9llo keselarasan sasaran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Perumahan dan
Kawasan Permukiman

B5% 90"/,, 95,/o7 5"1, ao,,/o

o/o keselarasan target output prioritas Renja K/L
dentan output proyek prioritas RKP da.lam
koridor PN/MP atau sasaran se!.tor/bidang
dslam IiKP lingkup Perumaha.n dan Kawasan
Permukiman

76-
aV/o

8l-
850/"

8(r 9l-
95"/o

70-
750/"

o/o keselarasan anggaian output prioritas dalam
RI(A dengan output proyek prioritas RI(P dalam
koridor PN/MP atau sasaJan sektor/bidang
dalam RKP lingkup Perumahan dan Kavrasa.
Permukima.rl

7 50/o 80% 85,2, 90,'t 95.,1,
7u Rarcangan Perpres RKP lingkup Perumahan
dan Kawasan Permukiman yang diterima oleh
Dcpuli

90'vo 95"/.
o/o output proyek prioritas pada lokasi prioritas
dalam koridor PN/MP yang sesuai dengan
Analisis Wilayah/ Provinsi arahan Regional*

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

80-
83,9

o/o

84-
87 ,9

o/"

88,

o/o

92-
95,9

o/o

96-
100

o/o Keters€diaan inforEasi hasil pemartauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup Perumahan dan Kawasart
Permukiman

lnformasi Hasil
Pelaksanaan

Pembanglr nan
I 500.000

88-
91,9

92-
95,9

vo

96-
100
o/o

80-
83,9

o/o

Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
drja-lankan olch K/L dalam rangka pencapaian
sas,tran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dai
sasar-ai s.klor/ bidane dslam RKP lingkup
Perumahan dan Ka$asan Permukiman

Kebtakan
Percepatan
Pembangunan

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalan
Pembangunan
Nasiona.l

85-
a7 ,9

o/o

a8-
90,9

o/"

91-
93,9

94-
96,9

o/o

97-
r00
o/"

7" Rekomendasi Penyelesaian Isu
Nasional/ Major Project yang dijalankat! oleh K/L
dan stakeholders pembangunan lingkup
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Strategis
Kebrakan
Perencanaan
Pembangunan

95,
100

142 to0.0
o0

61.000.oo
o

6LO00.00
o

61.000-00
o

61-000.00
o75-

79,9
o/o

a0-
84,9

vo

85-
89,S

o/.

90-
94,9Kebijakan Inovasi

Pembangunan

yo Rekomendasi Kebijakan (Prograrn/Kegiatan)
Inovasi Pembangunan yang a-kan dijalarlkajl
oleh K/l- dan sfakehoiders pembangunan
lingkup Perumahan da! Kawasan Permukinan
yang diterima oleh DePuti

Terwujudnya
Kebijakan
PembaJlgunan
Nasional yang
Visioner

r00 1007o Pelaksanaai Tata Kelola lingkup Perumaha.n
dan Kawasar Permukimai yalg sesuai dengajr
ketentuan dan aturan yarlg berlaku

Terwujudnya
kinerja
Kementerian

Malajemen
lnternal

Unit

20232020ffiSasaran Proglam
(Outcomelli:,r,,,. ]i

Sa&uan l(egidtad'l

I

1.500.o00

84-
87,9

o/"
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950/"92"1,
o/o pengelolaaJt realisasi anggaran lingkup
PerLmahan dan Kawasan Pe1.rnukiman

950/"92"/o
70 Pemenuhan Dircktif Pimpin{in lingkup
Perumaha.n dan Kawasat Permukiman yang
sesuar dengan tugas dan fungsi

PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

50.000,00
o

50.000-00
0

50_000.oo
0

5t.042.00
0

56.042.00
0

Perencanaall pembangunan Terkait
dan Pengcmb:ugan Proyek Infrastruktur Paioritas
Nasional

Lingkup Perencanaan

90,'/"
7" rarlcangall UU RPJPN lingklrp Pcrcncanaan
dan Pengembangan Proyek Infrastruktur

diterima oleh f)e riPrioritas NasionalJ

Rencana
Pembangunan

9O"/o

70 rancangan awal teknokratrk RPJMN lingkup
Perencanaan dan Pengembangan lloyek
Infrastruktur Prio tas Nasional yang diterima
olch uti

95"/.
7o rancangan Perpres RPJMN lingkup
Perencanaan dall Pengembangan Proyck
Infrastruktur Pfiodtas Nasional yang ditc.ima
oleh ti

9O"/o 950/"7 5"/" B0% a50/"

7o keselarasan sasaran progaam RKI
sasaran RPJMN lingkup Perencanaan dan
PengembaiSan Proyek Infrastruktur Prioritas

dcngan

Nasional
7o keselarasai sasaran prograln Renstra K/L
denga.n sasaran RPJMN Iingkup Perencanaan
dan Pengembangan Proyek lnfrastruktrr r

Nasional

Rencana
Pembangunan
Jaigka Meflenga]r

950/oaov" a5v" 900k
dokumen Ren t-al{ L dan RI{A K
7" proyek tnfrastruktur Nasional dalam

9ovo 95"/.a5,'/"
70 Raicangan Perpres R(P lingkup I)crcncanaai
dan Pengembangan Proyek lnfrastruktur

diterima oleh tf tiP oritas N nal

90"/" 950/"
y" tokasi pdoritas yang diakomodir dalam
koridor PN/MP sesuai dengan analisis wilayal/
provinsi sesuat dengan aralan regional

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

l0_602.o0
09.560.000

88-
91,9

"/o

96-
100

80-
83,9

7o Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembargunan lingkup Perencanaan dan
Pengemba.ngan Proyek lnfrastmktur Prioritas
Nasional

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

Ter-urrj udnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Direktorat
Perencanaan

dan
Pengemban8

an Proyek
lnfrastruktur

Prio tas
Nasional

aoo/o

7.450.000

84
a7 ,9

o/"

92-
95,9

o/"

Perencalaan
pembargunan
Terkait Lingkup
PerencanaaII
dan
Pengembangan
Proyek
lnfrastruktur
Prio tas
Nasional

I
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84
47,9

BB-
91,9

o/o

92-
95,9

96
to0

7o Rekomendasi kebijakar
dijalankan oleh K/L dalam
sasaran/target PN, PP, KP, proyek priodtas, da!
sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup
Perencanaan dan Pengembangan Proyek
Inlrasru [d u r Priontas Nasional

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

20.795,00
0

24_6al.O0
0

20 795.OO 2o_795.O0
0

20,795.O0
0

B8-
90,9

o/"

9t
93,9

91-
96,9

o/n

97-
100

Penyelesa.iai tsu Sft ategis
Nasior.allMajor Projecf yang dijalankan oleh K/L
datl staheholders pembangunan ringkup
Perencanaan dan Pengembangan Proyek
lnh astruktur Priontas Nasional

9/n Rekomendasi
Kebijakan

PeInbangu nal-t

Tenvujudnya
Kebijakan
Pembangunan
Nasional yarlg
Visioner

100 100
7o Pelaksanaan Tata Kelola Iingkup PerencanaaJr
dan Pengembangan Proyek Infrast ulilr
Prioritas Nasional yang sesuai dengan ketentuan
dan aturan berlaku

920 95vo
o/o pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Perencanaan dan Pengembangan Proyek
Inft astrukl u r Prioritas Nasional

95"/.

7o Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Perencanaao dan Pengembangan Proyek
lnfrastr'ukrur Priorilas Nastonal yang sesuai
de dan

Terwujudnya
kineda
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
aL:untabel , dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Man4emcn
Internal

42.O00.00
0

16.000.00 40,700.o0
o

40.700.o0
0 0Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup'liansportasi

90,'/"
ol, rancaigan UU RPJPN linsl'_up Transportasi
yang diterima oleh Deputi

J Par

Rencana
Pembangunan

90t,70 rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Transportasi yang diterima oleh Deputi

95%7. rancangan Perpres RPJMN lingkup
Tr diterima oleh

a5v, 90'vo 95,h,7sYo aoo/o7o keselarasan sasaran program RKP dengan
scs.rran RPJMN ltngl-u p Transporlasi

75"k ao,'/o"/. keselar"""" sasa.an progam Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN tingkup Transportasi

Rencana
Pembalgunan
Jangka Menengah

95"1,75v" B0% a5/" .)o"/.
%o keselaiasan tar8et output
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasa-ran sektor/bidang

prlontas Renja K/L

Trandalam RKP

86
9001,

91-
950/"

70
7 5o/o

76-
aoo

8l
45"/,

9/o keselarasan anggaran output prioritas
RKA dengan output proyek priodtas RXP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang

.tasidalam RKP

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

Perencanaan
Pembarlgunal1
Terkait Lingkup
Transportasi

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

4.000.000 4.000.000

Direktorat
Transportas

80-
83,9

o/"

85,
87 ,9

92"/"
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450/" 900/" 95"/oao,%
o/o Rancangan Perpres RKP lingkup Transportasi
yang diterima oleh Deputi

9OYo 95'k
o/o output proyek prioritas pada Iokasi pdoritas
dalam ko dor PN/MPyang sesuai den8an
Analisis Wilayah/ Provinsi arahar Regional*

96-
100

a0-
83,9

84
a7 ,9

vo

88-

vo

92-
95,9

o/,

o/o Ketersediaan iniormasi hasil pemantaua! dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pemban8unan lingkup TransPortasi

88-
91,9

96-
100
o/"

1700.000 3.000.o00

80-
83,9

oh

a4-
a7,9

o/o

Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dija-lankan olch K/L dalam rangka pcncapaiar
sasaran/target PN, PP, KP, proyck prioritas, dan
sasaran sektor/ bidang dalam RKP linSL-uP
Trarsportasi

14.450.00
o

14.a50,o0 I,1 8S0-00
o

l{.450.oo
o

85-
a7 ,9

88-
90,9

91-
93,9

94-
96,9

vo

97-
r00
o/"

7o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Nasiolafl Major hoject yang dijalankan oleh (/L
dan sfakeholders pembangunan linSkup
Transportasi

85-
89,9

yo

90-
94,9

95-
100
o/o

14.450.00
0

14.a50.00
o

l4 a50-fi)
o

14.450.00
079,9

o/o

80-
84,9

Yo

7o Rekomendasi Kebijakan (Prografi / Kegiatar)
Inovasi Pembangunan yang akan di.jalankan
oleh K/L dan stakehoiders pembaiSunan
lingkuD Transportasi yarg diterima oleh Deputi

100 100
vo

o/o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Transportasi
yang sesuai dengaJt ketentuan dan aturan yang
berLaku

920/o 95"/"
yo pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Transportasi

r2,940,09
0

920/" 95"/"

11,4o0,00
o

I2,980,09

7o Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Transportasi yang sesuai deogan tugas dan
tungsi

Perencanaan Pcmbangunan Bidang Alokasi Pendanaan

abilitas SDM

Pcmb llan

Pembarr
Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalia!
Pembangunan
Nasional

Terwujudnya
Kebijakan
Pembangunan
Nasional yang
Visioner

Manajemen
Internal

Kebijakan
Percepatan
Pemb6ngunai

Kebij akart

Pembangunan

Kebijakan Inovasi
Pembangunan

Terwujudnya
kineia
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh

tnformasi Hasil
Pelaksaraan
Rencana

90v"
70 rancangan UU RPJPN lingkuP Alokasi
Pendanaan Pemba-ngunan yang diterima oleh
Deputi,)

Rencana
Pembargunan

90"/.
9,/o rancangan awal telorolqatik RPJMN Iingkup
Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima
oleh Deputi

9,'.%
oZ rancan8an Perpres RPJMN lingkup Alokasi
Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh
Ilcplrli

Perencanaan
Pembangunan
Terkait Lingkup
Alokasi
Pe11danaan
Pembangunan

Terw'ujudlya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan

Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah

Direktorat
Alokasi

I>endanaan
Pemba-nguna

n
7,1t7 ,367 7,tt7,167 1,t t7 ,467

Indikat$r.UKE II
lHasil Peiritr.'a.irasarll 2020

UaitT
i,2$)rlO2,l

ryqgram/
]:l{eeiatal1

Sasarar Program
(Outcome|/ ,

Sasaran

92
95,9

I

ttI DEpurt BTDANG PIiNDANAAN,PEI4DAN0UNAN
r2.e8o,0s 

I 
l2.e8o 0e
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800/o aStk 9o,'tt 95"/,,70 keselarasan alokasi pcndanaan pada RKP
dengan RP.IMN yang ditedma oleh Deputi

? stY, 80,/. 45"1, 90,'t 95"1
o/o Alokasi bidang Dana Alokasi lorusus (DAK)
yang terintegrasi dengan prioritas RKP yang
diterima oleh Deputi

7 501, a00/. 85,2, 90'\, 95'v"
7o Keselarasan muatan prioritas RKP dengan
RKA K/L lin8kup Alokasi Pendanaan
Pembangunan yang diterima oleh Deputi

1..,' 95q,
7o Proyek prioritas yang terdeteksi lokasinya
(untuk proyek prioritas yang bersifat
kewilavahan)

95,v"a01; 45,'1, 90,'t
o/o Penyelesaian Pagu Indikatif darr lampiran SB
Pagu Indikatif dalarn rangka RAPBN yang
diterima oleh Deputi

7 51"1, BOol, .)o,'t 9501t

yo Penyelesaian Pagu Anggaran dan lampiran SII
Pagu Anggaran da.lam rangka RAPBN yang
diterima olch Dcputi

8001, 8501, 9U\, 9stvn

o/o Rancangan Perpres RKP lingkup Alokasi
Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh
Deputi

Pembangunan
Nasional

Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

a8-
91,9

o/o

92-
95,9

o/o

96-
100
o/o

80
83,

84-
47,9

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembansunan

70 Ketersediaan inforrnasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembaagunan lingkup Alokasi Pendanaan
Pembangunan

80-
83,9

84
87,9

88-
91,9

"/o

92-
95,9

o/o

96-
100

o/o

905,482 1,047,833 1,o47,883 1,047,843Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
sasaran/target PN, PP, XP, proyek prioritas, dar
sasaran sektor/ bidalg dalam RKP lingkup
Alokasi Pendanaar Pemba!zunan

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendaliai
Pemba!gunan
Nasional

3,064,640
85-

87 ,9
o/o

88
qoq

"/o

9t-
93,9

o/o

94-
96,9

oh

97-
100
o/"

%o Rekomendasi PenyelesaiaJr Isu Strategis
Nasional/M@jor ProJ€ct yarg dijalankan oleh K/ L
dan starceholders pembanguoai lingkup Alokasi
Pendanaan Pembangunan

Kebjjakar
Petencanaan
Pembangunan

a5
49,9

90

"/o

9
95-
lo0
o/o

ao
44,9Kebijakan Inovasi

Pembangunan

o/o Rekomendasi Kebijakan Inovasi
Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
lingkup A.lokasi Pendanaan Pembangunan yanS
diterima oleh Deputi

Ter$ujudnya
Kebijakar
Pembangunan
Nasional yang
Visioner

100 1007o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Alokasi
Pendanaan PembaJrgunan yang sesuai dengan
ketentuan dai atural yang berlaku

1,750,000

9',2"1, ()5,X,

t,500,o00 r,750,000

7o pengelolaa! realisasi anggaran lingkup
Atokasi Pendalraan Pembangunan

Terwujudnya
Kioerja
I(ementerian
PPN/Bappenas
yang Bersih,

Manajemen
Internal

lndikstor UKE 11

(Hasil Pernbaiasenl

Unit
2o23 2o242020202) 2023 202.r

Program/
1(egiatan

Sasara4
Stratagi$

Sasaran Program
(OutcorDe)/

Sasaran l(egiatgn

80%

I

I

2,746,212

79,9

I
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Perencanaan
Pembangunan
Bidang
Pefldanaan
Bilateral

95"/.
% Pemenuhan Direktif Pimpina! lingkup Alokasi
Pendanaan Pembalgunan yang sesuai dengart
tu s dan fun

1

siste
m

infor
masi

i for

1

siste
m

tnasl

1

siste
m

infor
masi masl

1

siste
1

siste
m

iDfor
masi

Jumlah sistem perencanaan pendanaan
pcmbangu nan yang Ierinl.Srasi

Sistem Informasi
Peme ntahan

Alaentabel, dan
Profesional dan
didukung oleh
Kapabilitas SDM

24 274.00
o

24.274.O0
o

20.000.00
0

24.274.OO
o

21.274.OO
0Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Bilateral

9U/"70 ra]1callgan UU RPJPN lingkllp Pendanaan
Bilateral yang diterima oleh Deputi

Jan

Rencana
Pembangunan

90"1,
diterima oleh D

yu rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Pcndanaan Bilateral

95"/.
D

06 rarcaogan Pemres RPJMN lingkup
Pendanaan Bilateral ditedma o

850/o 90,'/" 95'7 5/o aov"
7o Keselarasan bidang pada project pipeline
pendaiaan bilateral dan kredit ekspor ta}runan
deng?rn priotitas dan I atan derrga]] Ma.ior Project
RP.JMN

9001
Eitra ke
yo Xeselaiasan sasaran progra$ Renstra K/L

SASATAN RPJMN

RencaJra
Pembangunan
Jangka Menengah

9U'/"75"/o aov" 45"/.
7o Rekomendasi rencana petarikar
digunakan sebagai bahan pen]lrsunan Pagu
lndikatif

yang

45"/o 900/o 9SYo
o/o kesclarasan sasaran program Renja K/L
mitra ke4a dengan sasaran Renstra K/L mitra

95/.85% 9O"/o
Ri(A mitiaade

70 keselarasan sasaran prograln Renja K/L mitra

asyo 900/" 95"/"7 50/o aoo/"
yo tlaftar kegiatai yang ditindaldanjuti oleh
Iiementedan Keuangan untuk proses l,oaJr
Agreement dalam rangka pembiayaan RIiP

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
darr Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

2t_922.54
3

21.922.54
3

2t.922.58
3

95,9
o/o

96-
100

14.373.81
9

9'o Ketersediaan informasi hasil pemantauai! da!
evaluasi atas pelaksanaan rencara
pembangunan tngkup pendanaan bilaterat dan
kredil ek kor terhada on-

96-
100
o/"

8a-
91,9 95,9

o/o

o/o ketercediaan hasil analisis terhadap
pemantauaJr lapangan dan evaluasi proyek-

hilalcral dan kredit e

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencaila
Pembangunan

851.417 a5 t.,1l7
92-
95,9

96-
100

84-
a7 ,9

o/"

r/o rekomeirdasi pengendali€r darr pelanca-ran
rencana kegiatan pendanaan bilateral yaiS
ditindaklaniuti olch K/L terkait

Kebijakart
Percepatan
PemballguDai

Teru,ujudnya
Efelitivitas
Pengendalian
PembaJlgunan
Nasional

w

95"/.

kca

21.922,58
3

84-
a7 ,9

o/o

88-
91,9

o/o

80-
83,9

o/o

80-
83,9

a4-
a7,9

vo
80-
83,9

o/o

88-
91,9

o/o

Direktorat
Pendafl)aan
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95-
100
"/o

ao,v"
85-
89,9

o/o

90-
94,9

o/"

7o rekomendasi hasil telaah/analisis pendanaan
bilateral dan kredit ekspor yaig diterima oteh
Deputi 500,000 5()0,000

80%,
85-

89,9
vo

90,

./"

95-
100

500,o00 500,000

7 5"/"
9/o prakarsa pengembangan pendanaan bilateral
dan kredit ekspor yang diterima dan didukung
oleh stakeholders terkait

1.o00.000s(I'i,
85-
89,9

o/"

90
94,9

"/o

95-
lo0
o/o

500,000

Kebijakan lnovasi
Pembangunan

o/o tercapainya target penyiapan Program
Compact ll terhadap rencana kerja tahunan

Terwujudnya
Kebijakan
Pembangunan
Nasional yang
Visioner

1001007o Pelaksanaai Tata Kelola lingkup Peodanaan
Bilatelal yaig sesuai dengan ketentuan dan
aturan yang berlaku

920/" 9517o pengelolaan tealisasi anggaran lingkup
Pendanaan Bilateral

920/" 950/"
o/o Pemenuhan Direl.tif Pimpinan lingkup
Pendanaan Bilateral yang sesuar deogan tugas
dan tungsi

Terwarj udnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Maiajemen
Internal

6.914 8:15Perencanaan PembargunaJr Bidang Pendanaan
Multilateral

90"/"7o rancangan UU RPJPN lingkup Pendanaan
Multilateral yang diterima oleh Deputi

.I

Rencana
Pembangunan

90,,/"
o/o ra.ncangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Pendanaan Multilateral yang diterima oleh
DeDuti

95V"
o/o rancangan Perpres RPJMN lingkup
Pendanaan Multilateral yang diterima oleh
Deputi

9OYo 95v"7 50/o tio,ti, 85%70 keselatasar sasaran program RKP dengan
sasarai RPJMN lingkup Pendanaa! Multilateral

BOo/"
9/o Keselarasan sasa-ran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Pendanaan
Multilateral

Rencaia
Pemtlangunan
Jangka Menengah

a5v" 90"/,, 95.1,
o/o Keselarasan kebijakan dan program yang ada
di CPS Mitra Pembangunan Multilateral dengao
sasaran RPJMN dan Renstra

900/j 95.,,750h 30,,,

9/o keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP linekup Pendalaan Multilateral

76-
ao%,

8l-
85%

86
90"/"

91-
91vo

70-
75v"

7o kesetarasan anggaran output prioritas dalam
RI<A denqan output proyek prioritas RKP dalam

Rencana
Pembarrgunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

Perencal1aan
Pembangunan
Bidang
Pendanaan
Multilateral

Tcrwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

3.600.335 3.640.352 ].607.212

Direktorat
Pendanaan
M ul tilat€ral

.ltoCrsrn/ - Sasaran ProEramsasara! {outcome;/Suategls SasaranlteEiatan,

lndiketor UxE ll
{Hasil Piinba}a$$l

Tal get

)2 2022 :2024 c21 20n

3.974.369 4.241.048
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koridor PN/MP atau sasara! sektor /bida.ng
Pendaraan Multilateraldalam RKP

45. 9U'/" 95"/.

o/o Keselarasan rencalra proyek p
multjlateral dalam RKP periode berikutnya
derrgan rencala proyek
drlam Green Book

pinjaman multilateral

injalnan

90t% 95v"
an multilaleral BookOreen

9'o Keselarasan Daftai Keglatan dengan rencana

88
91,9

92-
95,9

o/o

96
100

7. Ketersediaar informasi hasil pemantauan darl
evaluasi alas pelaksanaan rencana
pembangunan yang dibiayai dengan pinjaInan
luar ne mullilatcrPcmban

Inforrnasi Hasil
Pelaksan aan
Re canla

96
100

88
91,9

"h

92-
95,9

Keb{ akan
Percepatar
PembanguDan

Ter,,r,ujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

94-
96,9

o/o

97-
t00

91
93,9

7u Rekomendasi intervensi pendanaan
mrlltilateral yang dibal-Ias dal€un forum
kc asama inteiTlasional

9l-
93,9

{% llckomendasi Iiebijakan Penyclcsaian Isu
Sh ategis PerDbaDgunan Nasional / MaJbr l+oJeci
yang dijalanl€n K/L lingkup Pcndanaan
Multiiateral

600,o00
90
94,9

95
100 500,000 600,000

85-
89,9

o/"

oo Rekomendasi Kcbijakan Inovasi
Pembangunan Nasional yang dijalarkan K/L
lin gkup Pendanaan M ultilatera.l yang dilerima
olch uti

Kebijakan Inovasi
Pembangunan

Terwujudnya
Keb!akan
PembangunaJl
Nasional yang
Visioner

100 1007o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Pendanaan
Multilateral yang sesuai dengan ketentuan dan

beriakuaturan
92.k 95,/"7o pengelolaan realisasi anggaran

Pendanaan MultilateralManajemen
Internal

7o Pemenuhan Dtektif Pimpinan lingkup
Pendanaan Multilateral yang sesuar denBan
tugas dan fungsi

Terwujudnya
kinerja
Kementeriarr
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, darl
prolesional dan
diduLnng oleh

abilitas SDMka
3.790.000Perencanaan Pembangunan Bidang Pcngembangan

nalr

900,1,

yo rancangan UU RPJPN lingkup Pengembalgan
Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh
De utiJ Pan

Rencana
Pembangunan

Perencanaait
Pembangunan
Bidang

Terwujudnya
lntegrasi,
Sinlaonisasi,

r.?60.000 1.760.000 1.760.O00

l)ircktorat
Pengenrbane

am
Pendanaan

B5%

bidang dalam RKP lingkupsasar:an sektor/
Pendanaan Mulf,llateral

I O02 fl,ls

94
96,9

o/o

97-
100

lingkup

92v" 95"1,

3.790_O00 3.790.O0O
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7o rancangan awal teknok.atik RPJMN lingkup
Pengemb angai Pendanaan Pembangunan yang
diterirna oleh li
Yo rancangan Perpres RPJMN lingkup
Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang
diterima oleh Dc uti

Pro k (PBU den RP.JMN

o/" Keselarasan muatan dokumcn Rerrcana

Rencana
Pemb aJrgunan
Jargka Menengalr

9'o Ra'rlcangan Perpres RKP lingkup
Pengembangan Pendanaan Pembane$nan yang
diterima oleh Deputi

u11an

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek

darr Sinergi
PerencanaaII
Pembangunan
Nasional

80-
a3,9

"/o

7o Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembangunan lingkup Pengembangan
Pendanaan PemPcm

lnformasi Hasil
Pelaksanaan
Renca!a

80,
83,9

o/o Rekomendasi pemantauall, evaluasi, dan
pengendalian rcncana pembangunan nasional
Iingkup pengembangan pendanaan

Kebijakan
Percepatan
PembangunaIr

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

7o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
NasionaT/ Maior Proiecl yang dijalankan oleh
KILID daj, srakeholdels pembangunan lingkup
Pengembangan Pendanaan Pembangunan yang
.iiterima oleh D ti

Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan

500 000500,000 500,000 500 000
7o Rekomendasi Kebiiakajl (t'rogram / Kegiatan)
Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan
oleh K/L/D dan sfateholders pembangunai
lingkup Pengembangan Pendanaai

ditc ma oleh uti

Kebijakan Inovasi
Pembangunan

Ten{.uj udnya
Kebijakan
Pembangunarl
Nasional yang
Visioner

y" Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
PengembaJrgar Pendanaan Pembangunar yang
sesuai dengan ketentuan dan aturan yang

7o pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Pen Pendanirar Pern
oZ Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Pe[gembangafl Pendanaan Pembangunan yang

dan fun

Man.rjemen
Internal

Terwujudnya
kine{a
KemerIterian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dal1
profesiot1al dan
didukung oleh

tas SDM

Pengembaigarr
Pendanaan
Pembangunar

12.7 33.87
5

13.370.56
9

11.550.00
0

12. t27 .5Q
1

Perencanaao Pembangunan Bidang Perenca.naan
Pendanaan Pemb

7o rallcarlgan UU RPJPN Iingkup Percncanaan
Pendanaan Pembalgunan yang diterima oleh

utrJan Pan

Rencana
Pembangu11an

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,

Pembanguna

PerencanaaJI
PembangunaII
Bidang

6.575.000 6 528 7s0 7.005.l8a 6 (])3l) ? 19

effiffiK
9jlo

950/"

950/"ao"/,, 85% 90"/.

9U/" 95v"au/"

84-
87 ,9

o/"

aa-
9t,9

Yo

92-
95,9

o/"

96-
100

96-
100
o/"

84-
a7 ,9

Yo

88-
91,9

ok

92
95,9

o/o

9l -
93,9

94-
96,9

vo

97
100
o/"

85-
a7 ,9

o/"

88-
90,9

95-
100

75
79,9

o/o

80-
a4,9

o/"

85
89,9

vo

90-
94,9

o/"

100
o/o

100

berlaku
92Yo 9501,

9sYn92v"

o

gOYo

Direklorat

Pem l)arlgLrna

n
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Perencalraan
Pendafraan
Pembangunan

90,N,
70 rancangai awal teknoloatik RPJMN lingkup
PerencaraaJr Pendanaan Pembangunan yang
diterima oleh Deputi

9so
yo rancangan Perpres RPJMN lingkup
Perencanaan Pendanaai Pembangunan yarg
diterima oleh Deputi

8070 B5% 90.1, 95"1,

o/o keselarasan Dokumen Perencanaan jangka
menengah Pendanaan Dalam Nege.i dengan
RPJMN yang diterima oleh Deputi

90,'/" 95"1ROo/" 85%
y" keselarasan Dokumen Perencanaan jangka
menengah Pendanaan Lua-r Negeri dengan
RPJMN yaig diterima oleh Deputi

Rencana
PembangunaJl
Jangka Menengah

u0,x, \)U'1, 9st/o7o Keselarasan kegiatai dalam DKPPDN dengan
DKDPDN dan RKP yang diterima oleh Deputi

40,'/" 85% 9U"1, 9s'.h7 5",i,7o Kesela-ras€i kegiatan dalam DRPPLN dengan
DRPLN JM dan RKP yaig diterima oleh Deputi

75/o a00,,o 85,r. 99,ti
oZ KeselaJasan kegiatan dalam DPP-SBSN
delgan RPJMN, Renstra K/L daJl RKP yang
diterima oleh Deputi

95"/.75"4 800/o 45.'/" 90,,1

yo kesela.ras€Jr sasaran prograrn da! kegiatan
Renja K/L dengan sasaran bidalg RPJMN, RKP
lingkup (e sekretariatan Nega-ra

dan Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

2.22a.42l]

84
a7 ,9

8A
9r,9

92-
95,9

96-
100

L925.000 2.O2r.25() 2.122.3t3

70 Ketersediaai info;masi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksa.naan rencana
pembangunan linSkup Perenca.naan Pendanaan
Pembangu naJ!

tnformasi Hasil

Rencana
Pembangunan

a0-
83,9

o/"

84-
a7 ,9

o/o

88-
91,9

o/o

92-
95,9

o/o

96-
r00
o/"

o/o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang
dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian
sasarai/target PN, PP, KP, ptoyek prioritas dan
sasaran sektor/bidang dalam RKP lingkup
Perencanaan Pendanaan Pemba.ngunan

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendaliai
PembangunaJI
Nasional Kebijakan

Percepatan
Pembangunan

9l-
93,9

Yo

6,9
97-
100
o/"

2_0{)0.000

85-
a7 ,9

o/"

88-
90,9

y" Rekomendasi kebijakan stiategi pendanaan
pembangunan yang diterima oleh Deputi

Terwujudnya
Kebij akan
Pemballgunan

Kebijakan
Perencaiaa.n
Pembangunan

Indikater UKtr ,l
lHasil Pernbahasan)

,llok si(dalam ribu rupjahl

,o21 2.,2) 2A23 20242ArA

Ulit1'arget

)o20 2021 '2022 2023 202.1
Prograra/
Xegiatarl

Sesaran
Stxatefis

Sasardr Program
(Outcorlte)/

85"1,

a0-
83,9

,'/o

2.000.o00
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85-
a7,9

o/o

88-
90,9

o/o

9l-
93,9

o/o
6,9
Yo

97-
100
yo

o/" Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
N^sio d/ Major Projecl yang dijalankan oleh K/L
dan slakeholders pembangunan lingkup
Perencanaan Pendanaan PembangunaJr

91,
93,9

o/"
6,9
"/o

97-
100

aa-
90,9

o/,

70 Rekomendasi inovasi pendanaan
pembangunan yang diterima oleh Deputi

85-
89,9

vo

90-
94,9

o/.

95-
100
o/o

75-

o/o

80-
44,9

"/o

Nasional yang
Visioner

Kebijakan lnovasi
Pembangunar

70 Rekomendasi kebijakaJr (Program/Kegiatan)
lnovasi Pembangunan yang akan djjalarkan
oleh K/L dan srakehold€rs pembangunan
lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan
yang diterima oleh Deputi

100
"a

100
o/o

7o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Perencanaan
Pendanaan Pembangunan yang sesuai dengan
ketentuan dan aturan yarrg berlaku

92"/" 9s'.r',"
o/o pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Perencanaan Pendanaan Pembangunan

92"/o 95"/"

Terwujudnya
kineia
Kementerialr
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesonal dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Maiajemen
Internal

7o Pemenuhan Direktif Pimpinan Iingkup
Perencanaan Pendanaan Pembangunajr yaig
sesuai dengan tugas dan fungsi

l0.ooo.00
o

t4.400.00
o

14.400.00
o

14.4o0.00
o

t4.800.o0
0

Pemantauan, Evaluasi, dan Pengenda.lian Pembangunan
I)aerah

90"/"
Rencana
Pembangunan
Jangka Paiiang

7" rancangai UU RPJPN lingkup Pemantauai,
Evaluasi, daJI Pengendalian Pembangunan
Daerah yaig diterima oleh Deputi

900/o
70 rancangan awal teknokratik RPJMN lingkup
Pemantauan, Evaluasi, dan PeDgendalian
Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputi

95,)n

yo ra.ncangan Perpres RPJMN lingkup
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputi

45,'/" 90v" 95"/,ao"/"
o/o keselarasan sasaran program RI(P dengan
sasarair RPJMN tingkup Pemantauan, Evaluasi,
dai Pengendalian Pembangunai Daerah

80,)n

o/o keselarasan sasa.ran program Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan,
Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Daerall

Pembangunan
Jangka Menengah

Pemarrtauan,
Evaluasi, dan
Pengendalian
Pembangunan
Daerah

Terwujudnya
Integrasi,
Sinlconisasi,
dai Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Direktorat
Pcmantauan

IJvaluasi,
dan

Pengen daliar
Pcrnbanguna

n Daerah

r\lok si{d.km rbJ rupi.'hl

2o2a.r'r:r' 2o2l Zoi, :a'. 2023

Unit
rliii{ikaror tlKl, }I

{H{iatil rPernbahasar)

85-
a7,9

o/o

Li7 L7r).?:i
0 o

I

],,DI'PU:I'I BII)ANO I'EMANIAUAN
PENGEN])AI,IAN PEMBANG1INAN

I

I



- l.tJ-

45"/. 900/"7 5,v" aov"

70 kesela-rasan target output
dengan output proyek prioritas RI(P datam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingl'np Pemantauan, Evaluasi, dan
Pensendalian Pembanzunai Daemh

prioritas Renja K/L

76-
aov"

81
85%

86
900/"

91-
95"/o

70
7 S,to

anggararl output prioritas dalam
RKA dengan output proyek p oritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan
Penqendalian Pembangu nan Dael ah

o/o keselarasan

Rencana
Pembaigunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

92
95,9

"/o

80
83,9

"/o

B4-
a7 ,9

B8-
91,9

o/o Ketersediaan inlormasi hasil pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan rencana
pembaigunan lingkup Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang
ditedma oleh ri

Informasi Hasil
Pelaksanaall
Rencana
Pembalgunall

BB- 96
100
o/"

BO

ot,
83,9

ij akan lingkup Pemantauan,
Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan
yang dikoordinasikan dengan K/1, mitra dan
Pemerintah Daerah

o/" Rekomendasi keb
Kebijakan
Percepatan
Pembaigunarl

Terwujudnya
Efektivitas
Pe ngendalian
Pembangunan
Nasional

94,9
6,9

5.400.00t)

B5
a7 ,9 90,9

91-
93,9

o/"

70 Rekomendasi kebijakan Penyelesaian Isu
Strategis PembangurLan Nasiol]al / Maior Project

aikan stakeholdersadadis kepya]1g
Ev ualPernan u as,11anembangu iingkuP

I)Pem Daellar rahdan

Terwu.judnya
Kebijakan
Pembanguna!
Nasional yang
Visioner

Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan

100 100
o/o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendaliall
Pembangunan Daerah yarg sesuai dengan
kctcntuan dan aturan berlaku

920/" 95v"
7" pengelolaao realisasi anggaran
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian

Iingkup

DaerallPemb

92Yo 950/.

9/o Pemenuhan Direktif Pim
Pema.ntauan, Evaluasi, darl Pengendalian
Pembangunan Daerah yang sesuar dengan tugas

pinan lingkup

Terq,,u iudnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, darl
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Manajemcn
Internal

o
10_000.00

o
10.000.00

0
10.100.00

0Pemantauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan
Sektoral

90",1,
7o rancangan UU RPJPN lingkup Pemantauan,
Evaluasi, dal1 Pengendalian Pembangunan
Sekroral yarg ditcrima oleh Depuli.I an

Rencana
Pembanguoan

90%,
n(l,rlia1rPemantauan, Evaluasi, dan Pc

70 rancangan awal teknokratik RPJMN lingkuP

Pemantauan,
Evalu asi,darl
Pengendalian
Pembangunan
Sektoral

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencaiaan

1.202.950 3.000.o00

Direktorat
Pemantauan
Evaluasi,dan
Pengendaliar
PembanSuna
11 Sektoral

I
T

95v"

96-
1oo

92-
95,9

84
87 .9

o/"

97
100
o/.

5.400.000

6.000.000

3.000.000
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Pembangunan Sektoral yang diterima oleh
Deputi

95'.1,

7o rancalgan Perpres RPJMN lingkup
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendaliafl
Pembangunan Selrtoral yang diterima oleh
Deputi

7svo ao,%, 85,/. 90,% 95.1
7u keselarasan sasaran program RKP dengan
sasaran RPJMN lingkup Pemartauan, Eva]uasi,
dan Pcngcndalian Pembangunan Seldoral

ao,z,

yo keselarasan sasaran prograrn Renstra K/L
dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan,
Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Sektoral

Rencana
Pembangunan
Jargka Menengah

80,/o 45"/" 90"/" 95();

7o keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalam
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
datam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian PembaJrgunarr Se!(oral

70
7svo

76,
av/"

81-
850/"

86-
90"/"

9l-
95"/o

9/o keselarasan anggaran output prioritas dalalr
RKA dengan output proyek prioritas RKP dalart
koridor PN/MP atau sasara.n sektor/bidang
dalan RKP lingkup Pemantauan, Eva.tuasi, darr
Penecndalian Pembaigunar Sektoral

Pembangunan
Nasional

Rencana
Pembangunan
Jangka Pendek
(Taiunan)

88-
91 ,9

Vo

92-
95,9

o/"

96-
100

80
83,9

84-
a7,9

yo Ketersediaan informasi hasil pemantauan dalr
evaluasi atas pelalsanaan rencana
pembalgunan lingkup Pemantausn, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan Sektoral yang
diterima oleh Deputi

1

Dok

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Penyelesaian Rancangan Laropiran Pidato

Presiden Rl atas pelaksanaan rencana
pembangunan yalrg diterima Deputi

80-
83,9

o/o

a4-
a7 ,9 91,9

vo
95,9

96'
r00
o/"

"/o Rekomendasi kebiiaka! lingkup Pemantauan,
Evaluasi, dan Pengendalian Pembartgunan
Set<toral dalaJn rangka pencapaian
pembangunan seldoral yang dikoordinasikan
denqan K/L

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendalian
Pembangunan
Nasional

Kebiiakan
Percepatan
Pembangunan

97-
too

85-
a7,9

vo

88-
90,9

o/o

9l-
93,9

o/"

94,9
6,9

7u Rekomendasi kebijakan Penyelesaian Isu
Strategis Pembangur,an Nasiorrel/ Mdjor Project
yang dijalankai oleh K/L dan stokeholders
pembangunan lingklrp Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan Seldora.l

Terwujudnya
Kebijakan
Pembangunan
Nasional yaig
visioner

Kebtakan
Perencanaan
Pembangunan

100
vo

100
t1,

o/o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup
Pemantauan, Evaluasi, darr Pengendaliatr

PrograrB/
lGgiata.E

Sasaran hog.a.E
(Oulcorlre)/

lndikator UxE 11

(Has.il Pernbahasan)

Target

2021 2A2) 202X

Alokasi (dalom ribu rupiahi

202) 20t2 3023

{.lnit
Orgatrisasi
PelaLsana

tot l2020 2924 2020
Sasaian I{e tan

Terwujudnya
kinerja

Manajemen
Internal

Sas€rarr
Stategs
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Pembangunan Sektoral yang sesuai dengan
ketentuan dan aturan yang berlaku

92Yo 95.v"
7o pengelolaan realisasi anggaraa lingkrrp
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendaliai
Pembanzunan Scktoral

9501,920,\,

o/o Pemenuhan Direktif Pimpinan lingkup
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan Sektoral yang sesuai dengan
tugas dan fungsi

Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

10.700.00
o

I L325 0{)
o

11.876.25 I2,455,06
3pengembangai Kebijakan dalarn Lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, darr Pengendalian Pemba!8unafl

900/o

o/o rancangan UU RPJPN lingkup Sistem dan
Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunai yang diterima oleh
Deputi

Rencalra
Pembaigunan
Jangka Panjang

9OYo

7o rancangan awal teknoloatik RPJMN lingkup
Sistem dan hosedur Pemaitauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembaigunan yang diterima
oleh Depud

95"1,

7o rancaigaJr Perpres RPJMN lingkup Sistem
dan Plosedur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan yang diterima oleh
Deputi

80%, n50/" 900k 95'X,7 5"/o

7" keselarasa-n sasaran program RKP dengan
sasa-ran RPJMN lingkup Sistem dan Prosedur
Pemantauajr, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan

aov.
7o keselarasan sasaran progam Renstra K/L
dengan sasaraJr RPJMN lingkup Sistem darl
Prosedur Pemartauai, Evaluasi, dan
Pensendalian Pembalgunal

Rencana
Pemb aJtgunan
Jangka Menengah

950/"7 50/" ao,l; 45"/" 9U/o

o/o keselarasan target output prioritas Renja K/L
dengan output proyek prioritas RKP dalafi
koridor PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi, darr Pengendaliai
Peabangunan

81-
450/o

B6-
90,'/"

9l-
95"1,

70- 76-
8O"/o

Retlca.na
Pembangunan
Jangka Pendek
(Tahunan)

9/o kesela.rasan anggaran output prioritas dalam
Rt(A dengan output proyek prioritas RKP da-larn
korido! PN/MP atau sasaran sektor/bidang
dalam RKP lingkup Sistcm dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi, dan Peflgendalian
Pembangunarr

Terwuiudnya
Integrasi,
Sinkronisasi,
da! Sinergi
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Programl
Kegiatatr

Sasara.n
Strategis

Sasaran Prograrr
(Outcorse)/

SasaraD ltegiatan

Indikator UKE II
{Hasil Pe&t}ahasar}

Tar ge1

'20'21 2022 2023

Alok si (dalam ribt rtpiahl

2.)r r 2a2 2023

Unit
Organisasi
Pclaksana2020 21124 ?020

Pcngembangan
Kebij akan dalam
Lingkup Sistem
dan Pelaporan
Pemantauan,
Evaluasi, dan
Pe rrgendalian
Pembangunan

2.200 000

Direktorat
Sistem daJl
Pelaporai
Pemantauan
Evaluasi,
dal
Pengendaliar
Perobanguna
n

2.000.000



96-
100

80
83,9

84-
a7,9

"/o

92
95,9

o/o Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan
evaluasi alas pelaksanazrn rencarla
pembangunan lingk-up Sistem dan Prosedur
Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendaliai

I) tiPcm diterima

I
Dok

1

Dok
Penyelesaian Rancangan LaEpiran
Presidcn RI atas pelaksanaan rcncana

AD

Informasi Hasil
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan

80
83,9

o/o

84-
a7 ,9

88
9t,9

yo

92-
95,9

o/o

96-
r00

9/o Pelaksanaai sistem informasi pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan
nasional

Kebijakan
Percepatan
Pembangunan

96
100

80
83,9
"/.

84,
a7 ,9

o/"

8B-
91,9

o/.

92
95,9

7o Pengembangan prosedur pemantauar,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan
nasional

Terwujudnya
Efektivitas
Pengendaliart
Pembangunan
Nasional

Sistem/Regulasi
Pengend alian 5.576 250 6.155.063

94,9
6,9

97-
100

on,

5 025.000

85
a7 ,9

BB,
90,9

7o Rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis
Nasior,all Major Project yang dijalankan oleh K/L
d.an stakellolders pembangunan lingkup Sistem
dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pcnqendalian Pembangunan

Kebij akan
Perencaraan
Pembangunan

Terwujudnya
Kebij akan
Pembangunan
Nasional yarg
Visioner

100 r00
iata Kelola lingkup Sistem dan

Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan yarg sesuai dengan
ketentuan dan aturan yang

%u Pelaksanaan

92,'/t
7o pengelolaan realisasi anggaran lingkup Sistem
dan Proscdur Pemantauan, Evaluasi, dan

ndalian Pemban

9201) 95,X,dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pcmbangunan ang engar

%o Pemenuhan Direktif gkup Sistem

Manajcmen
lnternal

95.h 2.300.000 2.300.o0C)7 5"/" noo 85,/o 9U/o
Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
lingk'up Srstem dan Prosedur PemanLauan,
Evaluasi. dan Pengendaliar Pembangunan yang

lntegrasio/" naIIPenyu

Dditc

Terwuludnya
Kine4a
Kementeriar
PPN/Bappenas
yang Bersih,
Akuntabel, dan
I'rofesional dan
didukung oleh
Kapabilitas SDM

Sistem Informasi
Pemeintahan

to 500.00
o

lo.5oo.oo
o

10.500.00 10.500.o0
0

Evaluasi dan Pengendalian Pen)'usunan Perencanaan
Pcm

900,1,
7. Rancangan UU RPJP lingkup Evaluasi dan
Pengendalian Penfrsunan PerencaJraan

diterima oleh utiPcmbaI1..lan PaII

Reflcana
Pembangunan

100
o/"

7" Penyele saian Dokumen Rancangan
Teknokratik RPJM yang diterima oleh Depqll

r00
Rencana
Pembangunal
Jarlgka Menengalt 9/u Penyelesaian Dokumen Rancangan RP.IM

yang diterima oleh Dcputi

Evaluasi dan
Pergendalian
Pen,,usunan
Perencanaan
Pembangunan

Terwujudnya
lntegrasi,
Sinkronisasi,
dan Sinergi
Perencanaan
Pembargunan
Nasional

Direktorat
Evaluasi dan
Pengenda-Iiar
Pen)usunan
Perencanaan
Pembangun€

n

- 136-

IBII'?!I

@
B8-

91,9
o/"

91
93,9

3.000.000

95"/"

0
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100
o/"

70 Penyelesaian Dokumen Rancangan Akhir
RPJM yang diterima oleh Deputi

I
Dok
ume

n

I
Dok
ume

n

I
Dok
ume

n

Jumlah pedomail pen]'usunan rencana yang
diacu oleh sta keholders perencanaan

100 100 100 to0o/o Penyelesaiar Dokumen Rancangan RKP yang
diterima oleh Deputi

100
"/o

100 r00
o/o

1007n Penyelesaian Dokume[ RKP yang diterima
oleh Deputi

100 100
"/o

100
o/"

100
o/o

5,2s0,000 6,800,000 6,800,o0.)

7o Penyclesaian Dokumen Pemutakhiran RKP
yang diterima Deputi

84-
87 ,9

o/o

aa-
91,9

92-
95,9

o/o

96-
100
o/"

7" Hasil informasi pengendalian perencaoaan
pembangunan nasional yant diterima oleh
Deputi

I
Dok

I
Dok

Penyelesaian Rancengan [,ampiran Pidato
Presiden RI atas pelaksanaan rencana
pembangunan yang diterima Deputi

84-
a7 ,9

Yo

88-
91,9

vo

92-
95,9

o/o

96
r00

3.750.000 3.irj0.o0()

100
o/"

ro0
o/"

7o Pelaksanaan Tata Kelola llngkup Evaluasi dan
Pengendalian PenJrusunan Perencanaan
Pembangunan yang sesuai dengan ketentuan
dan atura! yang berlaku

92"/o 95/o
o/o pengelolaan realisasi anggaran lingkup
Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan
Percncanaan Pembanzunan

92"/" 95%

3.5tO.930 4.000.000

.'[,, "l)tat1

7" Pemenuhan Dtektif Pimpinan lingkup
Eva.luasi dan Pengendalian PenJrusunan
Perencanaan Pembangunar yarg sesuai denga!
tugas dar fungsi

sunan Analisis Kebi Pem

Pcrnl)

RencaJra
Pembangunan
JaiSka Pendek
(T6}tuflan)

Terwujudnya
Efcktivitas
Pengendalian
Pemba.ngunair
Nasional

Terwuiudnya
kinerja
Kementerian
PPN/ Bappenas
yang bersih,
akuntabel, dan
profesional dan
didukung oleh
kapabilitas SDM

Manajemen
lnternal

lnformasi Hasil
PelaksaiaaJl
Rencana
Pembangunan

Kebijakan
Percepatan

94-
96,9

o/o

97-
100

85,
a7,9

ok

88
90,9

o/"

91-

Vo

Terwujudnya
Kebijakan
Pembangunan
Nasional yang
Visioner

- Pen],usunan
An6lisis Kebijakan
- Analisis Kineia

o/o Rekomendasi Hasil Analisis dan Harmonisasi
Kebijakan da.lam rangka Perumusan
Penyelesaian Isu Strategis Nasio[al/ MaJbr
Projecl y6ng aka]r d.ijalankan oleh Unit Kerja
Eselon I dan II

100 100
o/o

7o Pelaksanaan Tata Kelola lingkup Analisis
Kebijakan dan Kineta yang sesuai dengai
ketcntuan dan aturan Yang berlaku

Penlrusunan
Analisis
Kebijakan
Pembangunan

I,tLs t
Al1alisis

li ('l) ij .rl<an
(Ian l(irerja

Terwujudnya
Kinerja
Kementeriai

Manajemen
lnternal

lndrkator UKE II
Unil

wcrsen-ryaaha$arl :o,,
Sasarar

Procre|ll Sasarao

I

70 Rekomendasi pengendalian perencanaan
pembangunan nasional yang diterima sektor

I

IS!]SMEN PPN /SES'IAN{A BAPPENAS
4.000.o00

3.510.930



9 21t1, 95"/,
o/o pengelolaan realisasi anggaran lingkuP
Analisis Kebiiakan dan Kinerja

95/"
7o Pemenuhan Dtektif PiBpinan lingkup
Analisis Kebijalan dan Kinerja yang sesuai
dengan tugas dart fungsi

ui) 8a 90 9)

92'k,

94

Pengelolaan dan
Pemantauan
Evaluasi
Kebij akan Menteri

Indeks kepuasai koordinasi dalam penyiapan
bahan Menteri terkait pengelolaan kebijakar,
aralisis kebijakai, daJr analisis kinerja

PPN/Bappenas
yang Bersih,
Akuntabel, dan
Profesional da-n
didukung oleh
Kapabilitas SDM

2to.612,7
56

221,.L43,3 232.200.5
63

243.810.5
92

Penyelenggar:aan daJl Pengcmbangan Pendidikan dan
Pelatihan

6501, 70q, 75"1 80,11,60'ri,7" Perencaia yang lulus uji kompetensi

85,2,7o kaq/asiswa yang lulus pendidikan

()()tl, 92'i" 941't 960/0aa'z)

Penyelenggaraan
dan
Pengembangan
Pendidikan dan
Pelatihan

70 peserta pelatihai yang mengikuti dan lulus
program pelatihaJl

Terwujudnya
Integrasi,
Sinkrooisasi,
dan Sinergi
Petencanaan
Pembangunan
Nasional

75-
79,9

o/o

a0-
84,9

vo

85-
49,9

o/o

90-
94,9

o/"

95-
100
o/"

%o Inovasi Kebijaka! Pembinaan Jabatart
F\rngsional Perencana den Pengembangan
Pendidikan dan Pelatihan Perencana yang
dilaksanakan oleh Institusi/Unit Kerja
Pereocaia Pembangunan

Perencanaan,
Evaluasi dan
Pengembangan
Kebtakan
Peningkatan
Kapasitas lnstitusi
Perencanaai
PembangunaJr

Terwujudnya
Kebijaken
Pembangunan
Nasional yang
Visioner

75 80 a5 9070

Pembinaan
Jabatan
Fungsiona-l
Perencana dan
Penyelengllaraan
Pendidikan dan
Pelatihan

Tingkat penerapan transparansi dan standar
pelayanarr dalam Pembinaan Jabatai
Fungsional Perencana dan Penyelengga.raan
Pendidikal dai Pelatihan

100 r00
70 Pelaksanaan Tata Kelola tingkup Pusat
Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana
yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang
berlaku

92,'/" 95"1,
o/o pengelolaan realisasi anggaran lingkup Pusat
Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana

243,810.5
92

256.001.I
2l

95,'n,

2to.6 t2.7
56

22t.t43,3
94

232.200.5
63

Manajemen
lnternal

7o Pemenuhan Daektif Pimpinai liogkup hrsat
Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana
yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Terwuiudnya
Kinerja

PPN/Bappenas
yang Bersih,
Akuntabel, dan
Profesiural da-n
didukung oleh
Kapabilitas SDM

Penyelenggaraan
dan
Pengembangan
Pendidikan dan
Pelatihan

Program/
Kegiatan

Sasarafl
Strategis

Sasara$ Ptogra-E
lOutcome|/

Indikator UKE II
(Hasil Penba.llasan)

Target

2121 2022 2t23

Unit
Orgatrisasi
Pelaksana

A,ohasi ldalan ribu rupi0h)

202\ 2022 2023 202420:o 2024. 2020
Sasaian I( atarr

Pusat
Pembinaan
Pendidikan
dan
Pelatihan
Petenca.na

- 138
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a8 90 92 9486
Tingkat kepuasan atas layaian pembinaan
jabatan fungsional perencana dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelat-ihan

Pembinaan
Jabatar
Fungsional

Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan

t02..o07.7
98

sa.al6.62
6

92.473.28
I

95.961. t5
I

q).20x.42
IPerencaJraan Pembangunan Nasiona.l Lintas Bidaig

95.961.15
I

99.203.42
I

102.607.7
98B6 88 90 9',2 91 s4.8t6.62 92.8?3.24

I

03- Tersusunnya
Rekomendasi
Percepatan
Pembangunan
sesuai lingkup
Perencanaan
Pembangunan
Nasional Lintas
Bidais

lndeks kepuasan layanan perencanaarl,
organisasi, dan tata laksana

PerencaJraarr
Pembangunan
Nasional Lintas
Bidang

Perencanaan
Pembangunan
Nasional Lintas
Bidaig

Biro
Perencanaan
, organisasi,
dan Tata
laksana

SasaJan Program
lOutcomel/Program/

Kegiatarl
Sasa.ao'
Str,rielis Sasaran l(eSiatan

Indikator UKE lI
Hasil Pernlraha sen

Unit
Organisasj
Pelaksar:a2020 fr23 20?4

I

I
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Matriks Kerangka Regulast

20201. Biro HukumBiro Perencanaan, Organisasi
dan Tata Laksana

Belum adanya pengaturan kelembagaan
Kementerian PPN/Bappenas

1 Pengaturan kelembagaan

20201. Biro Sumber Daya
Manusia
2. Biro Hukum

Biro Perencanaan, Organisasi
dan Tata Laksana

Berdasarkan analisis terhadap evaluasi
kelembagaan, terdapat tugas dan fungsi
Bappenas yang masih belum terakomodasi
pada regulasi yang ada

2 Pengaturan SOTK
Bappenas

20211. Biro Umum
2. IBKK
3. IBAU
4. Biro Hukum

Biro Perencanaan, Organisasi
dan Tata Laksana

Perlunya bisnis proses yang jelas dan tegas
lewat SOP yang diatur dalam
Persesmen/Kepsesmen untuk penguatan
dan sinergi Biro Perencanaan, Organisasi
dan Tata l,aksana, Inspektorat Bidang
Kinerja Kelembagaan, dan lnspektorat
Bidang Administrasi Umum dalam
pengendalian penyusunan perencanaan
dalam pengendalian penyusunan
perencanaan dan penganggaran yang
efektif dan efisien pada unit-unit kerja di
Kementerian PPN/Bappenas secara
holistik dan terintegratif

3 Pengaturan koordinasi
penyusunan anggaran di
Internal Bappenas

20211. Biro Hukum
2. Biro Perencanaan,
Organisasi dan Tata
Laksana

Direktorat Alokasi
Pendanaan Pembangunan

Belum adanya regulasi yang mengatur
negosiasi alokasi anggaran K/ L mitra
dengan Direktorat Alokasi Pendanaan
Pembangunan. Selain itu perlu juga
penajaman dalam proses koordinasi antara
Kedeputian Bidang Pendanaan

4 Pengaturan koordinasi
dalam melakukan exercise
alokasi anggaran K/L
mitra dengan Direktorat

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
. Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Rdgulasi Eksisting, Analisis dan

Penelitian

Target
PenyelesaianUnit Terkait/ IngtansiUnit Penanggunglawab

I

I
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Pembangunan Kementerian
PPN/ Bappenas dengan Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan
dan koordinasi antara Kedeputian
Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas
dengan direktorat sektor.

Alokasi Pendanaan
Pembangunan

2021Kedeputian Bidang
Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan

Perlunya proses bisnis yangjelas dan tegas
lewat SOP yang diatur dalam Peraturan
Menteri PPN dalam rangka sinergi antar
unit-unit kerja di Kementerian
PPN / Bappenas untuk pengendalian
RPJMN dan RKP terutama terkait dengan
isu-isu substantif seperti PN, PP, KP, MaTbr

Project secara holistik dan terintegratif.
Selain itu, diperlukan sinkronisasi data
shcring perencanaan dan penganggaran
serta realisasi belanja K/L

5 Pengaturan pengendalian
RPJMN dan RKP

20211. Biro Perencanaan,
Organisasi dan Tata
Laksana
2. Biro Hukum

Pusat Analisis Kinerja dan
Kebijakan

Belum adanya SOP atau panduan
mengenai euidence base planning and
policg

Pengaturan SOP atau
panduan perencanaan
dan kebijakan
berdasarkan euidence

6

20211. Direktorat Sistem dan
Prosedur Pendanaan
Pembangunan
2. Biro Hukum

1. Biro Perencanaan,
Organisasi dan Tata Laksana
2. Kedeputian Bidang
Pengembangan Regional

Untuk memastikan pencapaian Prioritas
nasional yang didukung oleh Pemerintah
Daerah, perlu ada regulasi yang mengatur
terkait dengan pendampingan dari
Kementerian PPN /Bappenas terhadap
daerah

Pengaturan tentang
pendampingan dan
penguatan terhadap K/L
dan pemerintah daerah
terkait pencapaian
prioritas nasional

7

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Analisis dan

Penelitian

Target
PenvelesaianUnit Terkait/ InstansiUnit PenanggungiawabNo

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan

Regulasi

I t. eiro Perencanaan,

I Organisasi dan Tata
I t aksana
| 2. Biro ttutum
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1. Unit Kerja Sektoral
2. Biro Hukum

20211. Biro Perencanaan,
Organisasi dan Tata Laksana
2. Pusat Analisis Kinerja dan
Kebijakan

Perlu peraturan dan turunannya hingga
petunjuk teknis dan lapangan untuk
kebijakan yang bersifat lintas sektor
seperti isu penyandang disabilitas,
keberlanjutusiaan, dan isu lainnya

Pengaturan tentang
pengembangan inovasi
kebijakan yang bersifat
lintas sektor sesuai
dengan prioritas nasional

B

'20211. Biro Perencanaan,
Organisasi dan Tata
l,aksana
2. Biro Hukum

1. Kedeputian Bidang
Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan
2. Direktorat Sistem dan
Prosedur Pendanaan

Tindak lanjut Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional

9 Revisi PP 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara,
Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan

20221. Biro HukumBiro Perencanaan, Organisasr
dan Tata l,aksana

10 Pengaturan juklak
penyusunan RKP sebagai
tindak lanjut Permen
PPN/Bappenas Nomor 5
Tahun 2018

2022l.Biro Perencanaan,
Organisasi, dan Tata
Laksana
2. Biro Hukum

1 Kedeputian Bidang
Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan
2. Direktorat Sistem dan
Prosedur Pendanaan

Perlunya bisnis proses yang jelas dan tegas
lewat SOP dalam pengendalian
penyusunan perencanaan dan
penganggaran yang efektif dan efisien
untuk K/L secara holistik dan terintegratif.
Proses sinkronisasi diperlukan untuk
menjaga target-target prioritas nasional
yang sudah ditetapkan dalam RPJMN
2O2O-2O24. Perlu segera disusun
peraturan yang menjadi acuan bagi para
penelaah Kementerian PPN / Bappenas
dalam menjaga konsistensi target prioritas

It Pengaturan koordinasi
penyusunan anggaran
dengan Kementerian
Keuangan dan K/L
lainnya

Arah Kerangka.Re$!asi
. dan/ atau KelrutUhan

Regulasi.ii,'. -.

Ureensi Petfibaltukan Berdasarkal1.r'.:r,
Evaluasi Rdguladir:Eksisting, Analisis'.diiil...

Penelitian
unit'Terkaiil.Instansi

Belum ada peraturan yang mengatur
turunan dari Permen PPN/BaPPenas
Nomor 5 Tahun 2O 18 mengenai juklak
atau penanggung jawab pembuatan RKP

secara jelas
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nasional, utamanya Pada saat
pelaksanaan anggaran. Karena saat ini,
peraturan yang ada masih terbatas pada
tataran perencanaan, sehingga ketika
proses pelaksanaan anggaran K/ L,

Kementerian PPN/ Bappenas tetap bisa
menjalankan perannya sebagai pengendali
pembangunan.

1. Biro Hukum
2. Biro Perencanaan,
Organisasi dan Tata
Laksana

20221. Kedeputian Bidang
Ekonomi
2. Kedeputian Bidang
Kemaritiman dan SDA
3. Kedeputian Bidang
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
4. Kedeputian Bidang Politik,
Hukum, Pertahanan dan
Keamanan

Regulasi yang ada belum menyebutkan
langsung mengenai kegiatan lintas
Kemenko

12 Pengaturan tentang
sinkronisasi dan
sinergitas kebijakan
strategis nasional, serta
kegiatan lintas Kemenko

20221. Biro Perencanaan,
Organisasi dan Tata
Laksana
2. Biro Hukum

1. Kedeputian Bidang
Pendanaan Pembangunan
2. Direktorat Kerja sama
Pemerintah-Swasta Rancang
Bangun

Regulasi yang ada belum menjelaskan
secara khusus terkait dengan investasi
publik

13 Pengaturan tentang
sinkronisasi kelembagaan
dan regulasi terkait
investasi publik yang
memadai

Arah Kerangka Regulasi
.dan/atau Kebutuhan

Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Analisis dan

Peneltian

Target
Penyele saianNo Unit Terkait/InstansiUnit Penanggungiawab
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1. Biro Perencanaan,
Organisasi dan Tata
Laksana
2. Biro Hukum

20221. Kedeputian Bidang
Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan
2. Direktorat Sistem dan
Prosedur Pendanaan

Perlunya penyesuaian pedoman evaluasi
pembangunan nasional yang selaras
dengan perkembangan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional

Penyesuaian Permen No.
I l2ol7 tentang Pedoman
Evaluasi Pembangunan
Nasional dengan PP No.

17 "faL,rn 2Ol7

1. Staf Ahli Menteri PPN

Bidang Sinergi Ekonomi
dan Pembiayaan
2. Biro Hukum

2023Biro Perencanaan, Organisasi
dan Tata l,aksana

UU ini untuk mengakomodasi penyusunan
RPJPN Tahun 2O2O-2O45

t5 Penyusunan UU tentang
RPJPN Tahun 2025-2045

1. Biro Perencanaan,
Organisasi dan Tata
Laksana
2. Biro Hukum

2023Pusat Pembinaan,
Pendidikan, dan Pelatihan
Perencanaan

Perlunva penyesuaian peraturan Jabatan
Fungsional Perencana dimaksudkan untuk
memenuhi tuntutan dinamika perubahan
yang ada serta menjamin kualifikasi dan
kompetensi Jabatan Fungsional Perencana
sesuai dengan standar.

Penyusunan Penyesuaian
Peraturan tentang
Pembinaan Jabatan
Fungsional Perencana

Arah Kerangka Regulasi
dan/ atau Kebutuhan

Regulasi

Target
Penvele saianUnit Terkait/ InstansiUnit Penanggunglawab

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Analisis dan

_ Penelitian

t4

16
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MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

.,,--

-z>--
RR. Rita Erawati

1. Kedeputian Bidang
Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian
Pembangunan
2. Biro Hukum

2024Biro Perencanaan, Organisast
dan Tata Laksana

Perlu dilakukan pemilahan, penyusunan,
dan pembentukin peraturan perundang-
undangan yang diperlukan, dan
mengutamakan pengawasan internal
selauh mana implementasinya

tt Evaluasi terhadap UU
SPPN dan peraturan
teknis yang telah ada dan
yang perlu diterbitkan

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan

. ,... .... Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Analisis dan

Penelitian

Target
PenyelesaianNo Unit Terkait/ InstansiUnit Penanggundawab
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